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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang M asalah

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentange®idPendidikan Nasional
menyatakan bahwa “Kurikulum Pendidikan wajib memu&endidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Bahasa. Tgta pelajaran wajib ini
mengisyaratkan tujuan membangun kebangsaan yaigguselPasal ini menempatkan
PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang pesdimgstrategis disamping Pendidikan
Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas et@s tmengamanatkan dan
mewajibkan PKn harus masuk kurikulum di setiap gagj dan jenis pendidikan dari
sekolah dasar hingga perguruan tingtn bukanhanya diberikan di Indonesia. Negara-
negara lain di seluruh dunia ini, juga memberikamgeskipun dikemas dalam berbagai
bentuk dan nam&ivics atau Civics Educatiodiberikan di Amerika SerikaCitizenship
Educationdiberikan di InggrisTa’limatul Muwwatanahatau Tarbiyatul Watoniyahdi
negara-negara Timur TengabBducacion Civicagli Mexico. Sachunterrichtdi Jerman.
Civics atau Social Studieti Australia.Social Studiesli New ZealandLife Orientation
di Afrika Selatan.People and Societgi Hongaria.Civics and Moral Educatiordi
Singapura. Da®bscesvovedinidi Rusia (Udin Saparudin Winataputra, 2006: 3).

Setiap masyarakat di belahan bumi manapun sangatiambakan generasi
mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara Yag dan dapat berpartisipasi
dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keindieebut lebih tepat disebut
sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalasyarakat demokratis. Banyak
bukti yang menunjukkan bahwa tak satupun negamamatik Indonesia, telah mencapai
tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-twakiashggung jawab di antara
keseluruhan warganegara untuk mendukung kehidupamoktrasi konstitusional. Untuk
kepentingan itu maka dikembangk@itizenship Educatioatau PKn.

Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, PKnlikiersi, dan misi. Visi
mata pelajaran PKn adalah terwujudnya suatu matgapen yang berfungsi sebagai
sarana pembinaan watak bangsmaatibn and character buildingdan pemberdayaan
warga negara. Adapun misi mata pelajaran ini adatlembentuk warga negara yang



baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanbkéindan kewajibannya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengamdJondang Dasar 1945.

Akan tetapi sejarah membuktikan PKn di Indoneseupnin di banyak negara
sering mengalami penyimpangan dari visi, misi yda@h ditetapkan secara ideal
tersebut. PKn sering dijadikan sebagai alat persguatuk melanggengkan kekuasaan.
Sosok PKn yang demikian memang sering muncul dingeh negara, khususnya
negara-negara berkembang. Menurut Cogan (Ace a8urgan Somantri, 2000:1)
menyatakan:

“Citizenship education has often reflected the ries¢ of those in power in

particular society and thus has been a matter afiogtrination and the

establishment of ideological hegemony rather thiaadoication”.
Berdasar kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudiancul penilaian bahwa PKn
bersifat politis dari pada akademis. Berdasarkamar ldbelakang masalah tersebut,
penelitian ini hendak mengkaji, perkembangan kiuikuPKn Orde Lama, Orde Baru,
dan Era Reformasi. Oleh karena itu penelitian ientpg untuk dilakukan, agar
berkontribusi pada pengembangan PKn di Indonesiaudnya, dan pengembangan ilmu
pendidikan pada umumnya.
B. Perumusan M asalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang t&kamukakan di atas, dapat
dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan kurikulum PKn pada jgnmendidikan dasar dan
menengah, pada era Orde Lama?

2. Bagaimanakah perkembangan kurikulum PKn pada jgnmendidikan dasar dan
menengah, pada era Orde Baru?

3. Bagaimanakah perkembangan kurikulum PKn pada jgnmendidikan dasar dan
menengah, pada era Reformasi?

C. Tujuan Pendlitian

1. Mengetahui perkembangan kurikulum PKn pada jenje@gdidikan dasar dan

menengah era Orde Lama.



2. Mengetahui perkembangan kurikulum PKn pada jenjpegdidikan dasar dan
menengah era Orde Baru.

3. Mengetahui perkembangan kurikulum PKn pada jenjasigdidikan dasar dan
menengah era Reformasi.

D. Manfaat Pendlitian

1. Memberi gambaran kepada pengambil kebijakan pddahdii berbagai tingkatan
baik pusat maupun daerah, dalam upaya mengambjakab yang tepat terkait

dengan PKn.

2. Memberi gambaran kepada para guru di lapanganangnperkembangan
kurikulum PKn di Indonesia agar para guru bisaHdbitis, bersikap ilmiah, dan
tidak terjebak pada kepentingan rezim dalam mengamaPKn kepada para

siswanya.

3. Memberi gambaran kepada para ahli dan pakar, ukititkerus memikirkan dan

mengembangkan PKn yang tepat bagi Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dearate terhadap masalah

yang diteliti, perlu diberikan definisi operasiosabagai berikut:

1. PKn dalam penelitian ini diartikan sebagai kesdiaru program kurikuler untuk
jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai upayaidik peserta belajar
menjadi warga negara yang baik dan bertanggungojalakam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

2. Orde Lama: dalam penelitian ini dimaksudkan suat gemerintahan Presiden
Soekarno (1945-1966).



. Orde Baru: dalam penelitian ini dimaksudkan suata pemerintahan Presiden
Soeharto (1966-1998).

. Orde Reformasi: dalam penelitian ini dimaksudkaatslera sejak pemerintahan
Presiden Habibie sampai dengan sekarang (1998aswRar

. Pendidikan Dasar dan Menengah: dalam penelitianmeangacu kepada satuan
tingkat pendidikan mulai kelas | sampai kelas XII.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pendidikan

Emile Durkheim guru besar ilmu pendidikan di Som@rParis mendefinisikan
pendidikan sebagai berikut:

Education is the influence exercised by adult gati@n on those that are not yet

ready for social life. Its object is to arouse ammddevelop in the child a certain

number of physical, intellectual and moral statdsol are demanded of him by

both political society as a whole and the specidileon for which he is specifically

distined.(Jeanne H. Ballantine, 1983).
Pendidikan adalah pengaruh yang dilakukan olehrgendewasa pada generasi yang
belum siap kehidupan sosialnya, tujuannya adalabkumengembangkan kemampuan
fisik, intelektual, dan moral sesuai dengan tumtutmasyarakat politik secara
keseluruhan. Definisi ini menekankan sasaran pémicadalah anak dan pemuda yang
dipandang belum siap untuk melakukan kehidupanakosujuan pendidikan adalah
untuk menambahkan dalam diri anak suatu kemampuwaal nmtelektual, dan fisik yang
dituntut oleh masyarakat politik secara keselurulkdan lingkungan khusus di mana anak
diarahkan. Generasi dewasa sebagai pemangku jakettédupan masyarakat memiliki
tugas menyiapkan anak dan pemuda untuk kehidugsaal saelalui kegiatan pendidikan.
Aspek pendidikan mencakup pengembangan fisik,gkteal, dan moral anak agar dapat
berkembang sesuai tuntutan kehidupan masyarakat.

John Dewey (1963: 89-90) memandang pendidikan selsafpuah rekonstruksi
atau reorganisasi pengalaman agar lebih bermakhajgga pengalaman tersebut dapat

mengarahkan pengalaman yang akan didapat berikumgaurut Dewey, pendidikan

seharusnya didasarkan pengalaman, suatu intetgsndividu dengan lingkungannya,



di mana pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaPangalaman masa lalu digunakan
untuk memahami peristiva atau pengalaman sekar&an selanjutnya untuk

mengarahkan pengalaman yang akan datang. Bagi Déawegn pokok pendidikan

adalah pertumbuhan atau rekonstruksi pengalamany yaenentukan arah dan
pengontrolan pengalaman berikutnya.

John S Brubacher (1978: 371) berpendapat pendidikaialah proses
pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitassimayang mudah dipengaruhi
oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan deslrikebiasaan yang baik,
didukung dengan media yang disusun sedemikian rephingga pendidikan dapat
digunakan untuk menolong orang lain atau dirinyadsedalam mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan.

Carter V. Good (1985: 145) juga mengemukakan pextdgp: Pendidikan
adalah: pertama, keseluruhan proses dimana segenrangembangkan kemampuan,
sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yaamgitai positif dalam masyarakat di
tempat hidupnya. Kedua, proses sosial dimana omihgdapkan pada pengaruh
lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehinggang tersebut bisa mendapat atau
mengalami perkembangan kemampuan sosial maupunniemaa individual secara
optimal.

Menurut Driyarkara (1980:142), inti pendidikan adalpemanusiaan manusia
muda. Pendidikan dalam pandangan Drijarkara adaledtu perbuatan fundamental
dalam bentuk komunikasi antarpribadi, dan dalam Wakasi tersebut terjadi proses
pemanusiaan manusia muda, dalam arti terjadi pregesnisasi(proses menjadikan

seseorang sebagai manusia) dammanisasi (proses pengembangan kemanusiaan



manusia). Dengan demikian, pendidikan harus membardng agar tahu dan mau
bertindak sebagai manusia. Pada dasarnya pendididtalah pengembangan manusia
muda ke taraf insani.

Sedangkan Ki Hajar Dewantara (1977: 20) menyatakahwa pendidikan
merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak.idfleadl menuntut segala kekuatan
kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar merdiagae manusia sekaligus sebagai
anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan eteihdgiaan setinggi-tingginya.
Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan harus didesa pada penghargaan terhadap
kemerdekaan jiwa anak. Anak-anak harus dapat turdbnlberkembang menurut kodrat
alami (bawaan alami) dan tidak seharusnya ada pmamakterhadap bawaan yang
merdeka dari anak. Pendidikan harus bersifat Tuti Wandayani, artinya membimbing
dari belakang yang menumbuhkan kemandirian anak loakan menakut-nakuti,
menghukum yang mematikan kemerdekaan jiwa anakiq3o Kuntoro, 2007: 143).

Ki Hadjar Dewantara menteorikan pendidikan Tamawa&isebagai pendidikan
Sistem Among, dengan tugas guru, Tut Wuri Handayaminya untuk mengasuh anak
dengan jiwa merdeka maka guru membimbing dari laelgk Konsep ngemong
mempunyai arti bahwa anak memperoleh kemerdekatak bermain dan belajar sesuai
dengan minat dan kebutuhannya, sedang orang déveasa bertugas membantu dan
membimbingnya ke arah perkembangan yang baik. Reagg nilai-nilai budaya bangsa
(Jawa) untuk merumuskan konsep pendidikan TamamwaSisi didasarkan pada
pandangan Ki Hadjar Dewantara yang kurang senangadesistem pendidikan kolonial
yang bersifat menonjolkan pengawasan, disiplin, garintah yang mematikan jiwa

merdeka anak-anak masyarakat pribumi. PendidikanahaSiswa yang menggunakan



rumus dengan basis budaya bangsa maka muncul kgessphdikan yang berjiwa
kebangsaan yang dapat dijadikan instrumen pentiagi penumbuhan kesadaran

kebangsaan dan jiwa merdeka (Sodiq A. Kuntoro, 2007-142).

B. Tujuan Pendidikan

Tidak dapat diragukan oleh siapapun tentang pangai sejarah yang dimiliki
bangsa Indonesia dalam menggunakan pendidikan aeladat penting perjuangan
mencapai kemerdekaan, integritas bangsa, mauputgmgunan nasional (Sodiq A.
Kuntoro, 2007: 131). Pendidikan sebagai alat pagaa integritas nasional dimulai sejak
pergerakan kebangsaan melawan penjajah sekitawaessa pertama awal abad XX,
dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan banggelalSeercapai kemerdekan
Indonesia pada 17 Agustus 1945, pembangunan saatuke sistem pendidikan
dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita negara hkgdaan yang dapat melindungi
kedaulatan, menjamin persatuan dan kesatuan, késgjan, keamanan, dan keadilan
bagi warga negaranya. Di era reformasi sepertiraagaini, pengembangan pendidikan
nasional telah semakin maju dan diharapkan lebgatdamemberikan kemakmuran bagi
warganya, di samping persatuan dan kesatuan bargsagpembentukan kepribadian dan
budaya bangsa.

Menurut George R. Knight, tujuan pendidikan setfipengaruhi oleh pandangan
metaphisik (ideologi, agama), juga dipengaruhi otiihamika politik dan kondisi
ekonomi suatu negara. Setiap perkembangan pobtikekonomi dapat mempengaruhi
tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut Georg&Right menyatakan:

...there is a definite relationship between philogoopeliefs and educational

practices. For example, a distinct metaphysical apgtemological viewpoint will point
to a value orientation. This value orientation,conjunction with its corresponding view



of reality and truth, will determine the goals thatll be deliberately aimed at in the
educational process. The goals, in turn, will sugigereferred methods and curricular
emphasegGeorge R. Knight, 1998: 32).

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan bahyart pendidikan sangat

dipengaruhi olemetaphysical beliefsaxiological beliefs epistemological beliefguga

dipengaruhi olelpolitical dynamicsdaneconomic conditions.
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Gambar 1. The Relationship of Philosophy to Edocati Practice (Sumbe6George R. Knight,
1998, halaman 33).
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Banyak perdebatan tentang tujuan pendidikan yalagudkan oleh para ahli. Hal
yang diperdebatkan berkaitan dengan titik pijakidnj pendidikan itu sendiri. Dalam
sejarah pendidikan ada banyak pendekatan untukemhggan titik pijak bagi
pendidikan, seperti idealisme, realisme, naturaissosialisme dan lain-lain. Hal lain
yang juga menjadi pokok perdebatan adalah tentatgdologi yang digunakan untuk
mencapai tujuan tersebut, seperti positivis, histonaterialis, dialektis, dan sebagainya
(Doni Koesoema, 2007: 63). Proses menjadi manueifadi di dalam habitus
kemanusiaan, vyaitu alam sekitarnya, keanggotaandyadalam keluarga yang
melahirkannya, di lingkungan masyarakat lokal y@&egoudaya, habitus sukunya yang
memiliki adat istiadat dan tata kehidupan sendi@n akhirnya sebagai anggota
masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat negardan masyarakat umat manusia
(Tilaar, 2005: 110).

Pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tisgyanakat yang beradab, tetapi
tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap makgar Sistem pendidikan suatu
bangsa dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarta@insip-prinsip, nilai-nilai, cita-
cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu banBsdinisi di atas menekankan bahwa
tujuan pendidikan bergantung nilai-nilai dan filtafang berlaku di suatu masyarakat.
Hal tersebut berimplikasi juga pada sejarah pehkdidiyang juga mengacu pada suatu
filsafat yang berlaku di masyarakat pada saat aejherlangsung. Sejarah pendidikan
memberi sumbangan dan memperkaya ilmu mendidikrseis, karena atas dasar ilmu
pendidikan sistematis memberikan pemikiran secarausun dan lengkap tentang

masalah pendidikan (Sutari Imam Barnadib, 1982: 19)
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C. Pendidikan Kewarganegaraan

PKn adalah suatu kontribusi pendidikan untuk pergbaan karakteristik untuk
menjadi seorang warganegara. PKn pada dasarnya go@ya pemerintah/negara untuk
mendidik dan mengembangkan karakter warganegaraayar sesuai dengan ideologi
serta politik bangsanya. Pendidikan Kewarganegadagat dilakukan lewat pendidikan
formal persekolahan bagi anak dan pemuda yangsigpdian menjadi warganegara yang
baik, tetapi PKn juga dapat dilakukan lewat pendidi masyarakat di luar sistem
persekolahan.

Teori besar grand theory)yang membangun keilmuan PKn secara garis besar
terdiri atas tiga rumpun keilmuan, yaitu ilmu hokuilmu politik dan filsafat moral.
Dengan demikian, PKn sejak awal merupakan Kkajiaerdrsipliner termasuk di
dalamnya aspek kependidikan. Secara akademik Rkadidewarganegaraan memiliki
visi sebagaination and character buildingAtau sering dikenal memiliki visi meng-
Indonesiakan orang Indonesia. Sebab meskipunasgaadis formal seseorang sebagai
warga negara Indonesia (WNI) tetapi bisa saja karaka bukan sebagai bangsa
Indonesia. PKn hadir untuk mendidik kebangsaan avaepara dari areal politik, etnis
yang berbeda-beda. Bahkan PKn masuk ke dalam pkawdli#ebangsaan yang sangat
progresif, sebab dalam PKn pengembangan karakieanksaan tidak sebatas pada
cultural nationtetapi juga padpolitical nation Pada konsepultural nation penanaman
kebangsaan dengan cara mengembangkan memori kolalupun menggambarkan
tanah air yang subur, indah makmur ternyata di task efektif lagi. Oleh karena itu

dibutuhkan pengembangaolitical nationuntuk mengembangkan ideologi negara.
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PKn yang memiliki tugas mengembangkan peran waeggna memiliki dasar
yang tegas dan jelas yaitu masalah pendidikan kmslaam harus digarap melalui
pengembangan dan pemenuhan hak-hak warga negara bedckeadilan. Dari perlakuan
pemerintah yang menjamin dan memenuhi hak-hak waegmra secara adil maka
bersamaan itu akan tumbuh tanggung jawab sebagdi lbangsa yang sangat kuat.
Banyak contoh yang bisa kita lihat di berbagai neggang telah mengembangkan
political nation maka nasionalisme akan menguat. Dewasa ini fenanseparatisme
lebih merupakan akibat dari diterlantarkannya hak-tvarga negara dalam kehidupan
bernegara, atau adanya ketidak adilan dalam peraarhgk-hak warganegara.

Kesadaran hak dan kewajiban kewarganegaraan ydmaggiin melalui PKn
memerlukan proses pembelajaran yang relevan dekg@amgka keilmuan PKn yang
interdisipliner itu. Kesadaran dan partisipasi @lamg hukum dan politik serta moral
kepribadian warga negara yang utuh di masyarakdtikeltur perlu dikembangkan
dalam PKn. Secara universal diakui bahwa kompoagarkpokok PKn mencakup aspek
pengetahuan kewarganegaraavi¢ knowledgg kecakapan kewarganegaraasivit¢
skills) dan karakter kewarganegaraanivic dispositions Ketiga komponen itu
merupakan satu kesatuan yang harus dicapai daleningbejaran.

Dalam teori sosialisasi politik PKn sebagai pditdin politik formal memiliki
tujuan bagaimana membina dan mengembangkan waggaangang baik, yakni warga
negara yang mampu berpartisipasi serta bertanggwap dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Dengan demikian secara akademilngoi@alitik merupakan akar
keilmuan dari PKn. Kemudian bidang Hukum dan Fas&fioral merupakan pendukung

utamanya. Oleh karena itu PKn masuk bidang intelider. Apabila suatu mata
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pelajaran tidak memiliki akar keilmuan yang jelasmka dapat dipastikan sangat rentan
terhadap selera mereka yang sedang berkuasa, akabab nama, substansi sejalan
dengan kepentingan mereka. Sebagaimana pengalakranyRng selalu terombang-
ambing, ganti nama, ganti substansi karena kuraagrjya akar keilmuan. Saat ini PKn
telah memiliki visi, misi dan akar keilmuan yantpge maka yang perlu dilakukan adalah
mengembangkan PKn sebagai pendidikan yang memlaka@ay warga negara.
Warganegara yang berdaya adalah merupakan for@asauegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang demokratis, berdasar hukisn sejahtera berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Center for Civic EducatioriSamsuri, 2010: 56), Calabasas, California, Anzerik
Serikat sebelumnya telah membuat pembagian staridgian Pendidikan
Kewarganegaraan dalam lal®Vics and governmerke dalam dua pengertian pokok,
yaitu standar isidontent standarddan standar kinerjgpérformance standajd Standar
isi memuat pernyataan apa saja yang harus siswaledan mampu dilakukan secara
spesifik dalam mata pelajaran dengan mengembangkacakapan intelektual
(intellectual skill3 dan kecakapan partisipapafticipatory skill§ di dalam pengalaman
hidup mereka. Standar kinerja ialah kriteria untodnentukan pada tahap mana siswa
telah mencapai penguasaan standar isi.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkamwaa Pendidikan
Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas tigmpun keilmuan, yaitu ilmu
hukum, ilmu politik dan filsafat moral. Dengan dé&man, pendidikan kewarganegaraan

sejak awal merupakan kajian interdisipliner ternkadudalamnya aspek kependidikan.
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Secara akademik Pendidikan Kewarganegaraan memikk sebagaination and
character building

Secarahistoris-epistemologjs Amerika Serikat dapat dicatat sebagai negara
perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam perizangan konsep dan paradigma
Citizenship EducationUntuk pertama kalinya pada tahun 1880-an di Anseflerikat
mulai diperkenalkan mata pelajar&@ivics sebagai mata pelajaran di sekolah yang
berisikan materi mengenai Pemerintahan (Ace Surgé@9: 300).

Menurut Chresore (Ace Suryadi, 2009: 30Q@)vics dipandang sebagahe
science of citizenshiptau ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajasungan
antar individu dan antara individu dengan negamarfutnya pada tahun 1900-an,
berkembang mata pelajara@ivics yang diisi dengan materi mengenai struktur
pemerintahan negara bagian dan federal. BerikutBymn (1915) mengembangkan
gagasanNew Civicsyang menitik beratkan padeummunity livingatau kehidupan
masyarakat. Dengan demikian, sampai tahun 197@tdahi yang lebih khusus, yakni
vocational civics, comunity civics dan economicicsivatau kewarganegaraan yang
berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakdtan, perekonomian mulai
dikembangkan. Diantara tujuan dari mata pelaj&@iacs pada tahun 1900-an itu, adalah
untuk mengembangkarsocial skills and civic competenegau keterampilan sosial dan
kompetensi warganegara, sddaas of good charactetau ide-ide tentang karakter atau
watak yang baik.

Selain istilah Civics, pada tahun 1900-an juga mulai diperkenalkan Istila
Citizenship Educatignyang digunakan untuk menunjukkan suatu berdodracter

educationatau pendidikan watak, karakter daaching personal ethics and virtuatau
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pendidikan etika dan kebajikan (Ace Suryadi, 20880) Menurut Diamonditizenship
mempunyai dua makn&ertama berkenaan dengan peran dan fungsi warganegaua dal
kegiatan politik. Yangkeduaberkaitan dengan kualitas pribadi yang didambadkam
warganegara, sebagaimana tercermin dalam kegiatasehari-hari. Menurut Gross dan
Zeleny (Ace Suryadi, 2009: 301¢ivics berkaitan dengan pembahasan mengenai
pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktekarsgéhn Citizenship Education,
berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi waggaa dalam masyarakat. Kedua
aspek ini biasanya diajarkan dalam satu mata petaj®i situ kita melihat istilaRivics

dan Citizenship Educationsecara bertukar pakai, untuk menunjukkan suatdli stu
mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah.

Pada tahun 1900-an muncul istilah b&ivic Education yang juga digunakan
secara bertukar pakai dengan isti@kizenship Education.Menurut Soemantri (1972:
8) Civic Education merupakan suatu proses pendidikan yang mencakapeg
pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan smases administrasi, dan pembinaan
dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara lyaikg Di lain pihak, Allen
(Soemantri, 1972: 8) melih&itizenship Educatiofebih luas lagi, yakni sebagai produk
dari keseluruhan program pendidikan persekolahannmaha mata pelajarafivics
merupakan unsur yang paling utama dalam upaya meésgeggkan warga negara yang
baik. Sejalan dengan pendapat tersefite National Council for The Social Studies
(NCSS) menekankan bahwatizenship Educatiorsesungguhnya mencakalb positive
influence coming from formal and informal educatetau segala macam dampak yang
datang baik dari pendidikan formal maupun infornRari uraian tersebut tampak bahwa

istilah-istilah Civics, dan Civic Education,ternyata lebih cenderung digunakan dalam
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makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekotatg ymemiliki tujuan utama
mengembangkan siswa sebagai warganegara yang cdestabaik (Somantri, 1972: 9).
Adapun Citizenship Educatiorebih cenderung digunakan dalam visi yang leb#slu
untuk menunjukkannstructional effectsdan nurturant effectsdari keseluruhan proses
pendidikan terhadap pembentukan karakter indivielblagai warganegara yang cerdas
dan baik (Somantri, 1972: 10).
Winataputra, merumuskan pengerti&@ivics” dan“Civic Education” sebagai
berikut:
“Civics is the study of government taught in thaaals. It is an area of learning
dealing with how democratic government has beenstwodld be carried out, and
how the citizen should carry out his-duties andhtsg purposefully with full
responsibility”.
“Citizenship Education can be defined in two wais: In the first sense, Civic
Education is an area of learning, primarily intertdéo develop knowledge,
attitudes, and skills so the students become “goedizens, with learning
experiences carefully selected and organised aroth basic concepts of
political science. (2) In another sense, Civic Eatian is a by-product of variety
af areas of learning undertaken in and out-of fokmehool settings as wellas a
by-product of complex network of human interactioins daily activities
concerned with the development of civic respongibifWinataputra, 1978: 74).
Winataputra memandar@ivics sebagai suatu studi tentang pemerintahan yang
dilaksanakan di sekolah, yang merupakan mata patajaentang bagaimana
pemerintahan demokrasi dilaksanakan dan dikembanglkasta bagaimana warganegara
seyogianya melaksanakan hak dan kewajibannya sesadar dan penuh rasa
tanggungjawab. AdapurCivic Education atau Citizenship Education merupakan
program pembelajaran yang memiliki tujuan utamangeenbangkan pengetahuan, sikap

dan keterampilan sehingga siswa menjadi warganegarg baik, melalui pengalaman

belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas d&sasep-konsep ilmu politik. Dalam
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pengertian lainCivic Education juga dinilai sebaganurturant effects atau dampak
pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalampuaudi luar sekolah dan sebagai
dampak pengiring dari interaksi antar manusia dalehidupan sehari-hari, yang
berkenaan dengan pengembangan tanggungjawab wgegarCivics dilihat sebagai
kajian akademis yang bersifat impersonal, sedangkait Educationdilihat sebagai
program pendidikan yang bersifat personal. Di mafgaktekCivics jelas merupakan
konten utama dagivic Education.

D. Kurikulum

Menurut para ahli pendidikan, kurikulum lebih dsekadatext-book lebih dari
subject-matter lebih dari rangkaian pelajaran. Menurut Brown n(Bg Susetyo, 2005,
23), kurikulum merupakan situasi kelompok yang @dig bagi guru dan pengurus
sekolah untuk membuat tingkah laku yang berubatndalrus yang tidak putus-putusnya
dari anak-anak dan pemuda melalui pintu sekolahiklum berarti situasi dan kondisi
yang ada dalam proses belajar untuk mengubah sikag. Dari definisi ini berarti
bahwa situasi itu diarahkan pada pencapaian tuyaag telah ditentukan. Termasuk di
dalam kurikulum adalalsubject-matter metode, organisasi sekolah, dan organisasi
kelas, serta pengukuran proses belajar.

Lebih lanjut menurut Brown (Benny Susatyo, 200%),2ada tiga prinsip
sosiologis dalam memandang kurikulum secara kadedm, yakni: (1) Perubahan
kurikulum bersifat gradual, mencerminkan nilai-nildasar kultural dari sebuah
masyarakat, dan pada saat yang sama menunjukkaarjgaek yang efektif dalam
pengarahan nilai-nilai yang paling tinggi. (2) Kardum di sekolah berfungsi dalam
hubungan dengan orang dewasa, dan serempak ddngalisesuaikan dengan tingkat
perkembangan siswa. (3) Kurikulum pasti terus menderubah menuju suatu bentuk
yang efektif dari tujuan sosial yang telah diteiatuk

Secara etimologis, kurikulum merupakan terjematheam katacurriculum dalam
bahasa Inggris, yang berarti rencana pelaja@urriculum berasal dari bahasa latin
currere yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat,ameat, tergesa-gesa,

menjelajahi, menjalani, dan berusaha un@ikrere sendiri berasal dari katairsusyang
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lazim dilndonesiakan menjadi “kursus”. Jika dikaitkdengan kata lain, misalnydae,
bisa berarti riwayat atau perjalanan. Dengan demikurriculum vitaeberarti riwayat
hidup

Kurikulum harus bersifat fleksibel dan elastidjiegga terbuka kesempatan untuk
memberikan bahan pelajaran yang penting dan pedudnak didik di tempat tertentu.
Elastisitas kurikulum ini tentu saja disesuaikamgsn perubahan sosial yang terjadi.
Tujuan spesifik dari kurikulum adalah menumbuhkasartoleransi, kesanggupan untuk
berpikir sederhana, dan mengikis prasangka dalambmekan pertimbangan nilai. Juga
untuk membantu mencapai kematangan pribadi anakpbauetu siswa agar berhasil
menyesuaikan diri dengan masyarakat sekolahnya baron anak didik agar menyadari
kepentingan masyarakat dan menghayati masyarakatmytagembangkan kemampuan
intelektual anak didik sehingga bisa memahami kekgtas lingkungan sosial dan
peradabannya, serta menanamkan nilai, sikap, daarkpuan untuk belajar.

Kurikulum diartikan oleh para pengembangnya sesiggigan sudut pandang
mereka masing-masing. Misalnya, Hilda Taba mengartikurikulum sebagdia plan
for learning; therefore, what is known about tharl@ng process and development of the
individual has bearing on the shaping of curriculun®rlosky and Smith mengartikan
kurikulum sebagaithe substance of the school program. It is the teah pupils are
axpected to learn”Caswell and Campbell mendefinisikan kurikulumaggh“all of the
experiences children have under the guidance ofhes” (Taba Hilda, 1962: 40).
Sementara itu, menurut PP 19 tahun 2005 kurikulerupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan petageda cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran uménicapai tujuan pendidikan
tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005)

Berdasarkan pengertian-pengertian kurikulum di atapat dikatakan bahwa
kurikulum dapat berarti rencana pembelajaran, progsekolah, dan pengalaman belajar.
Pengertian kurikulum sangat tergantung dari kepgati para penggunanya. Depdiknas
menggunakan terminologi kurikulum, sebagai semkain rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran ser@ yamg digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mendap@an pendidikan tertentu.
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Pengertian tersebut muncul, karena pihak Depdiknasiposisikan kurikulum sebagai
pedoman pembelajaran dan berlaku di sekolah.

Pengertian kurikulum yang dianut ahli dan pengemgb&nrikulum sangat
berpengaruh terhadap aspek-aspek kurikulum yangndikngkan. Jika kita sepakat
dengan pernyataan tersebut, ada kemungkinan snostitusi pendidikan yang sama
mengembangkan aspek-aspek kurikulum yang berbedadaeda pengertian kurikulum
yang digunakan. Demikian pula, kita mungkin akamemeukan variasi-variasi model
pengembangan kurikulum yang berlaku pada suatuaekang disebabkan oleh adanya
perbedaan cara pandang para pengembangnya tekuoadkgp kurikulum.

Pada hakekatnya pendidikharintikan interaksi edukatif antara pendidik denga
peserta didik. Interaksi edukatif tersebut bertmjumtuk mewujudkan aspek-aspek
kurikulum yang berlaku menuju pada tercapainya aojuoendidikan yang telah
dirumuskan. Interaksi edukatif tersebut juga sadgangaruhi oleh lingkungan, di mana
kegiatan pendidikan terjadi. Kurikulum dapat dikata sebagai jantungnya kegiatan
pendidikan. Artinya, aktivitas edukasi antara pditdidengan peserta didik sangat
dipengaruhi oleh muatan-muatan yang ada dalam Wurik Tanpa ada kurikulum,
kiranya kegiatan pendidikan mustahil terjadi (N&yaodih S., 1988: 24).
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan, penguampualata dilakukan dari bulan
Maret sampai Oktober 2011.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitai&ngan menggunakan pendekatan
deskriptif-historis. Penelitian kualitatif adalauatu penelitian yang menghasilkan data
deskriptif yang berupa kata-kata, catatan yanguierhgan dengan makna, nilai serta
pengertian. Penelitian kualitatif didasarkan pada:peneliti sendiri sebagai instrumen
kunci; (2) data yang dikumpulkan biasanya beruga-kata dan bukan angka; (3) lebih
mementingkan segi proses daripada hasil; (4) mera@n analisis data secara
induktif; (5) lebih mementingkan sifat-sifat das#ari data yang berhubungan dengan
makna (Bogdan, 1982: 5).

Penelitian ini  menggunakan pendekatan deskriptiireda bermaksud
menggambarkan perkembangan kurikulum PKn pada ngnendidikan dasar dan

menengah sejak Orde Lama sampai Era Reformasi.

Selain pendekatan deskriptif juga digunakan pertdeka historis (sejarah),
dengan tujuan untuk merekonstruksi perkembangankiltum PKn pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah sejak Orde Lama s&rpdReformasi. Ada empat
langkah yang ditempuh dalam metode ini, yaitu: lgyristik, (2) kritik ekstern dan
intern, (3) interpretasi, (4) perumusan fakta ganyajian pemikiran baru dalam bentuk
diskripsi dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pgagang pendidikan dasar dan
menengah di Indonesia sejak Orde Lama hingga ei@Rasi (Homer Carey Hockett,
1967: 9). Berbagai sumber yang dikumpulkan kemudi&ritik, baik ekstern maupun
intern, dan diinterpretasikan, sehingga menghasilékta sejarat-euristikadalah suatu
metode untuk menemukan dan mengembangkan metode dmlam suatu ilmu
pengetahuan. llmu harus senantiasa dikoreksi dharitikli sehingga dalam berbagai
penelitian harus mampu mengembangkan pemikiranipemisecara dinamis, bahkan

dapat menemukan kritik atau teori-teori baru. Kregkstern maupun intern adalah kritik
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sumber. Kritik ekstern adalah kritik yang berkaitdangan fisik sumber, misanya:
pengarang, bahasa yang digunakan, tulisan, dans&bagainya. Kritik intern adalah
kritik isi sumber, misalnya pernyataan dari orangnhg yang mengalami peristiwa itu,
atau pernyataan dari pelaku sejarah. Interpretdaiah penafsian terhadap berbagai
hubungan antara sumber yang satu dengan sumberdaiangehingga dapat dihasilkan
fakta sejarah. Eksplanasi adalah menjelaskan fakta-sejarah yang telah ditemukan,
baik dari segi hubungan sebab-akibat, saling kettnya, maupun segi-segi lainnya

yang dimungkinkan dapat menjelasan fakta-fakta yalady terkumpul.
C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunagami pustaka. Studi
kepustakaan dilakukan dengan menginventarisir, htiea@au menguji bahan-bahan
tertulis baik berupa buku-buku referensi, peratupanundang-undangan yang terkait,
jurnal, majalah, surat kabar, serta bahan tertldisnya yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.
D. Teknik Pemeriksaan K eabsahan Data

Data yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukenfikasi. Dalam penelitian

ini teknik pemeriksaan keabsahan data ditempuhlanddanfirmasi antar dokumen.
E.Teknik Analisis Data.

1. Reduksi Data

Data yang dihasilkan dari dokumentasi merupakata dnentah yang masih
bersifat acak dan kompleks. Untuk itu peneliti rkalkan pemilihan data yang relevan
dan bermakna serta mampu menjawab permasalaharitipeneselanjutnya data

disederhanakan.
2. Unitisas dan Kategorisas

Data yang telah dipilih dan disederhanakan tets&ébmudian disusun secara
sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengdat $nasing-masing dengan
menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan pentidgri unit-unit data yang telah
terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokka@ssai dengan kategori yang ada

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelabaksitipenelitian.
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3. Display Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telmbduksi ke dalam
laporan secara sistematis. Data disajikan dalartukerarasi berupa informasi mengenai
hal-hal yang terkait dengan perkembangan kurikuRiKn pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah sejak Orde Lama sampai Era Reformasi.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikas

Data yang telah diproses dengan langkah-langi@aérs di atas, kemudian ditarik
kesimpulan secara kritis dengan menggunakan métodétif yang berangkat dari hal-
hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan umumg yabjektif. Kesimpulan
tersebut kemudian diverifikasikan dengan cara raelkembali pada hasil reduksi dan
display data sehingga kesimpulan yang diambil tidenyimpang dari permasalahan

penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

D. Dinamika M akna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan M enengah
pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

1. Makna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Era
OrdeLama

a. PKn Zaman Per gerakan
Sebelum memaparkan Pendidikan Kewarganegaraan eila Oama, akan

dipaparkan lebih dulu Pelajardivics di zaman pergerakan sebagai embrio dan latar
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belakangnya. Pelajarafivics sebelum kemerdekaan atau pada jaman kolonial &indi
Belanda dikenal dengan narBargerkunde Pada waktu itu ada dua buku resmi yang
digunakan yaitundische BurgerschapkundgertaRech en Plich. Menurut Bambang
Daroeso Indische Burgerschapkundgang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnya
J.B Wolter MaatschappiN.V. Groningen, Den Haag, Batavia tahun 1934.bisku
tersebut adalah:

“Masyarakat pribumi; Pengaruh Barat; Bidang sosiBkonomi; Hukum;
Ketatanegaraan dan kebudayaan; Hindia Belanda darahr tangga dunia;
Masalah pertanian; Masalah perburuan; Masalah kaemengah dalam industri
dan perdagangan; Masalah kewanitaan; Ketataneggiiadia Belanda: Masalah
pendidikan; Masalah kesehatan masyarakat; Masalak;plrentara dan angkatan
laut”. (Bambang Daroeso, 1986: 8).

SelanjutnyaRech en Plicht(Indische Burgerschapkunde Vooriederegmng
ditulis oleh J.B. Vortman dengan penerbitnya G.Zah. Dorp & Co N.V Derde,
Herziene en Vermeerderdrul§emarang- Surabaya- Bandung, tahun 1940. Isi buku

tersebut mencakup:

“Masyarakat dimana kita hidup dari lahir sampaivdea; Pernikahan dan
keluarga serta setelah badan pribadi itu tiada;aldhsezit dari obyek hukum
dimana dibicarakan antara laleigendomEropa dan hak-hak atas tanah; Hak-hak
agraris atas tanah; Masalah kedaulatan raja danajikdan-kewajiban
warganegara dalam pemerintahan Hindia Belanda; IBfap&rundang-undangan;
Sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan”. (Bapibaroeso, 1986: 9).

Lewat pengajaramBurgerkundetentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia
Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hakkdamjibannya terhadap pemerintah
Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menggmgmamerintah Belanda sebagai
musuh tetapi justru memberikan dukungan dengantpkesadaran dalam jangka waktu
yang panjang. Menurut Sarino Mangunpranoto hasésuai dengan ciri-ciri pendidikan
penjajah yang bersifat:

“(1) Sistem pendidikannya diarahkan sebagai usatenbantu kelestarian
penjajahannya. (2) Sifat pendidikannya adalah eksigi demi keuntungan
penjajah yang berakibat kebodohan dan kemelaraitaek pyang dijajah. (3)
Metode pendidikannya dijalankan untuk menciptakdartib semu”, tidak
memberi peluang untuk tumbuh bebas. (4) Sistem ajanga dengan metode
menghafal dan membeo tanpa diberi kesempatan urmgukaksi dan beraksi
(Sarino Mangunpranoto, 1976: 16).
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b. PKn Awal Kemerekaan (1945-1949).

Menurut Udin S. Winataputra:

“Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaratidileaan Kewarganegaraan

yang berdiri sendiri dan diajarkan pada pendidikeonmal. Pendidikan

Kewarganegaraan dititipkan pada Pendidikan Moyakni lewat Pendidikan

Agama dan Pendidikan Budi Pekerti, yang berisi-miai kemasyarakatan, adat,

dan agama. Pelajaran Kewarganegaraan baru dipétdenpertama kali pada

tahun 1957”(wawancara, 6 Agustus 2011).

c. PKn Era Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajdeavarganegaraan, yang isi
pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewargaresmar (2) Hak dan kewajiban
warga negara; (3) Tata Negara dan Tata Hukum. &eligl tersebut semata-mata
beraspek kognitif (Soenarjati dan Cholisin, 19897).1 Makna Pendidikan
Kewarganegaraan pada masa ini adalah pemahamamang& negara, cara memperoleh
kewarganegaraan, dan tata negara.

d. PKn Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politikedara Indonesia. UUDS 1950,
dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 1969, dan berlaku kembali UUD
1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampalandabidang pendidikan
diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak delgarkenalkannya mata pelajaran
Civics pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaravaranegaraan. Mata
pelajaranCivicsberisi:

" (1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Rigaidato politik kenegaraan

yang terutama diarahkan untulation and character buildingbagi bangsa

Indonesia”. (Muchson dkk., 2001: 16).

Istilah Civicsini mengingatkan pada istilah zaman Yun&ivics”, yaitu penduduk sipil
yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam nédgsdea(Polis). Menurut Numan
Somantri:

“Istilah ini kemudian diambil alih oleh Amerika St untuk dipergunakan
sebagai istilah pengajaran demokrasi politik dotas-sekolah. Dipergunakannya
istilah Civics ini juga dimaksudkan untuk membedakan dengan grelajilmu
politik di universitas-universitas”. (Numan Somant©76: 46).
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PelajaranCivics mulai diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerikakagérdalam rangka
“meng-Amerikakan bangsa Amerika”. Pada tahun 19 GerakarCommunity Civics
yang dipelopori oleh W.A. Dunn bertujuan agar etap Civics lebih fungsional bagi
pelajar. Yakni dengan memperluas bahan sehinggaakep:

“(1) Kehidupan sehari-hari baik yang ruang lingkygnlokal maupun

internasional; (2) Prinsip-prinsip ekonomi dalanmeeintahan; (3) Usaha-usaha

swasta dan masalah pekerjaan warga negara”. (Mudhdo, 2001: 17).

Dalam kurikulumCivics di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah nasipn
(2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; (4) Pancagil§ Pidato-pidato kenegaraan
presiden; (6) Pembinaan persatuan dan Kkesatuansdanguku sumber yang
dipergunakan adalahCivics Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan singkata#BRPI. Metode pengajarannya lebih
bersifat indoktrinatif. Buku pegangan untuk murielum ada (Soenarjati dan Cholisin,
1989: 17-18). TUBAPI isinya meliputi: (1) Lahirny@ancasila; (2) UUD 1945; (3)
Manipol, merupakan pidato presiden tanggal 17 Agu059 yang berjudul “Penemuan
Kembali Revolusi Kita” yang intinya ditegaskan paguldato presiden pada tanggal 17
agustus 1960 meliputi caturlogi, yakni: semanagiarel, konsepsi nasional, keamanan
nasional, dan perbuatan nasional; (4) Jalannya |IR&Jita (Jarek); (5) Pidato presiden
RI di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960 pangdul “Membangun Dunia
Baru” dinilai sebagai salah satu tonggak sejaraj bardirinya Gerakan Non Blok; (6)
Manipol USDEK; (7) Amanat presiden tentang Pembaag Semesta Berencana di
depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada td86a2 istilah Civics diganti
dengan istilah Kewargaan Negara, atas anjuran &hrargjo, SH, yang pada waktu itu
menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahanidasdrkan atas tujuan yang ingin
dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik.
e. Makna PKn Orde Lama

Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Lama memilgkiuntuk menanamkan
semangat dan jiwa patriotisme. Misi PKn ditujukaniuk membentuk warga negara yang
baik, yakni warga negara sosialis Indonesia yamgjles Strategi pembelajarannya
menggunakan metode indoktrinasi. Memiliki cirit¢iurang jelas akar keilmuannyada

intervensi dari rezim yang sedang berkuasa sehirigg@entingan rezim banyak
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mewarnai materi PKn. Kondisi yang demikian itu negdgatkan makna PKn lebih
ditujukan untuk mendukung penguatan negara, membkek¢patuhan warga negara
kepada rezim yang sedang berkuasa dan menjadiksat reebagai pendukung setia
status quo. Substansi materi PKn era ini didomimdsih Manipol USDEK. Pada era
Orde Lama Pendidikan Kewarganegaraan beberapa Kksdrganti nama:
Kewarganegaraan (1950jivics(1962), dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968).

Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendidfl@amarganegaraan pada
era Orde Lama, dan tuduhan itu barangkali juga Et@arnya. Beberapa tuduhan itu
antara lain, Pendidikan Kewarganegaraan seringiféersolitis dari pada akademis,
lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosokmiadilannya. Akibat lebih lanjut
mata pelajaran ini kurang menantang, sehingga gudaninati oleh siswa. Kepentingan
politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegatiabdonesia dapat dirunut dalam
sejarah perkembangan mata pelajaran ini, sejak uya dalam sistem pendidikan
nasional. Mata pelajaran ini muncul pertama kaldgpaahun 1957 dengan nama
Kewarganegaraan, yang isinya sebatas tentang halked@ajiban warga negara, serta
cara-cara memperoleh kewarganegaraan bagi yanigikgémn status kewarganegaraan.

Isi Pendidikan Kewarganegaraan ini sebenarnya sdraila bagi pengembangan
pengetahuan warga negara akan ketatanegaraan, dmlkkewvajiban sebagai warga
negara, dan cara-cara memperoleh kewarganegaratapi Betelah Dekrit Presiden 5
Juli 1959 Pendidikan Kewarganegaraan berubah mepgaiukung pemikiran presiden
sebagai pemimpin revolusi untuk membangun msyasdsislisme Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 J@59, Menteri PP dan K
mengeluarkan Surat Keputusan No0.122274/S tanggalD&8ember 1959 tentang
pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenajiban-kewajiban dan
hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yangimsrafkan warga negara tentang
sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indorearatia tersebut berhasil menyusun
buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia padmtdB862 yang menjadi acuan mata
pelajaranCivics yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebuasiltentang (1)
Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (2) Panc&3)laJUD 1945, (4) Demokrasi dan
Ekonomi Terpimpin, (5) Konferensi Asia Afrika, (6)ak dan kewajiban warga negara,

(7) Manifesto Politik, (8) Lampiran Dekrit Presidepidato PresidenDeclaration of
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Human Rightsdan lain-lain yang dipaketkan dalan Tujuh BahatkoRolndoktrinasi
(Muchson AR, 2003:4).

Pendidikan Kewarganegaraan telah muncul dengarafi@rimama dan program
pada masa Orde Lama. Menurut Numan Somantri, dpEgkembangannya nangvic
dan Civic Educationtelah muncul masing-masing dengan nama: (1) Keamagparaan
(1957), (2)Civics (1962), (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968).ekld&endidikan
Kewarganegaraan yang muncul dengan berbagai nasebi selanjutnya dikemukakan
oleh Numan Somantri bahwa: Isi Kewarganegaraan7(18mbahas cara memperoleh
dan kehilangan kewarganegaraan, sedaings (1962) lebih banyak membahas tentang
sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidatotpid@negaraan Presiden Soekarno,
terutama yang diarahkan unt(Mation and Character Buildingbagi bangsa Indonesia.
Hal ini mirip denganCivics di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah lghirn
‘Declaration of Independence AmericgAbdul Azis Wahab, 2007: 700Ridato-pidato
politik kenegaraan itu dikemas dengan nama TujuteBa&Pokok Indoktrinasi (TUBAPI)
yang berisi pidato-pidato politik kenegaraan PresidSoekarno ditambah dengan
Manifesto Politik (Manipol) dan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Dkrasi dan
Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK).

Perjalanan sejarah banga Indonesia menunjukkapd@endidikan formal secara
tradisional telah disiapkan melalui salah satudnga yaitu mempersiapkan warganegara
yang sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya itapa& dari lahirnya berbagai nama
untuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sejalan atenqmerkembangan dan pasang
surutnya perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal ditunjukkan dengan lahirnya
berbagai kebijakan di bidang pendidikan khususnyantahg Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai tindak lanjut dari Dekesien 1959 untuk kembali ke UUD
1945, diantaranya dengan instruksi pembaharuan-buku di sekolah-sekolah. Untuk
itu Departemen P dan K mengeluarkan surat keputidan 122274/S tanggal 10
Desember 1959 membentuk panitia yang terdiri dawrdhg untuk membuat buku
pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-halgamagara Indonesia disertai
dengan hal-hal yang akan menginsyafkan merekangms@bab-sebab sejarah dan tujuan
Revolusi Kemerdekaan Indonesia (Abdul Azis Wah&l®,72 698).
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Panitia tersebut berhasil menyusun buku berjutiinusia dan Masyarakat

Baru Indonesia” pada tahun 1962, yang menurut paralisnya Supardo dan kawan-

kawan dinyatakan :

“Buku ini barangkali dapat disebut dengan istila&ndan‘Staatsburgerkunde’
dengan istilah Inggri&ivics’, atau dengan istilah Indonesia ‘Kewarganegaraan’.
Akan tetapi oleh karena isi buku ini agak luas makama ‘Manusia dan
Masyarakat Baru Indonesia’ agaknya lebih tepat” ddlbAzis Wahab, 2007:

698).

Buku pedoman Pendidikan Kewarganegaraan tersebst: §&) Sejarah pergerakan dan

perjuangan rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) 1985, (4) Demokrasi dan Ekonomi

Terpimpin, (5) Konperensi Asia Afrika, (6) Kewajibadan hak warganegara, (7)

Manifesto politik, (8) Laksana malaikat, (9) Sefiarbagai lampiran tentang Dekrit

Presiden, Lahirnya Pancasila, Pidato Presiden $o@laeclaration of human rightdan

Panca Wardhana (Lima Perkembangan). Pada dasaahan lpelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan telah digunakan sejak 1959 sarepgiad pecahnya pemberontakan
PKI pada tanggal 30 September1965. Atas usul mdfediakiman Mr. Sahardjo, bahan
pelajaran Pendikan Kewarganegaraan yang disiapkaont 1959 tersebut diubah

namanya menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara” danlahan nama ini digunakan

hingga munculnya Kurikulum 1968. Berikut ini dipagan dinamika posisi Pendidikan

Kewarganegaraan pada era Orde Lama:

Tabel 37

Perubahan Posisi Pendidikan Kewarganegaraan
di SMP dan SMA pada era Orde Lama

Kuri-
Kulum

Sekolah

Kelompok

Mata Pelajaran

1952

SMA
Bagian A

Pokok

Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia,
Bahasa Daerah, Jawa Kuno, Bahasa

Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman,
Sejarah, llmu Bumi

Penting

Sejarah Kesenian, Sejarah Kebudayaan,
IiImu Bangsa-bangsa, Ekonoriiiata
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Negara dan K ewar ganegar aan

Pelengkap

Aljabar, lImu Kesehatan, Menggambar,
Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama

SMA
Bagian B

Pokok

Aljabar, llImu Ukur Sudut, llmu Ukur
Ruang, limu Ukur Melukis, llmu Alam,
Mekanika, llmu Kimia, lImu Hayat dan
Kesehatan

Penting

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris

Pelengkap

Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bun
Alam dan Falak, Sejarafiata Negara dan
K ewar ganegaraan, Ekonomi, Tata Buku,
Menggambar, Pendidikan Jasmani,
Pendidikan Agama

SMA
Bagian C

Pokok

Tata Negara dan Kewarganegaraan, Tata
Hukum, Ekonomi, limu Bumi Sosial dan
Ekonomi, llmu Bangsa-bangsa, Sejarah

Penting

Pengetahuan dan Hitung, Tata Buku,
Sejarah Perekonomian, Bahasa Indonesi
Bahasa Inggris

Pelengkap

Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, lImu
Kimia dan Pengetahuan Bahan, Aljabar,
lImu Kesehatan, Menggambar, Pendidikg
Jasmani, Pendidikan Agama

1961

SMA
(Kurikulum
SMA Gaya
Baru)

Dasar

Pendidikan K ewar ganegar aan,
Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia,
Sejarah, llImu Bumi, Pendidikan
Jasmani/Kesehatan

Khusus (sesuai
jurusan)

Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia,
Sejarah, limu Bumi, Antropologi, Budaya
Bahasa Kawi, Bahasa Inggris, Ekonomi @
Koperasi, Menggambar, Bahasa Asing
lainnya, Bahasa Daerah, Pengetahuan A

an

am

Prakarya

Prakarya

1962

SMP
(Rencana
Pelajaran
SMP  Gayal
Baru)

Dasar

Civics, Bahasa Indonesia, Sejarah
Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia,
Pendidikan Agama/Budi Pekerti,
Pendidikan Jasmani/Kesehatan

Cipta

Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, limu
Aljabar, llmu Ukur, llmu Alam, limu
Hayat, [Imu Bumi Dunia, Sejarah Dunia,
llImu Administrasi

Rasa/Karsa

Menggambar, Kesenian, Prakarya,
Kesejahteraan Keluarga

1964

SMP
(Rencana
Pelajaran
SMP  Gaya
Baru

Dasar

Civics (Kewar ganegaraan), Bahasa
Indonesia, Sejarah Kebangsaan, limu Bu
Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Peke
Pendidikan Jasmani/Kesehatan

mi
rti,

Cipta

Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, limu
Aljabar, llmu Ukur, llmu Alam, lImu
Hayat, lImu Bumi Dunia, Sejarah Dunia,
llImu Administrasi

Rasa/Karya

Menggambar, Kesehatan, Prakarya,

Kesejahteraan Keluarga
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1964 SMA Dasar K ewarganegaraan, Bahasa dan

(Rencana Kesusasteraan Indonesia, Sejarah
Pelajaran Indonesia, [Imu Bumi Indonesia,
SMA Gaya Pendidikan Agama/Budi Pekerti,
Baru) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kelas | Kesehatan

Khusus [Imu Pasti, llmu Alam, limu Kimia, limu

Hayat, Sejarah, Bahasa Inggris, Bahasa
Asing lainnya, Ekonomi dan Koperasi,

Menggambar
Prakarya Prakarya
Krida Krida

Diolah dari berbagai sumber: Kurikulum 1952 sangmigan Kurikulum 1964
(Abd. Rachman Assegaf, 2005: 154-160).

Makna Pendidikan Kewarganegaraan bagi pembandiarakter bangsa/ negara
berubah-ubah sesuai dengan tujuan pembangunannalasidari tabel di atas dapat
diketahui bahwa:pertama pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah paga ti
kurikulum yang diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 295nisalnya, pengelompokan
mata pelajaran dibagi dalam tiga bagian: pokoktipgndan pelengkap. Setelah tahun
1960-an, komposisi mata pelajaran dikategorikandakam kelompok dasar, khusus,
penyerta, prakarya, dan krida. Ketika pengaruh Ringuat maka penjabarannya
mengikuti Instruksi Menteri menyangkut Kurukulumnawardana, sebagaimana yang
berlaku di SD, meliputi kelompok perkembangan mogdrkembangan intelektual,
perkembangan emosional/artistik, perkembangan ¢elan, dan perkembangan jasmani.
Setelah PKI dibubarkan, pendidikan diarahkan kegetaurnian Pancasila, maka mata
pelajarannya pun dirubah berdasarkan pengelompgl@mbinaan jiwa Pancasila,
pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kenakdpsus. Perubahan pola
pengelompokan mata pelajaran masih terus berlgogaa kurikulum 1975. Pada
kurikulum ini mata pelajaran dikelompokkan dalargatibagian: pendidikan umum,
pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan, lthl ini berlaku sampai dengan
Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTs.

2. Makna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan M enengah pada Era
OrdeBaru
a. PKn Awal OrdeBaru

Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/P#&ugykemudian diikuti
dengan pembaharuan tatanan dalam pemerintahan.aRarobn tatanan inilah yang

kemudian dijadikan tonggak pemerintahan Orde Baniyk memurnikan pelaksanaan
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UUD 1945. Perubahan rezim ini kemudian diikuti dmmgperubahan kebijakan
pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan MeRtelan K No. 31 Tahun 1967 yang
menetapkan bahwa pelajar@ivicsisinya terdiri atas: (1) Pancasila; (2) UUD 194%),
Ketetapan-ketetapan MPRS; (4) Pengetahuan tenBBg $oenarjati & Cholisin, 1989:
18).

Dengan Keputusan Menteri P & K tersebut, makamiateri Civics yang berupa
“Pidato Presiden” dihilangkan. Alasannya karenalaikurang sesuai bagi upaya untuk
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni lamsekuen. Seperti
dikemukakan oleh Ali Murtopo (Alfian, 1970: 31):

“Pada era Orde Lama Pancasila dan UUD 1945 telsdladvengkan, sehingga
Pancasila akhirnya hanya dijadikan semboyan kosbelgka, dan sebagai
gantinya diisi dengan Nasakom”.

Sedangkan Herbert Feith menyatakan:

“‘Demokrasi Terpimpin ditandai oleh pemaksaan pemzsin ide-ide politik
almarhum bekas Presiden Soekarno seperti Sosialisdonesia ala Nasakom
(Alfian, 1970: 31).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi peltgararCivicsversi Orde
Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggamhsulak sesuai lagi dengan
tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulun8,18ta pelajaran ini muncul
dengan nama Kewargaan Negara, yang isinya di sgnfpamcasila dan UUD 1945,
adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, da# 1@6nasuk GBHN, HAM, serta
beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi,edanomi (Wawancara dengan
Muchson).

Perkembangan berikutnya, mata pelajararCivics” yang kemudian diganti
menjadi “Kewargaan Negara”’ pada 1962, pada Kurikull968 ditetapkan secara resmi
menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara.” Di dalamikulum ini, penjabaran ideologi
Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengédegajian tata negara dan sejarah
perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belmpak (Aman, dkk., 1982: 11).
Makna Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagi peyuban manusia Indonesia
dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

b. PKn dalam Kurikulum 1968
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Kurikulum 1968 bertujuan untuk mengembalikan pogisndidikan nasional

yang berdasarkan Pancasila setelah terjadinyatipexi§s-30-S/PKI pada tahun 1965.
Berdasarkan kurikulum ini, tujuan pendidikan adadabagai berikut: “(1) Membentuk
manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuantiate seperti dikehendaki oleh
Pembukaan dan Isi UUD 1945. (2) Mempersiapkan aldik untuk memasuki jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. (3) Memberikan dakeahlian umum kepada anak didik
sesuai dengan bakat dan minat masing-masing daknmadmi lapangan sehingga
tamatannya dapat mengembangkan dirinya pada lenribraudpmga pendidikan lain dan
lembaga masyarakat. Menurut Abdul Azis Wahab (2699):

“Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1966ade dalam kelompok
“Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasampun sekolah menengah.
Bedanya di sekolah dasar kelompok mata pelajaratiritedari Pendidikan
Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahas@alDdan Olah Raga.
Sedangkan di SMA tanpa Bahasa Daerah. Bahan-baragajaran Pendidikan
Kewarganegaraan menurut Kurikulum 1968 tersebutirdigan sampai dengan
ditetapkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalankilurn 1975 dengan nama
“Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) sebagai namaargd studi untuk
Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalahbemuk warganegara
Pancasilais yang beriman dan bertagwa kepada Tdaag Maha Esa. Dengan
ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentBegoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4) maka materi bidamj Bendidikan Moral
Pancasila dilengkapi atau bahkan didominasi olekerindan bahan-bahan P4.
Dampak selanjutnya P4 cenderung sebagai bahantimdsk untuk pendidikan
dan pelatihan warganegara, sebagai produk fornmaj géasilkan oleh lembaga
legislatif dan oleh lembaga eksekutif dijadikantinsien yang birokratik untuk
digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikaggi maupun di masyarakat”.

Pada masa pemerintahan Orde Baru bahan-bahan raelajendidikan
Kewarganegaraan yang berbau Orde Lama dihilanghkara sekali melalui Kurikulum
SD 1968 dengan melakukan perubahan-perubahan noterimetode penyampaian.
Adapun mata pelajaran atau kelompok mata pelajat@amuk Pendidikan
Kewarganegaraan tersebut adalah Kelompok PembihaanPancasila seperti diuraikan
dalam Kurikulum SD 1968 sebagai berikut:

“Kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah kelomp@gispendidikan yang
terutama ditujukan kepada pembentukan mental damaln®ancasila serta
pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisikalgendrangka pembinaan
bangsa”. (Abdul Azis Wahab, 2007: 700).
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Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup Sejatdamésia, Ilmu Bumi dan

Pengetahuan Kewarganegaraan, selama masa pendydikgrenam tahun itu diberikan

terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalamga ini mendapat tempat yang

penting, sebagai alat pembina cara berpikir damda@an nasional. Sedangkan Bahasa

Daerah digunakan sebagai langkah pertama bagiaekekolah yang menggunakan

bahasa tersebut, sebagai bahasa pengantar sangmillkedalam membina jiwa dan

moral

sehat

Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagab@etuk manusia Indonesia yang
rohani dan jasmaninya diberikan secara tesaimenjak anak-anak menduduki

bangkusekolah.

Sama halnya dengan Kurikulum Sekolah Dasar danl&eldenengah Pertama

1968, Rencana Pendidikan dan Pelajaran SekolahrgaheAtas Tahun 1968, menurut
Abdul Azis Wahab (2007: 701), juga dibagi kedal@ga kelompok besar masing-masing

yakni:

“Kelompok Pembina Jiwa Pancasila, Kelompok Pemliievargaan Dasar, dan
Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus. Pendidikan akgaan Negara
termasuk dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasilesatpa dengan
Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidiftahraga. Mata pelajaran
Kewargaan Negara di Sekolah Menengah Atas bermt{dg Pancasila dan UUD
1945, (2) Ketetapan-ketetapan MPRS 1966, (3) Pehgah umum tentang PBB.
Tujuan diajarkannya adalah agar tiap-tiap wargameg@onesia berkewajiban
mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta merakésassi dan jiwa UUD
1945 dan Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR serta kete/kietentuan
pelaksanaannya. Dengan demikian Kewargaan Negkala s8ja wajib dipelajari
tetapi lebih-lebih lagi merupakan bentuk sikap pidkiarena komunikasi modern
yang mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya mmalonesia yang
tergabung dalam PBB berkewajiban menyelami dan re&gapi bentuk
organisasi PBB. Salah satu hal penting dalam KlikuSMA 1968 tersebut
adalah mata pelajaran Kewargaan Negara yang peagaj@ Senantiasa
dikorelasikan dengan pelajaran lain seperti Sejaradonesia, llmu Bumi
Indonesia, Hak Azasi Manusia dan Ekonomi, sehinggta pelajaran Kewargaan
Negara tersebut menjadi lebih hidup dan menantandabih bermakna”.

Menurut Nu'man Somantri (1976: 35), pada tahun 1868a pelajararCivics

yang telah diperbarui isinya tersebut diganti dengama mata pelajaran Pendidikan

Kewargaan Negara (PKN). Isi PKN menurut Kurikulug6& adalah sebagai berikut:

“(1) PKN SD isinya meliputi, Sejarah Indonesia, i€8/ dan [Imu Bumi. (2) PKN
SMP lIsinya meliputi, Sejarah Kebangsaan, Kejadietel8h Indonesia Merdeka,
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dan UUD 1945. (3) PKN SMA isinya meliputi, Uraiamdal-pasal UUD 1945
dikaitkan dengan Tata Negara”.

Sebagai bahan perbandingan dalam versi lain meAlireimran (1976: 4), PKN

1968 meliputi:

“(1) Untuk SD meliputi, Pengetahuan Kewargaan Nag&ejarah Indonesia,
llImu Bumi. (2) Untuk SMP meliputi, Sejarah Kebangsa Kejadian Setelah
kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan-ketetsf*RS. (3) Untuk SMA
berisi, Uraian pasal-pasal UUD 1945 yang dihubunglangan Tata Negara,
Sejarah, [Imu Bumi dan Ekonomi. Pada tahun 1970 EKdsikan ke dalam mata
pelajaran llmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS s$aameliputi: PKN, Sejarah,
llImu Bumi, Ekonomi, Antropologi Budaya, SosiologirdHukum”.

Tabel 38
Susunan Mata Pelajaran SMA Tahun 1968
Mata Pelajaran KI'l Sastra Sosial Kl Kl IImu Pasti/ lImu Kl Kl
Budaya Il 11 Alam Il 11
Kelompok
Pembinaan Jiwa
Pancasila
1. Pend. 3 3 3 3 3
Agama
2.PKn 2 2 2 2 2
3. Bhs. Indo 3 3 3 3 3
4.Pend.Olahraga 3 3 3 3 3
Sub Jumlah 11 11| 11 17 11
Kelompok
Pembinaan
Pengetahuan Dasar
1. Sejarah 3 1. Bhs dan Sastra Indo. 4 4 1. Aljabar 3 3
2. Geografi 2 2. Sejarah 3 3 2. Ukur Sudut 1 1
3. limu Pasti 5 3. Geografi 3 3 3. UkurRuang 2 P
4. Fisika 4 4. Eko & Koperasi 3 3 4. Fisika 4 4
5. Kimia 3 5. Menggambar 2 2 5. Matemaika 2 P
6. Biologi 3 6. Bhs Inggris 4 4 6. Kimia 3 5
7. Eko & Kop. 2 7. llmu Budaya 2 2 7. Biologi 3 3
8. Menggambar 2 | Sadaya Sastrasos 8. Geografi 2 2
9. Bhs Inggris 3 8. Bhs llImu Pasti | 2 2 9. Menggambar 2 2
Daerah
9. Sej Keh. Peng Dag. 1 2 10. Bhs Inggris 3 3
10. limu Tata Buku 2 3
Pasti
Sub Jumlah 27 26| 28 25 27
Kelompok
Pembinaan
Kecakapan Khusus
1. PKK 2 2 - 2 -
2. Prakarya
a. Kesenian 1 1 - 1 -
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b. Bahasa

c. ketrampilan

d. Lain-lain 2 2 3 2 3

Sub Jumlah 5 5 3 5 3
Jumlah 43 42| 42 41 41

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan menefghbn 1945-1989, Ditjend. Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

Makna Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulu®81i@bih menekankan
untuk memahami Pancasila, UUD 1945, sejarah kelangsserta tatanegara, dalam

rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

c. PKn dalam Kurikulum 1975
Menurut Abdul Azis Wahab (2007: 701), perubahanilkiom 1968 menjadi
Kurikulum 1975, berdampak sebagai berikut:

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ataar désputusan MPR 1978
diganti dengan nama baru yang dikenal dengan “Béwai Moral Pancasila”
(PMP). Pendidikan Moral Pancasila merupakan makggran yang menyangkut
Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajgang bersangkut paut
diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, @konomi. Sedangkan
gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, danakbomenjadi bidang studi
“llmu Pengetahuan Sosial’, dan saat ini diberi nafiRendidikan [Imu
Pengetahuan Sosial”. Hal yang sama masih tetapKoedaat diberlakukannya
Kurikulum 1984 sebagai penyesuaian Kurikulum 1975”.

Mengenai bidang studi Pendidikan Moral PancasiBepdikbud telah
mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang PenditMkaal Pancasila sebagai berikut:

“Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstei mulai dikenal dengan
adanya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Cgarss Besar Haluan
Negara. Dengan adanya Ketetapan MPR No. lI/MPR/1@rang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), makd RP didasarkan pada
isi P-4 tersebut. Oleh karena Ketetapan MPR NAMRR/1978 merupakan
penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tindakh setiap manusia
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta dsajemaka dijadikanlah
sumber, dan tempat berpijak, isi, dan evaluasi PD¥hgan demikian hakekat
PMP tiada lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jpkmdidikan formal. Di

samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah di datasyarakat umum giat
diadakan usaha pemasyarakatan P-4 lewat berbagatapgn. Dalam rangka
menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P-4 dan GBHN8197Wengusahakan
adanya buku pegangan bagi murid dan guru SekolaarD&ekolah Menengah
Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atksaha tersebut telah
menghasilkan Buku Paket Pendidikan Moral Pancadd&bud, 1982: 12).
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Dengan penjelasan ringkas di atas dapat disimputiedowa (1) P-4 merupakan
sumber, dan tempat berpijak, isi, dan cara evalelt? melalui pembakuan Kurikulum
1975. (2) Dengan dihasilkannya Buku Paket PMP umsiikua tingkat pendidikan di
sekolah, maka buku pedoman Pendidikan Kewargarsaggeng berjudul “Manusia dan
Masyarakat Baru Indonesia” dinyatakan tidak berldlgi. (3) P-4 tidak hanya
diberlakukan di sekolah tetapi juga masyarakat padaumnya melalui berbagai
penataran. (4) Bidang studi PMP materinya didomiRa&

Berikut ini adalah tujuan kurikuler PMP SD, SMPnhdaMA dalam Kurikulum
1975.

Tabel 39
Tujuan Kurikuler PMP SD, SMP, dan SMA
dalam Kurikulum 1975

SD SMP SMA
1. Murid mengerti arti ke- 1. Siswa menyadari adanya 1. Siswa memahami Tuhan Yang
Tuhanan Yang Maha Esa. bermacam-macam agama, dan Maha Esa adalah sebab pertama
saling menghargai antara para  (causa primajsebagai asal dari

pemeluknya. segala kehidupan yang mengajarkan
persamaan, keadilan, kasih sayang.

2. Murid mengerti prinsip- 2. Siswa memahami dan 2. Siswa memahami prinsip-prinsip
prinsip dasar yang mengamalkan ajaran ke-Tuhanan dasar yang terkandung dalam pasal
terkandung dalam pasal-pasalyang Maha Esa. 29 UUD1945.
UUD 1945.
3. Murid mengerti prinsip 3. Siswa mengetahui, memahami 3. Siswa menghargai sesama
dasar hak-hak asasi manusiadan menghayati hak dan manusia dan memiliki sikap saling
serta tanggung jawab yang kewajibannya sebagai warga menghormati dalam pergaulan antar
terjalin dengan hak-hak negara. bangsa.
tersebut.
4. Murid mengerti prinsip- 4. Siswa mengetahui, memahami 4. Sisiwa memahami prinsip-prinsip
prinsip dasar yang dan menghayati prinsip-prinsip  dasar hak asasi manusia.

terkandung dalam alenia demokrasi dalam kehidupan
pertama Pembukaan UUD  sehari-hari.

1945.

5. Murid mengerti arti 5. Siswa mengetahui 5. Siswa mengetahui dan memahami

kesatuan bangsa dan negara perkembangan sejarah nasional serta dapat melaksanakan kewajiban

Indonesia. Indonesia. dan hak yang harus dilakukan dalam
kehidupan bermasyarakat.

6. Murid mengetahui, 6. Siswa menunjukkan sikap dan 6. Siswa mengetahui dan memahami

mengenal, kebudayaan tindakan yang mendukung pentingnya arti kesatuan dan

daerah dalam rangka kesatuan nasional. persatuan nasional.

mengembangkan rasa

Bhineka Tunggal Ika.

7. Murid mengetahui tentang 7. Siswa mengerti, mentaati dan 7. Siswa mengerti sistem pertahanan
hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan untuk  dan keamanan nasional.

lingkungan keluarga, sekolah,memajukan kehidupan masyarakat
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dan masyarakat.

8. Murid mengetahui dan 8. Siswa mengetahui dan 8. Siswa mengerti ketenuan dan
mampu melaksanakan menyadari arti kesatuan nasional peraturan yang telah ditetapkan
prinsip-prinsip demokrasi Indonesia demi kesejahteraan untuk memajukan masyarakat dan
dalam kehidupan pribadi, masyarakat. keamanan nasional serta ikut serta
keluarga, sekolah, dan dalam usaha pertahanan dan
masyarakat. keamanan.
9. Murid mengerti dan 9. Siswa mentaati peraturan untuk 9. Siswa mengetahui dan menyadari
mampu menggunakan dasar-memelihara dan meningkatkan  arti kesatuan nasional Indonesia
dasar hak kewargaan keamanan masyarakat. demi kesejahteraan masyarakat.
negaranya
10. Murid memahami bentuk 10. Siswa mengetahui dan 10. Siswa memahami dan menyadari
dan dasar negara RI, sehinggmenyadari pentingnya arti prinsip-prinsip demokrasi Pancasila
mampu berpartisipasi sebagapersatuan dan kesatuan nasional dalam kehidupan bermasyarakat dan
warga negara. Indonesia, sehingga mampu bernegara, supaya mampu
mengamalkannya dalam kehidupamelaksanakan dalam kehidupan
sehari-hari. sehari-hari.
11. Murid mengetahui dan  11. Siswa memahami dan 11. Siswa mengetahui dan mengerti
mempraktekan prinsip menyadari pentingnya disiplin bagisistem pemerintahan demokrasi
keadilan sosial dalam ketertiban masyarakat. Pancasila.

kehidupan pribadi, keluarga,
sekolah, dan masyarakat.

12. Siswa memahami dan 12. Siswa memahami dan menyadari
menghayati Pancasila dan UUD pentingnya disiplin bagi ketertiban
1945. masyarakat.

13. Siswa memahami dan 13. Siswa memahami dan
menghayati prinsip-prinsip menghayati Pancasila dan UUD
kehidupan demokrasi. 1945,

14. Siswa mampu menggunakan 14. Siswa memahami dan
prinsip-prinsip demokrasi menghayati prinsip-prinsip

Pancasila dalam kehidupan pribadkehidupan demokarsi.
keluarga, sekolah, dan masyarakat

sekitarnya.

15. Siswa mengetahui bahwa 15. Siswa mampu menggunakan
GBHN adalah merupakan landasaprinsip-prinsip demokrasi Pancasila
pembangunan Indonesia. dalam kehidupan pribadi, keluarga,

sekolah dan masyarakat sekitarnya.
16. Siswa memahami dasar dan
tujuan kehidupan sosial ekonomi
Indonesia dan berusaha
berpartisipasi untuk keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat.
17. siswa berusaha melaksanakan
prinsip keadilan sosial.
18. Siswa berusaha melaksanakan
prinsip keadilan sosial.

Sumber: diolah dari Depdikbud, 1976a, 1976b dar8197

Makna Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulumbli@bih menekankan
untuk memahami Pancasila dan UUD 1945, dalam rangksnbangun manusia
Indonesia seutuhnya. Dari tabel di atas dapat alket bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 menggunakadgs@tan tujuan. Itu artinya
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masih sama dengan Kurikulum 1968, perbedaannyaatety penambahan topik tentang
pembangunan nasional dan GBHN pada PMP Kurikulun®19

Dalam perkembangan selanjutnya Abdul Azis Wahal®{2@02), menyatakan
bahwa:

“Nama mata pelajaran PMP, dengan berbagai pertigaran setelah
dikeluarkannya Kurikulum 1994 diubah menjadi mata@ran “Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Perubaliaebte didasarkan pada

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Masigang di dalamnya

mengamanatkan bahwa: Isi kurikulum pada setiaps,jejalur, dan jenjang

pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan PancafilpPendidikan Agama; serta

(c) Pendidikan Kewarganegara”.

Sebagai perbandingan dari sisi tujuan, pada era BGetu, mata pelajaran PMP
bertujuan membentuk manusia Pancasilais yang meKurikulum Sekolah Dasar 1975
tersebut seluruh mata pelajaran berperan untuk apandujuan pendidikan tersebut.
Dengan demikian yang berkewajiban membentuk manBsiacasilais bukan hanya
menjadi tanggungjawab mata pelajaran PMP sematanj@mya muncul Kurikulum
1984, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikul@mbl maka tujuan membentuk
manusia Indonesia yang Pancasilais tetap merupé&iaa utamanya (Abdul Azis
Wahab, 2007: 702). Selama masa Orde Baru kuriktdlah berubah beberapa kali yang
berakibat berubahnya pula kurikulum Pendidikan Kgaaegaraan. Di awali Kurikulum
1962, Kemudian Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, drgsurnakan menjadi Kurikulum
1984, dan terakhir Kurikulum 1994 sebagai kelamjudari Kurikulum 1984. Perubahan
Pendidikan Kewarganegaraan yang bernama PenditMkaal Pancasila (PMP) menjadi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKa)¢ugdi dalam era Orde Baru.

Baik Orde Lama maupun Orde Baru sesungguhnya nkérujuan yang sama
yaitu:

“Mendidik, membentuk, dan mempersiapkan warganegmamng baik menurut apa
yang dianggap baik menurut pandangan “rezim” yaexdkuasa pada masa itu.
Orde Lama lebih menekankan padeation and character buildingsedangkan

periode Orde Baru lebih menekankan pada “PembangiMenusia Indonesia
Seutuhnya” yang masing-masing telah diketahui kiskualan ksaelemahannya.
Orde Lama berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 8dqae PKI, dan Orde Baru
berakhir dengan situasi pemerintahan yang korupia seerajalelanya korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dibangun di ategitimasi politik dengan

nilai-nilai kultur feodalisme dan primordialismeel&ma Orde Baru materi PPKn
didominasi oleh materi P4, menyebabkan pembelajaPd#Kn di kelas
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berlangsung dengan sangat kaku tanpa improvisasibeasifat indoktrinatif.
Akibatnya siswa lebih terbiasa menghafalkan niliirdan moral Pancasila dan
bukan mengamalkannya” (Abdul Azis Wahab, 2007: 703)

Tetapi apa yang penting PPKn pada masa Orde B#ibh menekankan pada
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, manusiapgunan dengan dijiwai
Pancasila dan UUD 1945.

d. PKnVers P-4

Muchson dalam wawancara dengan peneliti menguralkamnannya P-4 dalam

PMP sebagai berikut:

“Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/18Y&a pelajaran ini
berubah nama menjadi Pendidikan Moral PancasilaPjRdadda kurikulum 1975.
Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. lII/MPR/1%&8tang P-4, maka
terjadilah perkembangan yang cukup substantif msaigmateri pelajaran ini,
yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahdk@am penjelasan
ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakahwa: Hakikat PMP
tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalurdpikan formal. Hal ini tetap
berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupunkulum1994, dimana
PMP telah berubah nama menjadi PPKn. Dalam perkegaibamya yang terakhir,
materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalamikGlum Suplemen 1999,
apalagi Ketetapan MPR No.ll/MPR/1978 tentang P-fahtedicabut dengan
Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998” (wawancara, 15dember 2010).

Menurut Armaidy Armawi:

"Tafsir ideologis negara dalam bidang pendidikamg@ra Orde Baru mulai
menampakkan kekuatannya ketika secara formal, GBHN3 menyebut
perlunya: Kurikulum di semua tingkat pendidikanyigigan Pendidikan Moral
Pancasila. Apabila dicermati, nampak jelas bahwac&sala ditafsirkan dalam
masing-masing pokok bahasan, sub pokok bahasan,bdhan pengajaran”
(wawancara, 8 Juli 2011).

Materi tafsir ideologi nasional dalam PMP makinakttinatif ketika MPR telah
menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan siRan(@-4). P-4 ini
mengharuskan setiap warga negara dan aparaturanegiarik melaksanakannya. Dalam
lapangan pendidikan, P-4 ini seakan-akan menjaol“dan “mata air” dari mata
pelajaran PMP sampai dengan diubah namanya meRjaddidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum 1994.

Tidak keliru apabila Cogan (seperti dikutip Muchs@904: 30), mengatakan

bahwa:
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“Citizenship education has often reflected the ries¢ of those in power in
particular society and thus has been a matter afoatrination and the
establishment of ideological hegemony rather thiaadoication”.

Hal ini menimpa pula dalam pendidikan kewarganegardi Indonesia, khususnya
selama Orde Baru.

Meskipun Tap MPR No. II/MPR/1978, Pasal 1 menjedasbahwa “Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tidak merugsfka Pancasila sebagai Dasar
Negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUIB, 1Batang Tubuh dan
Penjelasannya,” tetapi P-4 menjadi kelihatan Iggihting dari Pancasila itu sendiri. Tap
MPR ini akhirnya dicabut dalam Sidang Istimewa MPp&da bulan November 1998.
Pencabutan Tap MPR itu di satu pihak menimbulkadedean karena dianggap telah
menjadi alat bagi kekuasaan untuk menindas kelorkpdmpok masyarakat yang
dianggap berseberangan dengan pemerintah, selaipratyek penataran P-4 untuk
memasyarakatkan Tap itu dianggap tidak berhasil télah memboroskan keuangan
negara. Dalam bahasa Prof. Ahmad Syafii Maarifarsgfan dan mantan Ketua PP
Muhammadiyah, menggambarkan pelaksanaan P4 sétegapangan “antara laku dan
kata.” Di bagian lain, kelompok masyarakat yangekex dengan pencabutan Tap itu
menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam Ri4sébenarnya tak ada yang salah.

Karena yang salah adalah pelaksanaannya, yangroegdmenjadilips service” saja.

Tabel 40
Pengamalan Pancasila Versi P-4
Sila 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa slegin agama
Ketuhanan dan kepercayaannya masing-masing menurut dasaekeaman yang
Yang Maha adil dan beradab.
Esa 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemghrkadan

penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-béitagge terbina
kerukunan hidup.

3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadalais#sngan
agama dan kepercayaannya.

4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan keygadplain

5

Sila Kemanu- . Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dammemsakewajiban
siaan yang antara sesama manusia.

adil dan 6. Saling mencintai sesama manusia.

berada 7. Mengembangkan sikap tenggang r
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8. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

9. Menjunjung tingi nilai kemanusiaan.

10. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

11. Berani membela kebenaran dan keadilan.

12. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian daturuh umat
manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat nwngiti dan
bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Persatuan 13. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan datakeatan bangs

Indonesia dan negara di atas kepentingan pribadi atau gofonga

14. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

15. Cinta Tanah Air dan Bangsa.

16. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanamdimesia.

17. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuaséaang ber-
Bhinneka Tunggal Ika.

14

Sila Kerak- 18. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

yatan yang 19. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

dipimpin oleh 20. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusak u
hikmat kepentingan bersama.

kebijak- 21. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh aegat
sanaan dalam kekeluargaan.

permu- 22. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menetama
syawara- melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

tan/perwakila 23. Menghayati arti musyawarah yang dilakukan dengah sghat dan
n sesuai dengan hati nurani yang luhur.

24. Keputusan yang diambil harus dapat dipertangguradjan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tihgdiat dan
martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dadilan.

Sila Keadilan 25. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur y@mgerminkan
Sosial bagi sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-rayonga

seluruh 26. Bersikap adil.

Rakyat 27. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia 28. Menghormati hak-hak orang lain.

29. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

30. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

31. Tidak bersikap boros.

32. Tidak bergaya hidup mewah.

33. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentinigaum.

34. Suka bekerja keras.

35. Menghargai hasil karya orang lain.

36. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yantardara
berkeadilan sosial.

Sumber: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Paii€apilMPR No. II/MPR 1978).

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai msmupembentukan karakter
warga negara menampakkan wujudnya dalam standakaeskter warga negara. P4
inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau tingkah laku warga negara.
Hasil wawancara dengan Samsuri diperoleh gambatzamsai berikut:

“Nilai-nilai yang menjadi materi pokok buku pembalan PMP ataupun PPKn
berasal dari “atas” (rezim yang sedang berkuasakarm dari kehendak
masyarakat pendidikan (arus bawah). Konsekuengifig&nilai yang menjadi
model materi pembelajaran pun cenderung hipokntjdah dari aspirasi ilmiah
(keilmuan), sehingga PMP ataupun PPKn terkesak jal#h beda dengan mata
pelajaranCivicsatau pun Kewargaan Negara pada masa rezim Soeka@dsan.
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Peran BP-7 dalam pertimbangan dan penyusunan nk&#?i dan PPKn patut
untuk dicermati. Peran BP-7 terasa sekali dalanamdiuku-buku teks PMP dan
PPKn dari jenjang SD hingga SLTA, dalam Kurikulu8B8% ataupun Kurikulum
1994. Sebagai contoh dalam daftar penyusunan fawksi teks wajib PMP untuk
SD edisi 1990, yang diterbitkan oleh Direktoratdemal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan )1886butkan secara
eksplisit nama-nama pimpinan BP-7 Pusat sepertj@&esman, Soeprapto, dan
Alfian. Selain itu, yang patut diingat adalah bahpemyusunan buku-buku teks
wajib mata pelajaran PMP untuk SD hingga SMA hangg@mua melibatkan
anggota-anggota “Laboratorium Pancasila” IKIP Mglanseperti Darji
Darmodiharjo, (Dirjen Dikdasmen Depdikbud, ketika) Iman Sudarwo, Umar
Suparno, Sofyan Aman, dan Nyoman Dekker”, (wawamcet Desember 2010).

Menurut Armaidy Armawi:

“Rezim Orde Baru tidak memanfaatkan PKn secara rbekarena terjebak
kepentingan jangka pendek. Pesan-pesan konstitlzad tersampaikan dengan
baik. Seharusnya PKn tidak terpengaruh kepentimgaim. PKn terkait dengan
state dan citizenDi negara maju pengajar PKn punya kebanggaarergana di
Indonesia masih termarjinalkan, belum dianggap ipgnbleh masyarakat”
(wawancara 8 Juli 2011).

e. PKn dalam Kurikulum 1984

Menurut Darmaningtyas (2004: 72), Kurikulum 1978Blumn genap berusia
sepuluh tahun sudah diubah ketika Menteri Pendiditan Kebudayaan dijabat oleh
Nugroho Notosusanto diganti dengan Kurikulum 13&ah satu hal yang menonjol dari
Kurikulum 1984 itu adalah dimasukkannya pelajaraBPB (Pendidikan Sejarah
Perjuangan Bangsa) sebagai pelajaran wajib daisVKRA, baik sekolah umum maupun
kejuruan. Ide dasar Menteri Nugroho mengadakarjggala PSPB itu adalah agar murid
mengenal bangsanya sendiri dengan lebih baik, damgambil pelajaran dari sejarah
tersebut. Oleh sebab itu, pelajaran sejarah tidadydn dihapal, melainkan dibuat yang
menarik agar bisa menumbuhkan semangat kebangBaakut ini pendapat Husain
Haikal mengenai munculnya PSPB:

“Materi baru itu menimbulkan kontroversi karenaidintumpang tindih dengan
pelajaran IPS, Sejarah Nasional, dan PMP yang kemsya bicara soal
kepahlawanan nasional. Dan tentu pahlawan nasidisgna lebih banyak
didominasi oleh orang-orang bersenjata, bukan qafa pemikir yang juga
menjadifounding fathersxegeri ini” (wawancara, 7 Juli 2011).
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Fuad Hassan yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan tanggal
30 Juli 1985 menggantikan Menteri Nugroho Notostesgang meninggal dunia tanggal
3 Juni 1985 dan selama masa kosong itu MenternFKddijabat oleh JB Sumarlin yang
pada saat itu menjadi Menteri Perencanaan Pembanghasional, mengakui adanya
tumpang tindih antara PSPB, Sejarah Nasional, tié. Kepada Pers ia mengatakan:

“Terus terang saya katakan, saat ini terjadi turggardih antara P4, PSPB, PMP,
dan Sejarah Nasional. Tumpang tindih tersebut akangakibatkan hilangnya
waktu yang bisa dipakai untuk keperluan lain, atemndesak mata pelajaran lain.
Masalah yang timbul kemudian adalah, bagaimana abarfan itu secara
kurikuler agar tidak tumpang tindih, baik horisdntaaupun vertikal. Tumpang

tindih horisantal adalah pemberian materi yang sagmaala satu jenjang

pendidikan. Jadi bahan yang sama terus diulanggydada empat pelajaran yang
berlainan. Tumpang tindih vertikal adalah pembef@iman atau materi yang
sama pada jenjang yang tidak sama. Baik pengubamgaisontal maupun

vertikal mempunyai dampak yang kurang baik”. (Kospa0/9 1985 dalam

Darmaningtyas, 2004: 74)

Tampilnya Fuad Hassan menjadi Menteri PendidikanKisbudayaan itu sedikit
mengurangi ketegangan antara sejarawan yang pt@&eaén dan sejarawan yang Kritis,
karena Menteri Fuad Hassan berupaya menggabungkderinPSPB dengan materi
Sejarah Nasional dan PMP itu merupakan bentuk jaglagah yang dapat ditempuh oleh
Menteri Fuad Hassan untuk mengurangi kontroversngyaada di masyarakat
(Darmaningtyas, 2004: 74).

Hasil wawancara dengan Ekram Pawiroputro menyatakanya kecenderungan
sebagai berikut:

“Pada buku-buku teks wajib mata pelajaran PPKnnddarikulum 1984, mulai

ada pergeseran dari para anggota tim penyusunikgaddlam buku teks wajib

PMP hampir mayoritas anggotanya dari Lab PancHsiRa Malang, maka dalam

buku teks wajib PPKn para penyusunnya sebagiam bdatah dari Laboratorium

Pengajaran PMP IKIP Bandung. Meskipun terdapat querédn tim anggota

penyusunan buku teks wajib dari mata pelajaran R&PPKn, namun keduanya

sama-sama di bawah “pengawasan” BP-7 Pusat. Seubstansial baik PMP

maupun PPKn menjadikan P-4 sebagai materi pokokikdumiku teks wajib
tersebut” (wawancara, 20 Desember 2010).

Walaupun begitu, ada beberapa perbedaan dalam sik&aafcivic virtues ke
dalam pokok-pokok bahasan di dalam buku teks weljiti® dan PPKn. Dalam buku teks
PMP pokok-pokok bahasan cenderung secara khusugebénsila-sila Pancasila dan

44



atau butir-butir pengamalan Pancasila versi P-4ardaldeskripsi pokok-pokok
bahasannya. Di bagian lain, pokok-pokok bahasam leks wajib PPKn secara umum
menyebut pada kata-kata kunci yang menunjuk pad@ virtuesdari Pancasila. Sebagai

gambaran dapat dilihat pada perbandingan dalarhtieb&ut ini:

Tabel 41
Pokok Bahasan dalam Buku Teks Wajib PMP untuk SLTA

Kelas Bab Buku Teks PMP sebagai Pokok Bahasan

I I.  Membina Kehidupan Berketuhanan Yang Maka E
Il.  Membina Persahabatan Antar Bangsa

Ill. Menggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsabsia
IV. Memupuk Semangat Proklamasi dan Nilai-nilai 45
V. Ujian dan Kesaktian Pancasila

VI. Kebangkitan Orde Baru

VIl. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

VIIl.Sistem Pemerintahan di Indonesia

IX. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

X. Mewujudkan Kemajuan yang Merata dan Kewajiban

Sosial

Il I. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Il. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Menurut UUD 1945

Ill. Menggalang Persahabatan Antar Bangsa

IV. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia

V. Pengamalan Demokrasi Pancasila

VI. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumbenrfluk

VII. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi SelurakyRt

Indonesia
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VIIl. Teknologi dan Pembangunan

IX. Kelestarian Hidup Bangsa Indonesia

Sumber: Sofyan Aman, dkk. (1982). Pedoman Di&aWttodik Pendidikan Moral
Pancasila. Jakarta: PN Balai Pustaka. Halaman524-2

e. PKn dalam Kurikulum 1994
Menurut Kosasih Djahiri (1997:2), Pendidikan Paileadan Kewarganegaraan
(PPKn) Kurikulum 1994 adalah merupakan:

"Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan hikair dan moral yang

berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharajaleat diwujudkan dalam

bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswaik sebagai individu

maupun sebagai anggota masyarakat, warganegaramakdriuk ciptaan Tuhan

Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku yang dimaksudtas adalah perilaku seperti
yang tercantum di dalam penjelasan UU No. 2 Ta801Pasal 39 Ayat (2),

yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwaattlah Tuhan Yang Maha
Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagangaln agama, perilaku yang
bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, parjakg mendukung persatuan
bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kegsentiperilaku yang

mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentifgamsama di atas

kepentingan perseorangan dan golongan sehinggadaenh pemikiran, pendapat,
ataupun kepentingan dapat di atasi melalui musysdwatan mufakat, serta
perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan ilkeeadosial bagi seluruh

rakyat Indonesia” (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Di samping hal-hal di atas, Pendidikan Pancasila Hawarganegaraan juga
dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswgadebudi pekerti, pengetahuan,
dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungaa aptama warganegara, serta
antara warga negara dan negara.

Lebih lanjut Kosasih Djahiri (1997: 4), menyatakashwa fungsi PPKn dalam
Kurikukum 1994 adalah sebagai berikut:

"Pertama, melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pamcasgicara
dinamis dan terbuka, yaitu bahwa nilai moral Paitecg@ng dikembangkan itu
mampu menjawab tantangan perkembangan yang tegéin masyarakat, tanpa
kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yamgydeka, bersatu, dan
berdaulat. Kedug mengembangkan dan membina siswa menuju manusia
Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum, ktamstitusi negara kesatuan
Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila daid 1945. Ketiga,
membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubuntggaa aesama warga
negara, antara warganegara dan negara, dan pemdjgkdahuluan bela negara
agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengarh&leidan kewajibannya
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sebagai warganegara. Membekali siswa dengan sikap perilaku yang
berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan UUDSL84lam kehidupan sehari-
hari” (Kosasih Djahiri, 1997: 4).

Selanjutnya tujuan PPKn dalam Kurikulum 1994 dirskan sebagai berikut:

"Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mematamimeéngahayati

nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan psikian perilaku sebagai
pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yangnggungjawab, serta
memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidi#afenjang pendidikan

berikutnya yang lebih tinggiSiswa diharapkan memiliki{1) Kemampuan

memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan, ikejadan atau sikap
perilaku berlandaskan kelayakan nilai moral dam@oPancasila dan UUD 1945.
(2) Kemampuan menghayati dan menyadari perlunyai mioral dan norma
Pancasila dan UUD 1945 yang dijadikan dasar peditgan dari setiap kegiatan
terhadap sesuatu. (3) Peningkatan pengamalan séjusikap, perilaku terpuji
serta sesuai dengan nilai moral dan norma PanadailaUUD 1945”. (Kosasih

Djahiri, 1997: 4).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik materi RRIrikulum 1994 adalah

sebagai berikut:

O©CoO~NOOUITA~WNPEF

Tabel 42
Pemetaan Topik Materi PPKn Kurikulum 1994

. Kepuasan hati
. Keimanan
. Kesederhanaan

. Rela berkorban

44. Kesiap-siagaan
45, Kejujuran
46. Persamaan hak &
Kewajiban
47. Keteguhan hati

. Kerapihan 27. Tenggang rasa 53. Pengendalian dir
. Kasih sayang 28. Ketekunan 54. Lapang dada
. Kebanggaan 29. Kerjasama 55. Persatuan dariuiesa
. Ketertiban 30. Persamaan derajat 56. Kebijaksana
. Tolong menolong 31. Musyawarah 57. Berjiwa besar
. Kerukunan 32. Keikhlasan 58. Kepedulian
. Keberanian 33. Pengabdian 59. Cinta tanah air
. Kebersihan/kesehatan 34. Kecermatan 60. Hargalmegai
. Hidup hemat 35. Keserasian 61. Ketakwaan
. Keadilan 36. Percaya diri 62. Bekerja keras
. Ketaatan 37. Kebebasan 63. Kesadaran
. Belas kasih 38. Saling menghormati 64. Kekdeaba
. Kesetiaan 39. Kemanusiaan 65. Harga diri
. Kepatuhan 40. Tanggung jawab 66. Martabat dagahdiri
. Hormat menghormati 41. Kepentingan umum 67 adedan
. Keyakinan 42. Keindahan 68. Kesanggupan
. Berterus terang 43. Keingin-tahuan 69. Kesatuan

70. Pengaturan
71. Toleransi

72. Patriotisme

73. Keselaras

. Kedisiplinan 48. Tata krama 74. Kewaspadaan
. Kekeluargaan 49. Ketahanan 75. Keramah-tamahan
. Menghargai 50. Kerajinan 76. Demokrasi Panaasil
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25. Kemurahan hati 51. Ketulusan 77. Kecintaan
26. Gotong royong 52. Kepahlawanan 78. Kebulatadte
Sumber: Boediono (1999: 15-17). Dalam samsuri 283

PPKn berupaya membina keutuhan, kebulatan, dandmbungan dalam wujud
pembinaan konsep nilai dan moral Pancasila sehitgdsentuk manusia Indonesia
seutuhnya yang serasi, selaras, dan seimbang dalaitlupan pribadi, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang dikergkan didasarkan atas nilai-nilai
dasar Pancasila yang termuat dalam butir-butiy®dg kemudian dijabarkan lebih lanjut
ke dalam nilai-nilai instrumental yang dapat mengaeohi pola pikir dan sikap, yang
mengiringi perkembangan perilaku siswa. Nilai-nildasar yang dimaksud adalah
keimanan dan ketakwaan, kemanusiaan yang adil dead&b, persatuan dan kesatuan,
serta keadilan sosial.

Materi pelajaran PMP juga mengalami perubahan #gediknjadi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini unsur PéadidKewarganegaraan mulai
dimasukkan. Materi PSPB yang dalam Kurikulum 1984njadi mata pelajaran
tersendiri, juga resmi dihapuskan dan tidak ada Islgnteri Pendidikan Wardiman
Djajonegoro juga mengubah sistem semester menjamir avulan, dan mengganti
sebutan SMP menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingleatama) dengan alasan dalam
konsep Wajib Belajar Sembilan Tahun, SMP bukanaragari sekolah menengah, tapi
masuk dalam kategori pendidikan dasar. Selain nmmigumama SMP menjadi SLTP,
juga mengubah sebutan untuk jenis pendidikan meengenjadi dua saja, yaitu SMU
(Sekolah Menengah Umum) sebagai pengganti SMA ddK $Sekolah Menengah
Kejuruan) untuk mengganti STM, SMEA, SMKK, SPMA, 8\ dan sebagainya.

Dibawah ini dilampirkan tabel susunan program pgargn Kurikulum 1994 dari
SD-SMA.

Tabel 43

Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SD 1994

No | MATA PELAJARAN KL | KL 1l KL I KLIV |[KLV KL
VI

1 | PPKn 2 2 2 2 2 2
2 | Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2
3 | Bahasa Indonesia 10 10 10 8 8 §
4 | Matematika 10 10 10 8 8 8
5 | llmu Pengetahuan Alam - - 3 6 6 6
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6 | llmu Pengetahuan Sosial - - 3 5 5 5
7 | Kerajinan dan Kesenian 2 2 2 2 2 2
8 | Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 2 2
9 | Bahasa Inggris - - - - - -
10 | Muatan Lokal 2 2 4 5 7 7
JUMLAH 30 30 38 40 42 42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 79). Darmaningtya304® Pendidikan yang memiskinkan. Yogyakarta:
Penerbit Galang Press.

PPKn hanya mendapat alokasi waktu 2 jam setiap gnind@@erdasarkan tabel di
atas, kita dapat melihat ketimpangan dalam disdriblokasi waktu untuk masing-masing
pelajaran.

Tabel 44
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SMP 1994

MATA PELAJARAN KL I KL 1l KL Il

PPKn 2 2 2

Pendidikan Agama 2 2 2

Bahasa Indonesia 6 6 6

Matematika 6 6 6

liImu Pengetahuan Alam

Iimu Pengetahuan Sosial

Pendidikan Jasmani

6 6 6
6 6 6
Kerajinan dan Kesenian 2 2 2
2 2 2
4 4 4

Bahasa Inggris

= Z
o|e|mNjo|la|~wiN|Fg

Muatan Lokal 6 6 6

JUMLAH 42 42 42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 80). Darmaningtya304® Pendidikan yang memiskinkan. Yogyakarta:
Penerbit Galang Press.

Untuk SMP dan SMA, PPKn juga hanya mendapat alokagitu 2 jam setiap
minggu. Di tingkat SMP dan SMA mata pelajaran yamgmperoleh jam cukup banyak
adalah mata pelajaran keilmuan, seperti Matematilk#, dan IPS. Sedangkan

Pendidikan Agama, dan PPKn masing-masing hanya p@ajaran per minggu.

Tabel 45
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SMA 1994
Kelas | dan Kelas Il

No | MATA PELAJARAN KL I KL
1 | PPKn 2 2

2 | Pendidikan Agama 2 2
3 Bahasa Indonesia 6 6

4 | Matematika 6 6

5 | llmu Pengetahuan Alam 6 6
6 IlImu Pengetahuan Sosial 6 6
7 | Kerajinan dan Kesenian 2 2
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8 Pendidikan Jasmani 2 2

9 | Bahasa Inggris 4 4

10 | Muatan Lokal 6 6
JUMLAH 42 42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 80). Darmaningtya804p Pendidikan yang memiskinkan. Yogyakarta:
Penerbit Galang Press.

Menurut Muchson belum ada perubahan yang signifikatara Kurikulum 1994
dengan Suplemen GBPP 1999 PPKn:

"Substansi materi PPKn dalam Kurikulum 1994 mau@uplemen GBPP 1999
Pendidikan Kewarganegaraan, nampak direduksi sepata pelajaran budi pekerti,
jika dilihat dari topik-topik pokok bahasannya. Bkinya konsep keilmuan yang
hendak dibangun dari PPKn sebagai pendidikan kemagparaan hampir dapat
dikatakan tidak muncul, karena substansi materbgr@umpu pada tafsir ideologi
negara, bukan kepada tafsir konsep ilmu. Tafsiolag negara lebih banyak
menekankan kepatuhan warga negara terhadap kepmmtiazim, sedangkan tafsir
konsep ilmu tentu saja akan mendasarkan pada pkoasisskeilmuan yang bukan

dimaksudkan untuk melayani kehendak kekuasaan. n§aya tafsir ideologi

kekuasaan rezim yang menjadi pemenang”, (wawantaesember 2010)

Tabel 46
Konsep Nilai, Moral, dan Norma Pancasila dalam GBPRn SMA
dan Pola Penyebaran serta Acuan Pengembangannya

Sila-Sila Pokok Bahasan Kelas | Pokok Bahasan Kelas Il Pokok Bahasan Kelas lll
Pancasila
Sila kesatu 1. Toleransi 4. Ketagwaan 7. Kerukunan
2. Kerukunan 5. Saling menghormati 8. Nilai luhur
3. Keselarasan 6. Kerjasama 9. Keyakinan
Sila Kedua 10. Menghargai 13. Keramah tamahan @6dHan dan
Kebenaran
11. Persamaan 14. Keserasian hidup 17. Kecintaan
derajat dan
martabat
12. Kasih sayang 15. Martabat dan harga 18. Tenggang rasa
Diri
Sila Ketiga 19. Cinta tanah air 22. Kesatuan 2%hatggaan
20. Patriotisme 23. Kesetiaan 26. Kebulatan tekad
21. Kewaspadaan 24. Kesatuan dan 27. Kesetiaan
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Persatuan

Sila Keempat 28. Kebijaksanaan 31. Keikhlasan dan  34. Ketaatan
Kejujuran
29. Musyawarah 32. Tanggung jawab 35. Keikhlasan
30. Ketertiban 33. Nilai lebih 36. Pengendalian diri
demokrasi Pancasila
Sila Kelima 37. Pengabdian 40. Kedisiplinan 43. dl=m sosial
38. Kegotong 41. Kesederhanaan 44. Bekerja sama
Royongan
39. Kepentingan 42. Kecermatan dan 45, Tolong
Umum hidup hemat Menolong

Sumber: Kosasih Djahiri dan A. Azis Wahab. (19®8sar dan Konsep Pendidikan Moral. Jakarta:
Depdikbud. Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenagaa#lemik, halaman 85.

Akibat dari model Pendidikan Kewarganegaraan yaeganjolkan kepentingan
rezim ialah mata pelajaran PMP atau PPKn menjauyatatidak menarik, fomalistik,
proses pembelajaran tidak banyak melahirkan kemamgiswa untuk berpikir kritis
terhadap sistem politik pemerintahnya. Hal ini bedgkan karena: (1) Materi-materi yang
diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilairald®?ancasila sebageivic virtuesyang
dijabarkan dari P-4; (2) Model pembelajarannya eemag berbentuk kognitif, seperti
hafalan butir-butir P-4.

f. Dinamika PKn Orde Baru

Berikut ini adalah tabel dinamika posisi Pendidikéewarganegaraan di Sekolah
pada Era Orde Baru:

Tabel 47
Perubahan Posisi Pendidikan Kewarganegaraan dlgeko
pada Era Orde Baru

Kuri- Sekolah Kelompok Mata Pelajaran
Kulum
1968 SMA Kelas Il| Dasar Kewarganegaraan, Bahasa dan Kesusasteraan
dan I Indonesia, Sejarah Indonesia, lImu Bumi Indonesia,
(jurusan Pendidikan Agama/Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani
Budaya) dan Pendidikan Kesehatan
Khusus Bahasa dan Kesusasteraan Indonesiaalsdjanu

Bumi, Antropologi Budaya, Bahasa Kawi, Bahasa
Inggris, Ekonomi dan Koperasi

Penyerta Prakarya
Krida Krida
1968 SD Pembinaan Jiwa Pendidikan Agam&Rendidikan K ewargaan
Pancasila Negar a, Pendidikan Bahasa Indonesia (1), Bahasa
Daerah, Pendidikan Olah Raga
Pembinaan Berhitung, llmu Pengetahuan Alam, Pl
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Pengetahuan Dasar

Kesenian, Pendidikan Kesejahtkeaarga

Pembinaan Kecakaps
Khusus

inPendidikan Khusus (Agraria, Teknik, dan
Ketatalaksanaan/Jasa)

an

ga

yris

nan

-

1968 Rencana Pembinaan Jiwa Pendidikan Agama&endidikan K ewargaan
Pendidikan Pancasila Negar a, Pendidikan Bahasa Indonesia (1), Pendidik
SMP Olah Raga
Pembinaan Bahasa Indonesia (ll), Bahasa Daerah, Bahasa
Pengetahuan Dasar | Inggris, lImu Aljabar, llmu Ukur, llmu Alam, limu
Hayat, llmu Bumi, Sejarah, Menggambar
Pembinaan KecakapanAdministrasi, Kesenian, Prakarya, Pendidikan
Khusus Kesejahteraan Keluarga
1975 SMA Pembinaan Jiwa Pendidikan Agama&endidikan K ewargaan
Pancasila Negara, Bahasa Indonesia (I), Pendidikan Olah Ra
Pembinaan Sejarah, Geografi, Ilmu Pasti, Fisika, Kimia, Bigilo
Pengetahuan Dasar | Ekonomi dan Koperasi, Menggambar, Bahasa Ingg
Pembinaan KecakaparPendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prakarya Pilif
Khusus Kesenian, Bahasa, Keterampilan dan lain-lain
1975 SD/MI Pembinaan Jiwa Pendidikan Agam&M P, Bahasa Indonesia, Bahas
Pancasila Daerah, Pendidikan Olah Raga
Pembinaan Berhitung, IPA, Pendidikan Kesenian, Pendidikan
Pengetahuan Dasar | Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan KecakapanPendidikan Kejuruan (Agraria, Teknik, dan
Khusus Ketatalaksanaan/Jasa)
1975 SMP/MTs Pendidikan Umum Pendidikan AgaRM P, Olah Raga/Kesehatan,
Pendidikan Kesenian
Pendidikan Akademis| Bahasa Indonesia, BahasaisnggS, Matematika,
IPA
Pendidikan Pilihan Pra-Vokasional, Pilihan Penunjang
Keterampilan
1984 SMA/MA Pendidikan Umum Pendidikan AgarRd] P, Olah Raga/Kesehatan,
Pendidikan Kesenian
Pendidikan Akademis| Matematika, Bahasa Indon8sihasa Inggris, IPA,
IPS
Pendidikan Pendidikan Keterampilan
Keterampilan
1984 SD/MI Pendidikan Umum Pendidikan Agarifil P, PSPB, Pendidikan
Jasmani, Pendidikan Kesenian
Pendidikan Akademis Bahasa Indonesia, BahaseaDaétS, Matematika,
IPA
Pendidikan Pendidikan Keterampilan
Keterampilan
1984 SMP/MTs Pendidikan Umum Pendidikan AgaRi P, PSPB, Pendidikan
Jasmani, Pendidikan Kesenian
Pendidikan Akademis| Bahasa Indonesia, BahasabBa@&ahasa Inggris,
IPS, Matematika, IPA, Biologi, Fisika
Pendidikan Pendidikan Keterampilan
Keterampilan
1994 SMA/MA Program Inti Pendidikan AgamBM P, PSPB, Bahasa dan Sastrd
Jurusan Al Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia dan Sejara
atau Fisika) Dunia, Ekonomi, Geografi, Pendidikan Jasmani,
Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan,
Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris
Program Pilihan Metematika, Biologi, Fisika, KemBahasa Inggris
1994 SD dan SLTH Pendidikan Pancasila dan K ewar ganegar aan,
(M1 dan Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika
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MTSs) IPA, IPS, Kerajinan Tangan dan Kesenian,
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Inggtis
dan Muatan Lokal

SMA/MA Umum Pendidikan Pancasila dan K ewar ganegar aan,
Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra Indonesia,
Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa Inggris,
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, |PA:
Fisika, Kimia, Biologi. IPS: Ekonomi, Sosiologi,
Geografi, dan Pendidikan Seni

Khusus: Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa
Program Bahasa Asing lain, Sejarah Budaya

Program IPA Fisika, Biologi, Kimia, Matematika

Program IPS Ekonomi, Sosiologiata Negara, Antropologi

Diolah dari berbagai sumber Kurikulum 1952 sammaighn Kurikulum 1994
(Abd. Rachman Assegaf, 2005: 154-160).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahpartama pengelompokan mata pelajaran
berubah-ubah pada tiap kurikulum yang diberlakulRada era Orde Baru setelah PKI
dibubarkan, pendidikan diarahkan kepada pemurngncdsila, maka mata pelajarannya
pun dirubah berdasarkan pengelompokan pembinaaa jReancasila, pembinaan
pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan kireubahan pola pengelompokan
mata pelajaran masih terus berlanjut pada kurikul®75, pada saat dimana status
madrasah sejajar dengan sekolah. Pada kurikulunméaia pelajaran dikelompokkan
dalam tiga bagian: pendidikan umum, pendidikan akad, dan pendidikan
keterampilan, dan hal ini berlaku sampai denganikglum 1984 untuk SD/MI dan
SMP/MTs. Akan tetapi, di SMA/MA mata pelajarannyi&kedompokkan dalam bagian
program inti dan program pilihan dengan pola pergan Al, A2, A3, A4, dan A5.
Perubahan selanjutnya dilakukan lagi pada kurikull®®4, dimana pengelompokan
mata pelajaran didasarkan pada dua bagian, umum kdasus, sementara pola
penjurusan di SMU/MA kembali mengikuti Kurikulum 2%, yakni Bahasa, IPA, dan
IPS.

g. Makna PKn OrdeBaru

Makna Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde &#alah membentuk
manusia Indonesia seutuhnya, manusia pembanguraanysm yang berjiwa Pancasila
dan UUD 1945. Ekonomi Indonesia pada era Orde Bsngalami pertumbuhan yang
cukup tinggi, ditunjang oleh stabilitas nasionahgamantap. Trilogi pembangunan
dicanangkan, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerafganbangunan, dan stabilitas

nasional. Namun sayang dalam implementasinya appekerataan agak terabaikan.
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Dampaknya ekonomi tumbuh pesat, stabilitas mamdgpkesenjangan untuk menikmati
hasil pembangunan terjadi, ditambah korupsi jugeajakela.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Baru fikienvisi untuk
mendukung penguatan negara. Adapun misinya adalembentuk warga negara yang
baik dengan ciripatuh kepada rezim, pendukung setia status quost&si materi
didominasi oleh nilai-nilai  moral P-4 sebagai it@fs tunggal rezim. Strategi
pembelajarannya menggunakan motode indoktrinasi reegemoni. Memiliki ciri-ciri
kurang jelas akar keilmuannya, ada intervensi raamuk menitipkan kepentingannya,
cenderung mengikuti kepentingan rezim, tampak sjedmlanya indoktrinasi, ada

kesenjangan antara yang diajarkan dengan yangditdijmmasyarakat.

3. Makna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era
Refor masi
Reformasi bertujuan untuk membangun masyarakat mhadaasyarakat

Indonesia yang demokratis dan religius, yang tiokiter dan hegemonik. Orde Lama
dan Orde Baru telah memberi pelajaran yang berizga bangsa Indonesia untuk tidak
lagi mengulangi pemerintahan yang otoriter darehemnik bagi rakyatnya. Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki kontribusi yang cukup besdam membentuk masyarakat
madani yang demokratis. Seiring dengan hal itu, andkrikulum Pendidikan
Kewarganegaraan harus disesuaikan dengan era yaongs berubah, yakni era
reformasi.
a. PKn dalam Kurikulum Suplemen 1999

Reformasi tahun 1998 membawa dampak bagi Pendi#ikararganegaraan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah. MenurutnERawiroputro GBPP PPKn 1994
sudah dilaksanakan hampir 5 tahun, maka perluidirev

“Selama dalam pelaksanaannya tersebut berbagiki, katmentar dan penilaian
telah banyak dilontarkan oleh para ahli, praktisin masyarakat. Oleh karena itu
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap GBPP PPKr94 ltersebut.
Penyempurnaan GBPP PPKn dilakukan dengan maksudl: (i) meningkatkan
efektifitas dan kualitas pembelajaran dan (2) mgkatkan hasil belajar siswa.
Secara konseptual pengembangan GBPP PPKn 1994 wweimkia jenjang
pendidikan persekolahan (SD/SLTP/SMU) diorganisasifengan menggunakan
pendekatan spiral melug$piral Approach)dengan menggunakan nilai-nilai
Pancasila sebagai substansi dasar. Penerapanppiensebut telah melahirkan
profil GBPP PPKn yang ditandai oleh artikulasi bistutir nilai antar catur wulan
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dalam setiap kelas dan antar kelas dalam setigangh (wawancara, 20

Desember 2010).

Perwujudan dari prinsip itu di dalam GBPP ditankzak dalam pemunculan
butir-butir dalam ungkapan yang sama atau serupad#&aan ini kelihatannya belum
sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana kurikuldapdngan. Selain itu juga ternyata
pembahasan materi tersebut dalam buku pelajaramb@encerminkan artikulasi materi
yang sesungguhnya. Dampaknya bagi pelaksanaapatigan ternyata banyak para guru
yang merasakan adanya kesulitan dalam melaksapatses pembelajaran.

Untuk mengkaji seberapa jauh GBPP PPKn menganthasglah-masalah yang
berkenaan dengan pengorganisasian isi dan pengalaetajar. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan bekerja dangan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan serangke@atan untuk mengkaji
GBPP PPKn. Kegiatan ini melibatkan para ahli Matafaran PPKn, pengembang
kurikulum, dan guru-guru PPKn.

Menurut Ekram Pawiroputro pengkajian GBPP dilakukle@ngan menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut:

“(1) Menelaah hasil pengkajian kurikulum pendidikalasar dan menengah
sebagai dasar untuk melihat permasalahan dalamnuwkuwdan pelaksanaan
kurikulum PPKn. (2) Mengkaji GBPP PPKn dalam rangkerumuskan

perbaikan GBPP dengan menggunakan format supleewraikan GBPP yang
didalamnya memuat hasil pengkajian. (3) Membahasansperbaikan GBPP
tersebut dengan cara mendiskusikan masing-masibgigan guna mendapatkan
kesepakatan mengenai isi suplemen GBPP terseuMémfinalisasi usulan

suplemen penyempurnaan/penyesuaian GBPP PPKn umaging-masing

jenjang persekolahan”, (wawancara, 20 Desember)2010

Lebih lanjut menurut Ekram Pawiroputro, dari kegratpengkajian tersebut
diperoleh GBPP PPKn yang disempurnakan sebagiberi

(1) Untuk pokok bahasan yang mirip atau sama dgkirbdengan cara

menggabungkan pokok bahasan tersebut beserta oratennya pada kelas yang
lebih tinggi atau yang rendah. (2) Untuk pokok Is@mayang tidak relevan
dengan perkembangan jaman ditunda pelaksanaanmypaisalengan adanya
keputusan lebih lanjut dari Departemen Pendidikam idebudayaan. Menyadari
begitu cepatnya perkembangan masyarakat di sasik gifat GBPP serta Buku
Teks yang cenderung lambat berubah memungkinkgadiieya kesenjangan
antara apa yang tertulis dalam GBPP atau Buku @ekgan tuntutan perubahan
dalam masyarakat. Untuk menjaga agar pembelajaf@kin Pmenarik dan
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menantang perlu diperkenalkan materi-materi darsggopembelajaran yang
berdimensi konflik atau kontroversial sebagai saramtuk mengembangkan
kemampuan siswa dalam berpikir kritis”, (wawanc@@pPesember 2010).

Dengan berkurangnya beberapa pokok bahasan padtascaéin dan kelas-kelas tertentu
maka PPKn tidak lagi hanya diajarkan (bentuk hafalagnitif) tetapi dikerjakan
(pembiasaan). Oleh karena itu guru perlu berupagmimangun lingkungan dan iklim
belajar yang demokratis sebagai miniatur kehidupmsyarakat demokratis sehingga
memungkinkan konsep, prinsip, dan nilai-nilai denagk dapat dipelajari, dicerna, dan
dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari siswauldmtendukung pembelajaran PPKn
digunakan aneka ragam sumber belajar yang memugkiguru dan siswa dapat
memilih secara kritis dan menggunakan secara kreatnber informasi yang relevan.
Pengkajian GBPP PPKn menghasilkan kesepakatanaidisrgut:

Tabel 48
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas |

KELAS/ PB/SPB KURIKULUM STATUS KETERANGAN
CAWU 1994
/1 1. Toleransi Tetap diajarkan
2. Menghargai Tetap diajarkan
3. Cinta tanah air Tetap diajarkan
4. Kebijaksanaan Tidak diagjarkan Ditunda sampai dengan
adanya rujukan.
5. Pengabdian Tetap diajarkan
1/2 1. Kerukunan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 11/1
2. Persamaan derajat Tetap diajarkan
3. Patriotisme Tetap diajarkan Ditunda sampai dengan
4. Musyawarah Tidak diajarkan adanya rujukan.
5. Gotong royong Tetap diajarkan
1/3 1. Keselarasan Tetap diajarkan
2. Kasih sayang Tidak diajarkan Materi tidak cocok untuk
siswa SMU
3. Kewaspadaan Tidak digjarkan Ditunda samapai dengan
adanya rujukan.
4. Ketertiban Tetap diajarkan
5. Kepentingan umum Tidak diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud

Ada lima pokok bahasan yang tidak diajarkan di SMalas

| yaitu:

Kebijaksanaan, Kerukunan, Musyawarah, Kasih Sayaan Kewaspadaan. Kelima
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pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam KiutkuSuplemen 1999 dengan alasan

materi sudah tidak cocok lagi, serta ditunda samganya rujukan.

Tabel 49

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas Il

KELAS/ | PB/SPB KURIKULUM 1994 STATUS KETERANGAN
CAWU
i 1. Ketagwaan Tetap diajarkan
2. Keramah-tamahan Tetap diajarkan
3. Kesatuan Tetap diajarkan
4. Keikhlasan Tetap diajarkan
5. Kedisiplinan Tetap diajarkan
1?2 1. Saling menghormati Tetap diajarkan
2. Keserasian Tetap diajarkan
3. Kesetiaan Tetap diajarkan
4. Tanggung jawab Tetap diajarkan
5. Kesederhanaan Tetap diajarkan
/3 1. Kerjasama Tetap diajarkan
2. Martabat dan harga Tetap diajarkan
diri
3. Persatuan dan kesatuan | Tidak diajarkan Ditunda sampai
adanya rujukan.
4. Demokrasi Pancasila Tidak diajarkan Ditunda sampai
adanya rujukan.
5. Kecermatan dan hidup Tidak digjarkan Ditunda sampai

Hemat

adanya rujukan.

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di Skéfas Il yaitu: Persatuan

dan Kesatuan, Demokrasi Pancasila, Kecermatan ddopHHemat. Ketiga pokok

bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulupl&uen 1999 dengan alasan ditunda

sampai adanya rujukan.

Tabel 50

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas Il

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
/1 1. Kerukunan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/2 d

2.

Keadilan dan

Tidak diajarkan

/2.
Ditunda sampai adanya rujuka
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kebenaran
3. Kebanggaan Tetap diajarkan
4. Ketaatan Tetap diajarkan
5. Keadilan Tetap diajarkan
/2 1. Kerukunan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 111/1
2. Kecintaan Tetap diajarkan
3. Kebulatan tekad | Tidak digjarkan Ditunda sampai adanya rujukan
4. Keikhlasan Tidak digjarkan Ditunda sampai adanya rujuka
5. Bekerjasa Tetap diajarkan
/3 1. Keyakinan Tetap diajarkan
2. Tenggang rasa Tetap diajarkan
3. Kesetiaan Tetap diajarkan Dipindah ke kelas I11/2
4. Pengendalian diri | Tetap diajarkan
5. Tolong menolong | Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di dlas IIl yaitu: Keadilan
dan Kebenaran, Kerukunan, Kebulatan Tekad, danhkaskn. Keempat pokok bahasan
tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemeé3®9 dengan alasan ada yang
digabung dengan kelas Ill dan ada yang ditunda aaag@anya rujukan.

Tabel 51
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas |

KELAS/ | PB/SPB KURIKULUM STATUS KETERANGAN
CAWU 1994
I/1 1. Ketagwaan Tetap diajarkan
2. Persamaan derajat Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 1/3
3. Cinta tanah air Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/2
4. Musyawarah Tidak digjarkan Ditunda samapi adanya rujukan.
5. Bekerja keras
Tetap diajarkan
6. Pengabdian
112 1. Tenggang rasa Tetap diajarkan
2. Kesadaran Tidak diajarkan Digabung dengan kelas I1/1
3. Cinta tanah air Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 1/1
4. Musyawarah Tidak diagjarkan Ditunda sampai adanya rujukan.
5. Gotong royong Tetap diajarkan
1/3 1. Keyakinan Tidak diagjarkan Digabung dengan kelas I11/1
2. Persamaan derajad Tetap diajarkan
3.Persatuan dan Tetap diajarkan
kesatuan Tetap diajarkan
4. Rela berkorban Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 111/1
5. Keadilan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu
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Ada tujuh pokok bahasan yang tidak diajarkan di BIkElas | yaitu: Persamaan

Derajat, Musyawarah, Kesadaran, Cinta Tanah Airsydwarah, Keyakinan, dan Rela

Berkorban. Ketujuh pokok bahasan tersebut tidajadian dalam Kurikulum Suplemen

1999 dengan alasan ada yang digabung dengan kdélagan Ill, serta ada yang ditunda

sampai adanya rujukan.

Tabel 52

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&d&Kn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas Il

D

"

KELAS/ | PB/SPB KURIKULUM 1994 STATUS KETERANGAN
CAWU
i 1. Keyakinan Tetap diajarkan
2. Kesadaran Tetap diajarkan
3.Persatuan dan kesatuan Tetap diajarkan
4. Musyawarah Tetap diajarkan
1?2 1. Kerja sama Tetap diajarkan
2. Kekerabatan Tetap diajarkan
3. Kesetiaan Tetap diajarkan
4. Tanggung Jawab Tidak digjarkan | Ditunda sampai adany
rujukan.
5. Kesederhanaan Tetap diajarkan | Digabung dengan kelg
/1
/3 1. Kebersihan Tetap diajarkan

2.Saling menghargai
3. Rela berkorban

4. Kedisiplinan

5. Pengendalian diri

Tetap diajarkan
Tetap diajarkan
Tetap diajarkan
Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada satu pokok bahasan yang tidak diajarkan di Sk&lBs Il yaitu: Tanggung
Jawab. Satu pokok bahasan tersebut tidak diajadkéam Kurikulum Suplemen 1999,

dengan alasan ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 53

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas 1l

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU | KURIKULUM 1994
/1 1. Ketaatan Tetap diajarkan Penggabunganiddais 111/2
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2. Kepedulian Tetap diajarkan
3. Kesadaran Tetap diajarkan
4. Kepatuhan Tetap diajarkan
5. Keadilan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/3
2 1. Kerukunan Tetap diajarkan
2. Persamaan derajatTidak diajarkan Digabung dengan kelas 111/1
3. Kedaulatan Tetap diajarkan
4. Kesadaran Tetap diajarkan
5. Kesanggupan Tetap diajarkan
/3 1. Ketaatan Tidak diagjarkan Digabung dengan kelas I11/1
2. Kesadaran Tidak diajarkan Digabung dengan kelas II/1
3. Kesatuan Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukan.
4. Pengaturan Tetap diajarkan
5. Hormat Tetap diajarkan
menghormati

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di FSLlKkelas Il yaitu:
Persamaan Derajat, Ketaatan, Kesadaran, Kesatieampéat pokok bahasan tersebut
tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengdasan ada yang digabung

dengan kelas Il, dan lll, serta ada yang ditundapséadanya rujukan.

Tabel 54
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas |

KELAS/C PB/SPB STATUS KETERANGAN
AWU KURIKULUM 1994

I/1 1. Kerapihan Tetap diajarkan
2. Kasih sayang Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 11/1
3. Kebanggaan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas IlI/1

dan V/2

4., Ketertiban Tetap diajarkan Digabung dengan kelas V/3
5. Tolong menolong | Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukan.

112 1. Kerukunan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas VI/3
2. Keberanian Tetap diajarkan
3. Kebersihan Tetap diajarkan
4. Hidup hemat Tetap diajarkan
5. Keadilan Tetap diajarkan

1/3 1. Ketaatan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas V/1
2. Belas kasih Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 11/3
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3. Kesetiaan Tetap diajarkan
4. Kepatuhan Tetap diajarkan
5.Hormatmenghormat| Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan dk&Bs | yaitu: Kasih Sayang,
Tolong Menolong, Kerukunan, dan Ketaatan. Keengaodok bahasan tersebut tidak
digjarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 denganaaleeda yang digabung dengan

kelas Il, V, dan VI, serta ada yang ditunda samganya rujukan.

Tabel 55
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&d&Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas Il

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
/1 1. Keyakinan Tidak diajarkan | Digabung dengan Kelas I11/1
2. Kasih sayang Tetap diajarkan | Penggabungan dari kelas 1/1
3. Berterus terang Tidak diajarkan | Digabung dengan kelas I11/2
4. Kepuasan hati Tetap diajarkan
5. Ketertiban Tetap diajarkan
/2 1. Keimanan Tetap diajarkan
2. Kesederhanaan Tetap diajarkan
3. Rela berkorban Tidak diajarkan | Digabung dengan kelas 111/1
4. Kedisiplinan Tetap diajarkan
5. Kekeluargaan Tidak diajarkan | Digabung dengan kelas I11/2
/3 1. Menghargai Tetap diajarkan
2. Kemurahan hati Tetap diajarkan
3. Kerukunan Tetap diajarkan
4. Kepatuhan Tetap diajarkan
5. Gotong royong Tidak digjarkan | Digabung dengan kelas 1/3
6. Kerjasama Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada lima pokok bahasan yang tidak diajarkan di &ak Il yaitu: Keyakinan,
Berterus Terang, Rela Berkorban, Kekeluargaan, @atong Royong. Kelima pokok
bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulumpl&uoen 1999 dengan alasan ada
yang digabung dengan kelas IlI.

Tabel 56
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas llI
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KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
"/ 1. Keyakinan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas I1/1
2. Tenggang rasa Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 1V/1
3. Rela berkorban Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 11/2
4. Ketertiban Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 1/1
5. Ketekunan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1V
dan VI/1
2 1. Kerja sama Tetap diajarkan
2. Persamaan derajat| Tetap diajarkan
3. Berterus terang Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas I1/1
4. Musyawarah Tidak digjarkan Ditunda sampai adanya
rujukan.
5. Kekeluargaan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 11/2
/3 1. Tenggang rasa Tidak digjarkan Digabung dengan kelas V/2
2. Keikhlasan Tetap diajarkan
3. Keberanian Tetap diajarkan
4. Pengabdian Tetap diajarkan
5. Kecermatan Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di Sak Il yaitu: Tenggang
Rasa, Ketertiban, dan Musyawarah. Ketiga pokolatah tersebut tidak diajarkan dalam
Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yanddmgadengan kelas I, dan IV,
serta ada yang ditunda sampai adanya rujukan.

Tabel 57
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&d&Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas IV

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
Iv/1 1. Keserasian Tidak diagjarkan Digabung dengan kelas VI/2

2. Tenggang rasa Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas IIl/1 dan
Vi/2
3. Percaya diri
4. Kebebasan

5. Kedisiplinan

Tetap diajarkan
Tidak diagjarkan
Tetap diajarkan

Digabung dengan kelas V/1
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IvV/2 1. Saling menghormat| Tetap diajarkan

2. Kemanusiaan Tetap diajarkan

3. Kepuasan hati Tetap diajarkan

4. Tanggung jawab Tetap diajarkan

5. Kepentingan umum| Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas VI/
IV/3 1. Keindahan Tidak diagjarkan | Digabung dengan kelas VI/1

2. Keinginan Tetap diajarkan

3. Kesiapsiagaan Tetap diajarkan

4. Kejujuran Tetap diajarkan

5. Ketekunan Tidak digjarkan | Digabung dengan kelas III/1

Sumber: GBPP

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan dk&Bs IV yaitu: Keserasian,
Kebebasan, Keindahan dan Ketekunan. Keempat pakokshn tersebut tidak diajarkan
dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada g@abung dengan kelas 1ll, V,

PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

dan VI.
Tabel 58
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)
Satuan Pendidikan SD Kelas V
KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994

V/1 1. Ketaatan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/3

2. Persamaan hak dan Tetap diajarkan
kewajiban

3. Keteguhan hati Tetap diajarkan
4., Kebebasan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas IV/
5. Tata krama Tetap diajarkan

VI2 1. Tenggang rasa Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas I/
2. Percaya diri Tetap diajarkan
3. Ketahanan Tetap diajarkan
4. Ketertiban Tidak digjarkan Digabung dengan kelas /1
5. Kerajinan Tetap diajarkan

VI3 1. Kebersihan Tetap diajarkan
2. Ketulusan Tetap diajarkan
3. Kepahlawanan Tetap diajarkan
4. Pengendalian diri | Tidak diajarkan Digabung dengan kelas VI/2
5. Tolong menolong | Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/1

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu
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Ada dua pokok bahasan yang tidak diajarkan di SBské yaitu: Ketertiban, dan
Pengendalian Diri. Kedua pokok bahasan tersebuaik tdiajarkan dalam Kurikulum

Suplemen 1999 dengan alasan ada yang digabungrdkeiga 1, dan VI.

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&dKn)

Tabel 59

Satuan Pendidikan SD Kelas VI

KELAS/ PB/SPB KURIKULUM STATUS KETERANGAN
CAWU 1994
VI/1 1. Keindahan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas
IV/3
2. Lapang dada Tetap diajarkan
3. Persatuan dan kesatuan Tetap diajarkan
4. Kebijaksanaan Tetap diajarkan
5. Ketekunan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas IV/R
VI/2 1. Keserasihan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas
Iv/1
2. Tenggang rasa Tidak digjarkan Digabung dengan kelas IV/R
3. Berjiwa besar Tetap diajarkan
4. Pengendalian diri Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas
VI3
5. Pengabdian Tetap diajarkan
VI/3 1. Kerukunan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 12
2. Kepedulian Tetap diajarkan
3. Cinta Tanah Air Tetap diajarkan
4. Tanggung jawab Tidak digjarkan Digabung dengan kelas IV/R
5. Harga menghargai Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di ®Iak VI yaitu: Ketekunan,
Tenggang Rasa, dan Tanggung Jawab. Ketiga pokoksaahtersebut tidak diajarkan
dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada gigiabung dengan kelas IV.

b. PKn dalam KBK 2004

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 18&8yebabkan isi dan visi
PKn perlu disesuaikan dengan semangat reform@snter for Indonesian Civic
Education(CICED) pada akhir tahun 1999 melakukan surveyamasiuntuk menggali
pendapat dari kalangan pengajar PKn untuk mengiacxisin arah perubahan PKn. Hasil

survey nasional CICED menginventarisir pengetahwségp, dan keterampilan yang
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dikembangkan dalar@ivic Educationadalah yang mengandung konsistensi dengan hal-
hal berikut:

(1) Principle of democracy; (2) Comprehend of stedastitution; (3) Citizen’s
right and responsibility; (4) State’s rule of lawb) Good government; (6)
Citizenship; (7) People sovereignity; (8) Free dad tribune; (9) Equality and
equity; (10) Justice; (11) Human rights; (12) Cixdtion; (13) Cultural
difference; (14) Democratic process; (15) Citizapshctivities; (16) Nation
identity; (17) Civil society; (18) Free market econy; (19) Political process;
(20) Separation\ distribution of powéCICED, 1999: 12).

Menurut Samsuri, paradigma Pendidikan Kewarganegada Indonesia selama
lebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih banyakikditeratkan kepada pembentukan
karakter kepatuhan warga negara terhadap tafsiv regim yang berkuasa.

“Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rezim (peta@ yang berkuasa)

dianggap sebagai kebajikan warga nedarac virtues) yang dilekatkan pada

misi Pendidikan Kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhini di satu sisi
melahirkan kemunafikan antara wacana dengan timdgdag diharapkan. Di sisi
lain, ukuran keutamaan tindakan warga negara selmdgbat kemunafikan
tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekste seperti tekanan dan
kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatanlipubehingga tindakan yang

diekspresikan seorang individu cenderung bersiaius, (wawancara, 11
Desember 2010).

Penggambaran warga negara yang patuh, hegemanidafs wacana dari negara
terhadap warga negara, serta minimnya peluang bukialys dalam hubungan antara
negara dengan warga negara selama hampir 32 tadkumdaan Orde Baru, pada
gilirannya telah membentuk budaya politik yang kideondusif terhadap demokrasi.
Analisis terhadap buku-buku teks Pendidikan Palecakin Kewarganegaraan (PPKn)
terbitan resmi Departemen Pendidikan dan Kebudaysama Badan Pembinaan
Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan daanidag Pancasila (BP-7) yang
dilakukan oleh Kalidjernih, menunjukkan bagaimanatkya kepentingan politik rezim
mengkonstruksi warga negara sedemikian rupa sel@nde Baru. Buku-buku teks

Pendidikan Kewarganegaraan tersebut sebagai bujb diasekolah menggambarkan
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kuatnya konsep ideologi negara, konstitusi nasjarei ide negara integralistik, sebagai
suatu prinsip panduan dalam narasi bangsa menafsir trezim yang berkuasa
(Kalidjernih, 2005: 360).

Sebelum diperkenalkannya mata pelajaran Pendidik@mnarganegaraan pada
KBK 2004, mata pelajaran Pendidikan Moral Panca@iP) ataupun Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) didominadi abateri nilai-nilai moral
Pancasila.

Lebih lanjut menurut Samsuri, orientasi kajian dajuan PMP maupun PPKn
lebih mirip sebagai pendidikan budi pekerti datdgp#endidikan Kewarganegaraan yang
sesungguhnya.

“Pendidikan Kewarganegaraan sering diidentikkan gdan pendidikan budi
pekerti. Padahal semestinya kompetensi yang dikamnapdari Pendidikan
Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara baikg(good citizen)
yakni sebagai warga negara demokratis yang benngggjawab dan
berpartisipasi  aktif dalam kehidupan politik negam Pendidikan
Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Bamnyk hanya direduksi
menjadi pelajaran untuk menghafalkan nilai-nilairatpbagaimana harus berbuat
baik, dan tidak berbuat buruk”. (Samsuri, 2010: 6)

Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasi berdaB&r 2004 ternyata juga
menuai kritikan. Adapun kritik itu antara lain sghaaberikut:

“Oleh banyak kalangan Pendidikan Kewarganegaraamlimlai sangat kering
dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moralcBsila, namun sarat dengan
kajian konsep-konsep politik dan hukum. Sementargembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal cemdetercerabut dari akar
konteks kehidupan siswa sebagai warga negara. Fumendidikan
Kewarganegaraan pada masa Orde Baru, terjebakasetlagkepentingan rezim,
pengagungan harmoni (selaras, serasi, dan seimbatg)gan menolak
pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Ketifamasi politik dan hukum
nasional bergulir, paradigma Pendidikan Kewargarasgayang masih bercorak
hegemonik cenderung menjadi tidak manarik dan tgmatkan”. (Samsuri,
2010: 6).

Idealnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk membevanga negara yang baik
seharusnya bebas dari kepentingan politik yangnggterlangsung. Dengan kata lain,
bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kebij&élendidikan Kewarganegaraan

tidak tergantung kepada setiap perubahan polizinretetapi mendasarkan diri pada

politik negara sebagaimana dimuat dalam konstituasional. Dengan demikian,
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siapapun yang memerintah atau apapun program peateridealnya substansi kajian
Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata meéngkrubahan haluan politik
yang ada, tetapi ditujukan untuk memperkuat batasmilai dalam sebuah sistem politik
yang disepakati dalam konstitusi. Menurut Samsuri:

“Keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan Kewarggmmaan semasa Orde Lama
dan Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatihtuk melakukan
pembaharuan. Di masa transisi setelah Ketetapan MBERing P-4 dicabut,
Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana mata pelaj@innya juga
mengalami reposisi dan revitalisasi. Reposisi yamgmaksud ialah
penyempurnaan beban pembelajaran dan strukturdtunkuntuk semua satuan
pendidikan. Revitalisasi tampak dengan digulirkannkurikulum berbasis
kompetensi sebagai pengganti model kurikulum selja yang sarat beban
materi pelajaran”, (wawancara, 11 Desember 2010).

Sebagai pembuat kebijakan di bidang kurikulum pikan nasional, Puskur
memiliki peran strategis untuk melakukan pembaharupendidikan melalui
penyempurnaan kurikulum yang tengah mengalamiskrisingkah-langkah penyusunan
kurikulum yang dilakukan Puskur adalah sebagaikberi(l) Pemetaan sejumlah mata
pelajaran Kurikulum 1994 untuk memudahkan langlkatgkah pembaharuan; (2)
Identifikasi kemampuan dasar melalui kajian konkepmampuan dasar, studi banding,
dan pengkajian buku-buku sumber; (3) Validasi dtasil pemetaan kurikulum dan
identifikasi kemampuan dasar dengan menyusun nadl@hampuan dasar mata
pelajaran; (4Piloting (percobaan) penggunaan naskah kemampuan dasapetgaan
di sekolah-sekolah sampel di lima provinsi bersaar@a dengan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah; (5) Validasi haddksanaarpiloting dalam bentuk
sinkronisasi naskah haspiloting menjadi produk Kurikulum Berbasis Kompetensi
(Depdiknas, 2003e: 21). Hasil pemetaan KurikulurB4lthata pelajaran PPKn sebagai
proses pembaharuan kurikulum, menunjukkan perlpayeataan topik-topik kajian nilai
untuk kelas | hingga kelas XII.

“Hasil pemetaan menunjukkan ada sekitar 78 top&i Ppemetaan itu kemudian
lahir Suplemen GBPP 1999 sebagai pengganti Kunkuli994. Pemetaan
Kurikulum 1994 oleh Puskur pada tahun 1999 selatahirkan Suplemen 1999,
ternyata disusun pula kurikulum tandingan yang mkesebagai kurikulum
berbasis kompetensi untuk semua mata pelajaraendua jenjang pendidikan
dasar dan menengah. Berdasarkan hasil pemetagwukumi 1994 mata pelajaran
PPKn, Puskur akhirnya memperkenalkan mata pelageagganti PPKn dengan
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nama Kewarganegaraan. Penggantian nama ini diigplya penggantian
pendekatarsubject matterslengan pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi
dalam mata pelajaran Kewarganegaraan tersebar rdalai pendidikan pra-
sekolah (TK) hingga pendidikan dasar dan menen§&h, SMP, dan SMA”.
(Samsuri, 2010: 19-20).

Bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang pi#isia oleh Puskur
Depdiknas meliputi delapan topik, yaitu: (1) Peausat bangsa; (2) Nilai dan norma
(agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum); (3l manusia; (4) Kebutuhan hidup
warga negara; (5) Pemerintahan; (6) Masyarakat Heatis; (7) Pancasila dan konstitusi;
(8) Globalisasi (Pusat Kurikulum Balitbang, Depdikn2003a: 18).

“Pertama, hasil kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk ajemj
SD/MI dan SMP/MTs menjadikannya satu kajian pend@idiilmu sosial dengan
label mata pelajaran Pengetahuan Sosial dalamktkurn 2004”. Dalam mata
pelajaran Pengetahuan Sosial, ruang lingkup k&amdidikan Kewarganegaraan
dinamai dengan aspek “Sistem Berbangsa dan Beaiegglagai salah satu dari
lima aspek mata pelajaran Pengetahuan Sosial. Keeaspek lainnya dari mata
pelajaran Pengetahuan Sosial tersebut adalakigtim Sosial dan Budaya; (2)
Manusia, Tempat, dan Lingkungan; (3) Perilaku Ekondan Kesejahteraan, (4)
Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan (Pusat KunkuR2003a: 7).

Kedua untuk jenjang SMP/MTs aspek “Sistem BerbangsaBnegara”
dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial memuataspdk: (1) Persatuan
bangsa dan negara; (2) Nilai dan norma (agama,sikaan, kesopanan, dan
hukum); (3) Hak asasi manusia; (4) Kebutuhan hidgépKekuasaan dan politik;
(6) Masyarakat demokratis; (7) Pancasila dan ktusstnegara; (8) Globalisasi
(Pusat Kurikulum, 2003b: 7).

Ketiga, untuk jenjang SMU/MA mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan diberi pengertian sebagai matgapalayang memfokuskan
pada pembentukan diri yang beragam dari segi agaisia;kultural, bahasa, usia,
dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indoryasig cerdas, terampil,
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasil&Jtddh 1945. Mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai walrdok membentuk warga
negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yamtigq kepada bangsa dan
negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya databiasaan berpikir dan
bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UdR $@dangkan tujuan mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraa masih samaddogian mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan versi Agustus 2002’5gPKkurikulum, 2003d: 7).

Seiring dengan langkah Puskur memperbaharui Wk mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, pada tahun 2002/20@XtDiat Pendidikan Menengah
Umum Ditjen Dikdasmen ikut membuat draf Standar etensi mata pelajaran
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Pendidikan Kewarganegaraan bersama mata pelagiratyd untuk jenjang SMU. Pada
saat yang sama, Direktorat Pendidikan Lanjutan aRext (PLP) juga melakukan
penyusunan Pedoman Silabus dan Standar Penilatak orata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegraan dan mata pelajaran lain di SMP. iMBendidikan Kewarganegaraan
untuk jenjang SMP meliputi: (1) Hak dan tanggunggh warga negara; (2) Hak asasi
manusia; (3) Prinsip-prinsip dan proses demokr@gi;Lembaga pemerintah dan non-
pemerintah; (5) Identitas nasional; (6) Pemerimaberdasar hukum dan peradilan yang
bebas dan tidak memihak; (7) Konstitusi; (8) Nidai dan norma-norma dalam
masyarakat (Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen, 20£80).

Sampai dengan menjelang pembentukan BNSP berdas&R No. 19 Tahun
2005, Puskur telah memberikan dasar-dasar pentergusunan standar isi mata
pelajaran terutama mata pelajaran PKn untuk jenj@Bghingga SMA. Standar isi
tersebut memberikan gambaran bagaimana produkutunikmata pelajaran PKn yang
dibuat Puskur di masa awal transisi politik perdidi telah membawa kejelasan arah
Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat kompeteri@ligies pijakan keilmuan
(Wawancara dengan Muchson AR).
c. PKn dalam KTSP 2006

Secara substansial standar kompetensi dan kompetEasar Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum Tingkat Satpandidikan (KTSP 2006)
tidak berbeda dengan isi dari PKn menurut KBK 2004SP PKn disusun berdasar
Standar Isi (SK-KD) PKn sebagai standar minimalgybisa dikembangkan lagi oleh tiap
satuan pendidikan.

Dalam naskah lampiran Permendiknas No. 22 tah@® 28ntang Standar Isi
disebutkan bahwa:

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warganegara yang raematan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk mewadjanegara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diatkanaleh Pancasila dan UUD
1945. Sedangkan rumusan dalam naskah Kurikulum 20@dyatakan bahwa
KewarganegaraafCitizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan diri yang beragam dari segi agaos-kultural, bahasa,
usia, dan suku bangsa untuk menjadi warganegaranésih yang cerdas,
terampil, dan berkarakter yang diamanatkan olehc#ala dan UUD 1945”.
(Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

69



Tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah agar rtpessidik memiliki
kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secaraiskritasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisgegrsira aktif dan bertanggungjawab,
dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan berma&syaberbangsa, dan bernegara,
serta anti-korupsi. (3) Berkembang secara posaif demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agart tiaghgp bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsadaamgn dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan mentiaariateknologi informasi dan
komunikasi.

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan persekolahawada ini dapat
disimpulkan dari bagian pendahuluan pada naskatd&tdsi mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan, sebagai berikut:

“(1) Sebagai pendidikan wawasan kebangsaan, yamyiapkan peserta didik
agar memiliki pemahaman yang mendalam dan komitiyemy kuat serta
konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangstdam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ée@adPancasila dan UUD
1945. (2) Sebagai pendidikan demokrasi, yang bbeeusgnyiapkan peserta didik
agar memiliki dan mampu menjalankan hak-hak sebag@ga negara untuk
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam keh&hup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. (3) Berusaha menyiamgsaitg didik agar menjadi
warga negara yang memiliki kesadaran bela negamghargaan terhadap hak
asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestariankufiggn hidup,
tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaa@mbayar pajak, serta
sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepuog”. (Permendiknas No. 22
tahun 2006 tentang Standar Isi).

Adapun ruang lingkup materi mata pelajaran PendidiKewarganegaraan dalam
KTSP 2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

“(1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: Hidikpn dalam perbedaan;
Cinta lingkungan; Kebanggaan sebagai bangsa Indgn@artisipasi dalam
pembelaan negara; Sikap positif terhadap Negaratas Republik Indonesia;
Keterbukaan dan jaminan keadilan. (2) Norma, hukdam peraturan meliputi:
Tertib dalam kehidupan keluarga; Tata tertib sékoldorma yang berlaku di
masyarakat; Peraturan-peraturan daerah; Norma-nodatam kehidupan
berbangsa dan bernegara; Sistem hukum dan perashisional; Hukum dan
peradilan internasional. (3) Hak asasi manusiapugiiHak dan kewajiban anak;
Hak dan kewajiban anggota masyarakat; Instrumeromasdan internasional
HAM; Pemajuan dan penghormatan serta perlindungAM.H(4) Kebutuhan
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warganegara meliputi: Hidup gotong royong; Hargai diebagai warga

masyarakat; Kebebasan berorganisasi; Kemerdekaargemearkan pendapat;
Menghargai keputusan bersama; Prestasi diri; Paaam kedudukan

warganegara. (5) Konstitusi negara meliputi: Pnoldai kemerdekaan dan
konstitusi yang pertama; Konstitusi-konstitusi yampgrnah digunakan di

Indonesia; Hubungan dasar negara dengan kons{i@)skekuasaan dan politik
meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan; Perkeantdaerah dan otonomi;
Pemerintahan pusat; Demokrasi dan sistem politikgdaga politik; Budaya

demokrasi menuju masyarakat madani; Sistem peraBent Pers dalam
masyarakat demokrasi. (7) Pancasila meliputi; Ka#lad Pancasila sebagai
dasar negara dan ideologi negara; Proses perunReacasila sebagai dasar
negara; Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalamdkggain sehari-hari; Pancasila
sebagai ideologi terbuka. (8) Globalisasi melip@iobalisasi di lingkungannya,
Politik luar negeri Indonesia di era globalisasanipak globalisasi; Hubungan
internasional dan organisasi internasional; dan déealuasi globalisasi’.

(Winarno, 2006: 30).

Ruang lingkup materi selanjutnya dituangkan dambdijkan dalam rumusan
standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KDa petajaran PKn menurut jenjang,
tingkat, dan semester. Suatu lingkup materi PKmaleadapat dalam semua jenjang
pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA namun dengan ramustandar kompetensi dan
kompetensi dasar yang berbeda. Misalnya, lingkupernanengenai Pancasila akan
terdapat baik pada jenjang SD, SMP, dan SMA demganusan SK-KD yang berbeda.
Standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagdastiai mata pelajaran PKn jenjang
SD, SMP, SMA dan SMK terdapat dalam lampiran Pedikeras No. 22 Tahun 2006.

Berdasarkan standar isi maka pelajaran Pendidleavarganegaraan ini nantinya
akan berlaku pada jenjang SD dan MI, SMP dan MMA 8an MA serta jenjang SMK
dan MAK. Hal demikian berbeda dengan Kurikulum 200d4ng memberlakukan
Pendidikan Kewarganegaraan di SD dan SMP sebag#rbaari Pengetahuan Sosial
dengan nama mata pelajaran Pendidikan Kewargarsgatan Pengetahuan Sosial
(PKPS). Sedangkan pada jenjang SMK/MAK diberlakukeata diklat Kewarganegaraan
dan Sejarah (Winarno, 2006: 30).

d. Makna PKn Era Reformasi

Makna Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasafadattuk membentuk
manusia beriman dan bertaqwa, cerdas, mandirmf@lalan demokratis serta religius.
Pendidikan Kewarganegaraan pada era Reformasi fkewgi untuk memberdayaan
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warga negara. Dengan misi untuk membentuk wargaaggag baik dengan ciri, aktif
berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bemmeberbudaya politik kewargaan,
berpikir kritis dan kreatif. Substansi materi terdiari politik, hukum, dan moral. Strategi
pembelajaran dialog kritis. Cirinya yang menonjaalah, akar keilmuannya jelas,
intervensi rezim sangat minim, memiliki otonomi lkaian, berfungsi sebagai
pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pekdidimoral. Pada era reformasi ini
Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam pref@msnasi ke arah Pendidikan
Kewarganegaraan dengan paradigma baru. Reformasimitlai dari aspek yang
mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, rewtsi fungsi dan peranan, hingga

restrukturisasi isi kurikulum dan meteri pembelajar

e. Dinamika PKn Orde Lama, Orde Baru, dan Era Refor masi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinamika Peta@idiKewarganegaraan di
Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasahdabagai berikut:

Tabel 60
Dinamika PKn Sejak Orde Lama hingga Era Reformasi

Orde Lama Orde Baru Era Reformasi
1. Kurikulum 1947: mata 1. Kurikulum 1968: 1. Kurikulum Suplemen
pelajararCivicsbelum Civicsberubah 1999: materi P-4
dikenal. nama menjadi dihilangkan dari
Kewargaan PPKn.
Negara.
2. Kurikulum SMP dan 2. Kurikulum 1975: 2. KBK 2004 : PPKn
SMA 1957: terdapat Pendidikan diganti nama menjadi

mata pelajaran Tata Kewargaan Negara Pendidikan
Negara dan Tata diganti nama Kewarganegaraan
Hukum yang di menjadi (PKn).

dalamnya dibahas
konsep
Kewarganegaraan.

Kurikulum SMA 1962:

mata pelajarafivics
muncul untuk yang
pertamakalinya.

Pendidikan Moral
Pancasila (PMP).

Tahun 1978 lahir
TAP MPR tentang
P-4, materi PMP
diberi tambahan P-
4,

Kurikulum 1984:
PMP diganti nama
menjadi
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
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Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan
(KTSP) 2006:
namanya tetap
Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn) hingga
sekarang.



(PPKn).

6. Kurikulum 1994:
nama PPKn tetap
dipertahankan
dengan materi P-4
yang tetap
dominan.

Diolah dari berbagai sumber.

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjangligpikan dasar dan
menengah di Indonesia dapat diringkas sebagai uterfk) Kurikulum 1947 terdapat
mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnymasukkan pengetahuan
mengenai pemerintahan, namun mata pelaj@iacs belum dikenal. (2) Kurikulum
untuk SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajasda Negara dan Tata Hukum
yang di dalamnya dibahas konsep Kewarganegaraasughya mengenai status legal
warganegara dan syarat-syarat kewarganegaraanMd8 pelajaranCivics muncul
pertamakali dalam kurikulum SMA 1962. (4) Tahun 8 3&hir Kurikulum 1968, Civics
berubah nama menjadi Kewargaan Negara; (5) Talrd lahir Kurikulum 1975,
Pendidikan Kewargaan Negara diganti nhama menjadindidikan Moral Pancasila
(PMP); (6) Tahun 1978 lahir TAP MPR tentang P-4tamaPMP diberi tambahan P-4
(Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasilajalfdp 1984 lahir Kurikulum
1984, PMP diganti nama menjadi Pendidikan Parecasih Kewarganegaraan (PPKn),
materi P-4 masih mendominasi. (8) Tahun 1994 [&hirikulum 1994, nama PPKn
tetap dipertahankan dengan materi P-4 yang tetapindo. (9) Tahun 1999, setelah
reformasi TAP MPR tentang P-4 dicabut, keluar Kuldkn Suplemen 1999, materi P-4
dihilangkan dari PPKn. (10) Tahun 2004 lahir KBKPKh diganti nhama menjadi
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (11) Tahun 20BK Hiadopsi menjadi Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) namanya tetap iBiklad Kewarganegaraan (PKn)

hingga sekarang.

E. Pembahasan
1. Dinamika PKn (Refleksi Politik Pendidikan dan Kurikulum)

Setiap masyarakat di belahan bumi manapun sangatiambakan generasi
mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara Yalg dan dapat berpartisipasi

aktif dalam kehidupan masyarakat dan negaranyak Aadalah warganegara yang
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sedang dalam proses, karena masih harus dididiadiewarganegara dewasa yang
sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itsyanakat sangat mendambakan
generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi waggaae yang baik dan dapat
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan aegar Tidak ada tugas yang lebih
penting dari pengembangan warga negara yang baikbeaanggungjawab. Warga
negara berakhlak mulia, berkarakter, bertanggum@ha dan demokratis. Karena itu
Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana pemntirigk memelihara dan
mentransformasikan nilai-nilai politik dari suaiatem politik melalui proses pendidikan
di sekolah (Dawson, Prewitt, dan Dawson, 1997: Rgmun sebaliknya, Pendidikan
Kewarganegaraan sering mencerminkan sistem poléientu. Dalam prakteknya
Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai sa@sialisasi nilai-nilai politik
kepada siswa. Dari sini nampak bahwa Pendidikanafganegaraan dapat dipergunakan
sebagai alat untuk memelihara kepentingan kekuasam dalam bentuk indoktrinasi
serta pembentukan hegemoni ideologis (Cogan, 1%98:

Orde Lama, dan Orde Baru memiliki perhatian yangabeterhadap mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal itu ddpeétat dari berbagai kebijakan
pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraarg yamat dipengaruhi oleh
perubahan-perubahan situasi politik dan kenegazta era masing-masing. Jika
dicermati setiap rezim sering menempatkan Pendidik@warganegaraan sebagai “alat
politik” bukan sebagai “alat pendidikan politik” iyg didasari oleh nilai-nilai demokrasi,
tetapi justru untuk mengarahkan dan mendominasii-nilai yang memungkinkan
sebuah rezim untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen pentifgndaistem sosial politik di
setiap negara, baik negara maju maupun negararesakey. Keduanya bahu membahu
dalam proses pembentukan karakteristik masyarakauatu negara. Lebih dari itu,
keduanya satu sama lain saling menunjang dan salamgisi. Lembaga-lembaga dan
proses pendidikan berperan penting dalam membepaukaku politik masyarakat di
negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembagddga politik dan proses politik di
suatu negara membawa dampak besar pada karaktpestilidikan di negara tersebut.

Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikarpdhtik disetiap negara. Hubungan
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tersebut adalah realitas empiris yang telah tegagik awal perkembangan peradaban
manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan (M.z8i2D01: 3).

Adalah suatu fakta bahwa dalam praktek penyeleaggapendidikan dalam suatu
masyarakat dilatarbelakangi oleh filosofi, nilaiprma, ataupun suatu prinsip-prinsip
yang dipilih oleh masyarakat atau pihak-pihak y&@egkuasa di suatu negara. Negara
yang merupakan institusi hasil kontrak sosial mimitugas memberi pelayanan
terhadap warga negara, bekerja atas dasar filositdi, ataupun prinsip-prinsip yang
terpilih tersebut. Hal ini terjadi sebab proses geaktek pendidikan merupakan bagian
dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginasyaskat dalam mewujudkan sesuatu
yang dicita-citakangpcial ideal3.

Untuk mewujudkan social ideals tersebut maka pihak penyelenggara pendidikan
pada prinsipnya mempunyai dua peran pentPertama proses pendidikan sebagai
lembaga yang mentransmisikan nilai-nilai, sistersiagdp maupun struktur sosial yang
ada.Kedug tujuan yang sebenarnya dari pendidikan adalapeban untuk membangun
atau merubah tatanan yang ada ke arah yang lelithlebih sejahtera dan lebih adil.
Kedua peran inilah yang selalu menjadi permasalatianlunia pendidikan, sebab
keduanya relatif sering bertentangan. Pada satuesibaga pendidikan dianggap alat
dan tempat yang sangat strategis untuk mempertahaldai-nilai, budaya atau
kebijakan-kebijakan yang telah terpola, di sisnl&mbaga ini pun mempunyai misi
untuk perubahan, kebebasan, dan keadilan. Adanmpagean ini sebenarnya merupakan

refleksi dan kehendak cita-cita sosial yang berlatasuatu masyarakat.

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (Nezar dan Addi99: 50) dikemukakan
selama negara dengan kekuatan represif, negaranggesgunya juga menjalankan
kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu nggangkan kekuasaannya. Salah
satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembagalianggap sangat strategis
karena memiliki fungsi utama dalam mentransfornasikegenap pengetahuan kognitif
(cognitive knowledge nilai-nilai (valueg, dan keterampilanskill), kepada pada peserta
didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inlasesungguhnya dapat dimasuki dan
diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (pexsgu negara) yang selanjutnya
lembaga pendidikan dipaksa untuk bersedia menamantkaatan ideologi dan

kepentingan negara.

75



Gramsci mengakui bahwa dalam masyarakat memanglu selda yang
memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kshnidi, beliau melihat, jika pemimpin
akan memerintah dengan efektif, maka jalan yanglildimdalah meminimalisasi
resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pemihgims menciptakan ketaatan yang
spontan dari yang diperintah. Secara ringkas Gramemformulasikan sebuah kalimat,

“bagaimana caranya menciptakan hegemoni”.

Ketika penguasa menggunakan idologi untuk membekégatuhan masyarakat,
maka ideologi tersebut telah berubah menjadi hegenitegemoni merupakan bentuk
penguasaan kepada masyarakat melalui cara-caratig@kgdisadari oleh masyarakat.
Kepatuhan itu dibangun melalui nilai-nilai morahng diciptakan negara (penguasa) dan
ditanamkan dengan cara-cara intelektual, sehinggsyanakat tanpa sadar mematuhi
sebagai bentuk konsensus atau kontrak sosial ddmddpan bersama. Menurut Gramsci
pendidikan dan mekanisme kelembagaan seperti $ekphktai-partai politik, media
massa menjadi “tangan-tangan” kelompok elite yamgkumsa untuk menentukan
ideologi yang dominan yang menjadikan masyarakbetgemoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lamaasakan hegemoni negara
tersebut, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Bamnyak cara dilakukan negara,
mulai dari diberlakukannya suatu undang-undangikilum yang tersentralisasi dan
dibuat ahli yang dipilih negara, membina dan meptikan guru agar loyal pada
negara, sampai peran negara mengawasi kegiataaktigitas di lembaga pendidikan.
Walaupun reformasi telah berlangsung ternyata smlitk merubah hegemoni tersebut
dengan cepat.

Pembaharuan kurikulum merupakan keharusan dalato sistem pendidikan
agar pendidikan tetap relevan dengan tuntuan zan®sdemikian pentingnya
pembaharuan kurikulum, sehingga ada pemeo mengatbihwa suatu kurikulum
disusun untuk diubah dan terus disempurnakan. Hasgagan demikian, maka
kurikulum akan selalu dinamis dan mengikuti perkangan zaman.

Dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia, teldékukan beberapa kali
pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu tahun 1948819975, 1984, 1994, 2004 dan
2006. Dalam sejarah penerapan kurikulum pendidikaindonesia, model perubahan

atau pembaharuan kurikulum yang terjadi lebih blnparsifat komprehensif dan
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berskala luas. Pengalaman selama ini menunjukkdnwdaPemerintah dan sistem

pendidikan secara keseluruhan amat mudah tergddlk omengubah dan memperbaharui
kurikulum dalam skala luas, dengan kurang mempergkan apa akibat dan dampaknya
bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Dargglaman selama ini yang terungkap
bahwa letak kelemahan kurikulum di Indonesia tenatgpada bagaimana kurikulum

tersebut diimplementasikan secara sungguh-sungghihgga memberikan nilai tambah

yang nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Haberlaku pada semua tingkatan
mulai SD hingga SLTA.

Persoalan kurikulum tidak hanya bersifat teknigeka dalam kurikulum selalu
tersembunyi ide serta nilai-nilai yang sebenarnygaldakan oleh penguasa.
Perkembangan dan perubahan kurikulum biasanya tilegpas dari keinginan penguasa
dan juga ditentukan hegemoni yang ada dalam mdsytgpada saat kurikulum itu lahir.
Hal ini juga disebuhidden curriculumdi mana kurikulum yang berlaku ditentukan oleh
birokrasi pemerintahan yang dikuasai oleh golorajan

Mata pelajaran yang paling dinamis dan sering karseiring perubahan rezim
adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut ini adatontohnya. Pendidikan
Kewarganegaraan sebelum kemerdekaan atau pada l#india Belanda dikenal dengan
namaBurgerkunde Pada waktu itu ada dua buku resmi yang digungk#n Indische
Burgerschapkundeserta Rech en Plich. Menurut Bambang Daroesolntlische
Burgerschapkunde,yang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnyd8 Wolter
Maatschappij N.V. Groningen, Den Haag, Batavia tahun 1984wat pengajaran
Burgerkundegentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Bedaaghr rakyat jajahan
lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pataériHindia Belanda, sehingga
diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda gaebmusuh tetapi justru
memberikan dukungan dengan penuh kesadaran datgkajavaktu yang panjang.

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajarandikandKewarganegaraan
yang berdiri sendiri dan diajarkan pada pendidilcemal. Yang ada pada saat itu adalah
Pendidikan Budi Pekerti, yang berisi nilai-nilankasyarakatan, adat, dan agama. Belum
ada Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat skspli

Tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kgarsggaraan, yang isi

pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewargaremar (2) Hak dan kewajiban
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warga negara; (3) Tata Negara dan Tata Hukum. &eligl tersebut semata-mata
beraspek kognitif (Soenarjati dan Cholisin, 198B. 1

Tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di nedadonesia. UUDS 1950,
dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 1969, dan berlaku kembali UUD
1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampalandabidang pendidikan
diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak delgarkenalkannya mata pelajaran
Civics pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaravarfjanegaraan. Mata
pelajaranCivics berisi: (1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUB), Pidato-pidato
politik kenegaraan yang terutama diarahkan umaton and character buildindpagi
bangsa Indonesia”. (Muchson dkk., 2001: 16).

Dalam kurikulumCivics di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah nasipn
(2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; (4) Pancagi§ Pidato-pidato kenegaraan
presiden; (6) Pembinaan persatuan dan kesatuansdanguku sumber yang
dipergunakan adalahCivics Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan singkata#BRPI. Metode pengajarannya lebih
bersifat indoktrinatif. Buku pegangan untuk murielum ada (Soenarjati dan Cholisin,
1989: 17-18). TUBAPI isinya meliputi: (1) LahirnyRancasila; (2) UUD 1945; (3)
Manipol, merupakan pidato presiden tanggal 17 Agu&059 yang berjudul “Penemuan
Kembali Revolusi Kita” yang intinya ditegaskan paguldato presiden pada tanggal 17
agustus 1960 meliputi caturlogi, yakni: semanagiamal, konsepsi nasional, keamanan
nasional, dan perbuatan nasional; (4) Jalannya |IR&EWita (Jarek); (5) Pidato presiden
RI di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960 pangdul “Membangun Dunia
Baru” dinilai sebagai salah satu tonggak sejaraji bardirinya Gerakan Non Blok; (6)
Manipol USDEK; (7) Amanat presiden tentang Pembaag Semesta Berencana di
depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada taB6R2 istilah Civics diganti
dengan istilah Kewargaan Negara, atas anjuran &rargjo, SH, yang pada waktu itu
menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahanidasdrkan atas tujuan yang ingin
dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik.

Pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah pada Wiafkulum yang
diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 1952, misalnyangslompokan mata pelajaran
dibagi dalam tiga bagian: pokok, penting, dan pgtep. Setelah tahun 1960-an,
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komposisi mata pelajaran dikategorikan ke dalanorkpbk dasar, khusus, penyerta,
prakarya, dan krida. Ketika pengaruh PKI menguakampenjabarannya mengikuti

Instruksi Menteri menyangkut Kurukulum Pancawarda®agaimana yang berlaku di
SD, meliputi kelompok perkembangan moral, perkerghanntelektual, perkembangan
emosional/ artistik, perkembangan keprigelan, derkgmbangan jasmani. Setelah PKI
dibubarkan, pendidikan diarahkan kepada pemurngncdsila, maka mata pelajarannya
pun dirubah berdasarkan pengelompokan pembinaaa jRancasila, pembinaan

pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan kiReubahan pola pengelompokan
mata pelajaran masih terus berlanjut pada kurikuk®v5. Pada kurikulum ini mata

pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian: pendidikmum, pendidikan akademis,
dan pendidikan keterampilan, dan hal ini berlakmsa dengan Kurikulum 1984 untuk

SD/MI dan SMP/MTSs.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 196&dserdalam kelompok
“Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasarpun sekolah menengah. Bedanya
di sekolah dasar kelompok mata pelajaran terdirii dBendidikan Agama,
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daer@lalaRaga. Sedangkan di SMA
tanpa Bahasa Daerah. Bahan-bahan pengajaran Ramdidewarganegaraan menurut
Kurikulum 1968 tersebut digunakan sampai dengaretapkannya Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 dengan nareadilikan Moral Pancasila”
(PMP) sebagai nama bidang studi untuk Pendidikawafganegaraan yang tujuannya
adalah membentuk warganegara Pancasilais yang dreiein bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPBR INMPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila @< materi bidang studi
Pendidikan Moral Pancasila dilengkapi atau bahkdondinasi oleh materi dan bahan-
bahan P4. Dampak selanjutnya P4 cenderung sebag@nbindoktrinasi untuk
pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai brémimal yang dihasilkan oleh
lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif aiaal instrumen yang birokratik untuk
digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikaigdi maupun di masyarakat (Abdul
Azis Wahab, 2007: 699).

Perubahan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975,rdaenpak sebagai

berikut: Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegarwtas dasar Keputusan MPR 1978
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diganti dengan nama baru yang dikenal dengan P&adidVoral Pancasila (PMP).
Pendidikan Moral Pancasila merupakan mata pelajgaag menyangkut Pancasila dan
UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bejls#npaut diantaranya mata
pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Sedangidungan mata pelajaran sejarah,
ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang studi lImungetahuan Sosial, dan saat ini
diberi nama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. ydafj sama masih tetap berlaku
saat diberlakukannya Kurikulum 1984 sebagai perajasuKurikulum 1975 (Abdul Azis
Wahab, 2007: 701).

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/18%8a pelajaran ini
berubah nama menjadi Pendidikan Moral PancasilaP)Rdda kurikulum 1975. Dengan
ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentaReg4, maka terjadilah
perkembangan yang cukup substantif mengenai maidjaran ini, yakni sangat
dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam [as@je ringkas tentang PMP oleh
Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa: Hakikat PMP Kitkin adalah pelaksanaan P-4
melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap srhsung hingga berlakunya Kurikulum
1984 maupun Kurikulum1994, dimana PMP telah berutemia menjadi PPKn. Dalam
perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secasmiréidak lagi dipakai dalam
Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR INdRR/1978 tentang P-4 telah
dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKnkW{wm 1994 adalah
merupakan: Wahana untuk mengembangkan dan mekestaniiai luhur dan moral yang
berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharalaiat diwujudkan dalam bentuk
perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa, bsébagai individu maupun sebagai
anggota masyarakat, warganegara, dan makhluk nipfasdhan Yang Maha Esa.
Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas adalahglariseperti yang tercantum di dalam
penjelasan UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 Ayat @ju\perilaku yang memancarkan
iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalasyarakat yang terdiri dari
berbagai golongan agama, perilaku yang bersifatakeisiaan yang adil dan beradab,
perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalamamssy yang beraneka ragam
kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatarg yaengutamakan kepentingan

bersama di atas kepentingan perseorangan dan gol@aipingga perbedaan pemikiran,
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pendapat, ataupun kepentingan dapat di atasi metalayawarah dan mufakat, serta
perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan ikeeadosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1898yebabkan isi dan visi
Pendidikan Kewarganegaraan perlu disesuaikan desgyaangat reformasi. Pendidikan
Kewarganegaraan era Reformasi berdasar KBK 2004 KdeBP 2006 ternyata juga
menuai kritikan. Oleh banyak kalangan Pendidikanv&ganegaraan ini dinilai sangat
kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilarahPancasila, namun sarat dengan
kajian konsep-konsep politik dan hukum.

Idealnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk membevanga negara yang baik
seharusnya bebas dari kepentingan politik yangnggterlangsung. Dengan kata lain,
bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kebij&élendidikan Kewarganegaraan
tidak tergantung kepada setiap perubahan politinretetapi mendasarkan diri pada
politik negara sebagaimana dimuat dalam konstituasional. Dengan demikian,
siapapun yang memerintah atau apapun program peateridealnya substansi kajian
Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata meéngkrubahan haluan politik
yang ada, tetapi ditujukan untuk memperkuat batsmilai dalam sebuah sistem politik
yang disepakati dalam konstitusi.

Keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan Kewargarean semasa Orde Lama
dan Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatfud melakukan pembaharuan. Di
masa transisi setelah Ketetapan MPR tentang PabdicPendidikan Kewarganegaraan
sebagaimana mata pelajaran lainnya juga mengakgosisi dan revitalisasi. Reposisi
yang dimaksud ialah penyempurnaan beban pembeiajiama struktur kurikulum untuk
semua satuan pendidikan. Revitalisasi tampak dedgatirkannya kurikulum berbasis
kompetensi sebagai pengganti model kurikulum set®ja yang sarat beban materi
pelajaran.

Sebagai pembuat kebijakan di bidang kurikulum pikan nasional, Puskur
memiliki peran strategis untuk melakukan pembaharupendidikan melalui
penyempurnaan kurikulum yang tengah mengalamiskrissngkah-langkah penyusunan
kurikulum yang dilakukan Puskur adalah sebagaikbéri(l) Pemetaan sejumlah mata

pelajaran Kurikulum 1994 untuk memudahkan langleatgkah pembaharuan; (2)
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Identifikasi kemampuan dasar melalui kajian konkempmampuan dasar, studi banding,
dan pengkajian buku-buku sumber; (3) Validasi dtasil pemetaan kurikulum dan
identifikasi kemampuan dasar dengan menyusun nadl@hampuan dasar mata
pelajaran; (4Piloting (percobaan) penggunaan naskah kemampuan dasapetgaan

di sekolah-sekolah sampel di lima provinsi bersaar@a dengan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah; (5) Validasi haddksanaamiloting dalam bentuk
sinkronisasi naskah haspiloting menjadi produk Kurikulum Berbasis Kompetensi
(Depdiknas, 2003e: 21). Hasil pemetaan KurikulurB4lthata pelajaran PPKn sebagai
proses pembaharuan kurikulum, menunjukkan perlpayetaan topik-topik kajian nilai
untuk kelas | hingga kelas XII.

Hasil pemetaan menunjukkan ada sekitar 78 topiki pemetaan itu kemudian
lahir Suplemen GBPP 1999 sebagai pengganti Kunkul994. Pemetaan Kurikulum
1994 oleh Puskur pada tahun 1999 selain melahi8upiemen 1999, ternyata disusun
pula kurikulum tandingan yang dikenal sebagai kultikn berbasis kompetensi untuk
semua mata pelajaran di semua jenjang pendidikaar ddan menengah. Berdasarkan
hasil pemetaan Kurikulum 1994 mata pelajaran PBGskur akhirnya memperkenalkan
mata pelajaran pengganti PPKn dengan nama Kewajgeas. Penggantian nama ini
diikuti upaya penggantian pendekatsnbject mattersdengan pendekatan berbasis
kompetensi. Kompetensi dalam mata pelajaran Kewaggaan tersebar mulai dari
pendidikan pra-sekolah (TK) hingga pendidikan dat@am menengah, SD, SMP, dan
SMA.

Bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang pi#isia oleh Puskur
Depdiknas meliputi delapan topik, yaitu: (1) Peausat bangsa; (2) Nilai dan norma
(agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum); (3 manusia; (4) Kebutuhan hidup
warga negara; (5) Pemerintahan; (6) Masyarakat Heatis; (7) Pancasila dan konstitusi;
(8) Globalisasi (Pusat Kurikulum Balitbang, Depdikn2003a: 18).

Pertama, hasil kajian Pendidikan Kewarganegaraan untukajemjSD/MI dan
SMP/MTs menjadikannya satu kajian pendidikan ilmsial dengan label mata pelajaran
Pengetahuan Sosial dalam “kurikulum 2004”. Dalantanpeelajaran Pengetahuan Sosial,
ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraarardai dengan aspek “Sistem

Berbangsa dan Bernegara” sebagai salah satumarakpek mata pelajaran Pengetahuan
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Sosial. Keempat aspek lainnya dari mata pelajasg&ahuan Sosial tersebut adalah:
(1) Sistem Sosial dan Budaya; (2) Manusia, Temgat) Lingkungan; (3) Perilaku
Ekonomi dan Kesejahteraan; (4) Waktu, Keberlanjutaan Perubahan (Pusat
Kurikulum, 2003a: 7).

Kedua untuk jenjang SMP/MTs aspek “Sistem BerbangsaBEmegara” dalam
mata pelajaran Pengetahuan Sosial memuat sub g&pdkersatuan bangsa dan negara,;
(2) Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopasteam hukum); (3) Hak asasi manusia;
(4) Kebutuhan hidup; (5) Kekuasaan dan politik; (dasyarakat demokratis; (7)
Pancasila dan konstitusi negara; (8) GlobalisassgPKurikulum, 2003b: 7).

Ketiga, untuk jenjang SMU/MA mata pelajaran Pendidikan deyanegaraan
diberi pengertian sebagai mata pelajaran yang nierskan pada pembentukan diri yang
beragam dari segi agama, sisio-kultural, bahasa, dan suku bangsa untuk menjadi
warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dekatakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Pendidikawadfganegaraan berfungsi
sebagai wahana untuk membentuk warga negara yadgsceéerampil, dan berkarakter
yang setia kepada bangsa dan negara Indonesiandemgi@fleksikan dirinya dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan @mBancasila dan UUD 1945.
Sedangkan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewaggaaa masih sama dengan tujuan
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan versstAgu2002”. (Pusat Kurikulum,
2003d: 7).

Seiring dengan langkah Puskur memperbaharui Wk mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, pada tahun 2002/20@XtDiat Pendidikan Menengah
Umum Ditjen Dikdasmen ikut membuat draf Standar IKetensi mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan bersama mata pelagiratyd untuk jenjang SMU. Pada
saat yang sama, Direktorat Pendidikan Lanjutan aRext (PLP) juga melakukan
penyusunan Pedoman Silabus dan Standar Penilatak orata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegraan dan mata pelajaran lain di SMP. iMBendidikan Kewarganegaraan
untuk jenjang SMP meliputi: (1) Hak dan tanggunggh warga negara; (2) Hak asasi
manusia; (3) Prinsip-prinsip dan proses demokr@gi;Lembaga pemerintah dan non-

pemerintah; (5) Identitas nasional; (6) Pemerimab@dasar hukum dan peradilan yang
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bebas dan tidak memihak; (7) Konstitusi; (8) Nidai dan norma-norma dalam
masyarakat (Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen, 20£80).

Sampai dengan menjelang pembentukan BNSP berdas&R No. 19 Tahun
2005, Puskur telah memberikan dasar-dasar pentergusunan standar isi mata
pelajaran terutama mata pelajaran PKn untuk jenj@Bghingga SMA. Standar isi
tersebut memberikan gambaran bagaimana produkutunikmata pelajaran PKn yang
dibuat Puskur di masa awal transisi politik perididi telah membawa kejelasan arah
Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat kompetekaliges pijakan keilmuan. Dari
hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas depapulkan sebagai berikut:
a. Dinamika Politik Pendidikan era Orde Lama, CBdeu, dan Reformasi

Tahun 1945-1966 Indonesia di bawah pemerintaharkaBoe (Orde Lama).
Politik pendidikan era Orde Lama dapat dibagi daliga periode seiring dinamika
politik yang mempengaruhinya. (1) Periode 1945-198@varnai oleh  semangat
revolusi, pendidikan bertujuan untuk menanamkanasgat dan jiwa patriotisme. (2)
Periode 1950-1959, diwarnai oleh demokrasi libegaéndidikan bertujuan untuk
membentuk manusia susila yang cakap dan warga axegamng demokratis serta
bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakatashah air. (3) Periode 1959-
1966, diwarnai oleh Manipol USDEK, pendidikan bgram melahirkan warganegara
sosialis Indonesia yang susila. Pendidikan nasiopatla era Orde Lama yang
berlangsung sejak 1945 hingga 1966, tetap berlaadaBancasila. Meskipun selama
periode ini Indonesia menggunakan tiga UUD, tetigbam perjalanannya megarah pada
bentuk demokrasi terpimpin dengan kepemimpinan lusi@ner untuk membangun
masyarakat sosialis.

Tahun 1966-1998 Indonesia diperintah oleh Soel{@tde Baru). Peralihan dari
Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi pernhasidik pendidikan nasional.
Implikasi dari pembubaran PKI, menimbulkan penutupakolah-sekolah yang bernaung
di bawah PKI dan organisasi yang ada di bawahnyik& PKI dibubarkan, serta
dilakukan pemurnian Pancasila, tujuan pendidikansiomal berubah menjadi
"membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkatentian-ketentuan yang

dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945”". Perubahandasar tersebut menunjukkan
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bahwa ideologi Manipol USDEK telah diganti secaggas menjadi falsafah Pancasila.
Orde Baru diwarnai semangat pembangunan ekononsatli sisi dan di sisi lain
meletakkan kembali Pancasila sebagai dasar ne§armangat itu selalu ditekankan
dalam pendidikan. Penataran P-4 wajib diberikara#ap setiap siswa yang diterima di
sekolah, di samping masih adanya mata pelajaranaBiéa Mata pelajaran PMP dan
PPKn sangat didominasi materi P-4. PMP termasuly yaempengaruhi kenaikan kelas
dan kelulusan sekolah. Setelah EBTANAS diberlakukBMP menjadi komponen
bidang studi yang mempengaruhi nilai komulatif DAXWEDaftar Nilai EBTANAS
Murni). DANEM berfungsi sebagai standar memasukijgeg pendidikan di atasnya.
Tujuan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan parswas menjadi manusia
pembangunan yang memiliki jiwa Pancasila.

Era Reformasi dimulai sejak 1998. Reformasi adafgmbaharuan, perubahan
paradigma lama ke dalam paradigma baru, sebaggkdbnperbaikan terhadap kondisi
sebelumnya. Politik pendidikan pada era Reformafasdrkan pada UU Sisdiknas No.
20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa tujuan pé@didnasional adalah untuk,
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serémlapan bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupangsdanbertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sé&headtif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggundpjad®editik pendidikan pada masa ini
lebih diwarai upaya membangun kehidupan sekolaly g@mokratis, religius, berakhlak,
cerdas, kreatif, dan mandiri.

b. Dinamika Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikas& dan Menengah era

Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Lanfa) Tujuan
menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, dalamgk@aamembentuk warga negara
yang baik, yakni warga negara sosialis Indoneargyysusila. (2) Materi/ isi pelajaran
didominasi oleh Manipol USDEK sehingga akar keilmusm menjadi tidak jelas.
Dirancang untuk mendukung penguatan negara, paphda rezim, serta pendukung

setia status quo. (3) Metode pembelajarannya meradgum indoktrinasi dan hegemoni.

85



Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan era Orde B@ruTujuan membentuk
manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila sertausimalndonesia seutuhnya.
Materi/ isi pelajaran mencakup P-4 sangat domihddD 1945, GBHN, dan Sejarah
Kebangsaan. Sebagaimana Orde Lama, PKn Orde Bgaujtancang untuk mendukung
penguatan negara, patuh kepada rezim, serta peamglugetia status quo. Metode
indoktrinasi melalui penataran P-4 dilakukan kepaéturuh siswa dan mahasiswa,
bahkan PNS, Korpri, birokrat, guru, dan tokoh meeat.

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada era Refer (1) Tujuan
memberdayaan warga negara, yakni membentuk wargenggng aktif berpartisipasi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbpdéia kewargaan, berpikir kritis
dan kreatif. (2) Materi/isi pelajaran terdiri d@olitik, hukum, dan moral. PKn pada era
ini akar keilmuannya jelas, intervensi rezim sangatim, berfungsi sebagai pendidikan
demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan mofd). Metode pembelajarannya

menggunakan dialog kritis.

c. Dinamika Makna PKn pada Jenjang Pendidikan DdeamMenengah, era Orde
Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Makna PKn pada masa Orde Lama sesuai dengan tpgrsidikan nasional
waktu itu, yaitu menanamkan jiwa patriotisme dasioalisme, semangat melakukan
revolusi untuk menuju masyarakat sosialis Indonesia

Makna PKn pada masa Orde Baru sesuai dengan tgeadidikan nasional
waktu itu, yaitu membentuk manusia pembangunan \aagiwa Pancasila untuk
mendukung kemajuan ekonomi dan moral Pancasila.

Makna PKn pada era Reformasi sesuai dengan tujeadigikan nasional pada
saat ini, yaitu untuk pemberdayaan warga negarayumekan masyarakat Indonesia
yang demokratis dalam kemajemukan, menjunjunggtingk asasi manusia, taat pada
hukum, dan berwawasan global.

2. Pengembangan Pendidikan K ewar ganegar aan ke Depan

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan ueemtuintuk menyiapkan

generasi muda menjadi warga negara yang baik, wamggara yang memiliki

pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang digar untuk berpartisipasi aktif dalam
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masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraan tidakhbekmata-mata menjadi alat
kepentingan kekuasaan rezim, tetapi harus mendasadii pada politik negara

sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi tgerhaemua pihak,
pemerintah, LPTK yang memiliki Prodi PKn, KomuniKn, maupun para guru PKn di
lapangan. Tidak ada tugas yang lebih penting begiah bangsa selain mengembangkan
warganegara yang bertanggungjawab, dan terdidikmdReasi dipelihara oleh
warganegara yang memiliki pengetahuan, kemampuam,kdrakter yang dibutuhkan.
Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegatedap nilai dan prinsip
fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terlida bebas, tak mungkin
terwujud. Oleh karena itu tugas dari para pendigémbuat kebijakan, dan angaisil
society lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya PéagidKewarganegaraan

kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua indtangjaran pemerintahan.

Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sudah metgadian dari instrumen
pendidikan nasional. Mata pelajaran ini dibangungd® paradigma sebagai berikut:
Pertama secara kurikuler dirancang sebagai pembelajarang ybertujuan untuk
mengembangkan potensi individu agar menjadi waiggnaelndonesia yang berakhlak
mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawébdua, secara teoritik dirancang
sebagai pembelajaran yang memuat dimensi kogaitgktif, dan psikomotorik yang
terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, demakrdan bela negaraketiga secara
pragmatik dirancang sebagai pembelajaran yangjbartunewujudkan perilaku sehari-
hari warganegara dalam kehidupan bermasyarakdiambgsa dan bernegara agar sesuai
dengan moral Pancasila.

Akan tetapi sejak diimplementasikan pada berbjggés dan jenjang, Pendidikan
Kewarganegaraan belum sesuai dengan harapan. dndika terjadinya salah arah
tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Pembalajadan penilaian Pendidikan
Kewarganegaraan lebih menekankan pada dimensitiagaja. Pengembangan dimensi-
dimensi lainnya belum mendapat perhatian yang mamé2) Pengelolan kelas belum
kondusif untuk memberikan pengalaman belajar yaargrakna dalam mengembangkan
perilaku siswa. Hasil belajar Pendidikan Kewargamagn yang belum mencapai

keseluruhan dimensi secara optimal menunjukkan datwuan kurikulernya belum
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dapat tercapai sepenuhnya. Selain kendala intePasididikan Kewarganegaraan juga
menghadapi kendala eksternal yaitu tuntutan dabidmai lapisan masyarakat berkaitan
dengan semangat demokratisasi yang semakin menirdgkagan segala eksesnya.
Pendidikan Kewarganegaraan yang seharusnya sangardemuatan afektif namun
dilaksanakan secara kognitif. Pendidikan Kewargarean dianggap obat mujarab
(panaceajuntuk mengatasi persoalan kehidupan para siswsukhya yang menyangkut
perilaku dan moral. Namun demikian, kritikan danttitan tersebut sudah seharusnya
direspon dan diakomodasikan secara proporsionankamemang pendidikan secara
umum dan Pendidikan Kewarganegaraan secara khusan hanya tanggungjawab
pemerintah saja tetapi juga tanggungjawab seluarhpnen masyarakat, bangsa, dan
negara Indonesia. Tanggungjawab bersama untuk nesggmarakan pendidikan yang
berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujuddradeanat nasional.

Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Imelkia dihadapkan pada
berbagai persoalan dan situasi global yang berkegiloapat setiap waktu baik yang
bermuatan positif maupun yang bermuatan negatifidklemampuan bangsa Indonesia
dalam merancang program pendidikan yang mengakasikaaa kecenderungan dan
persoalan global tersebut berarti akan menghilangkasempatan untuk mengejar
ketertinggalan untuk secara bertahap dapat meaggaj dirinya dengan bangsa-bangsa
yang sudah maju dalam bidang pendidikannya.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut di , at&endidikan
Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolamalf yang berperan sebagai
wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan permsuia slengan potensinya agar
menjadi warganegara yang cerdas dan baik. Pemikn didasari oleh asumsi bahwa
untuk mendidik anak menjadi warganegara yang caetdashaik harus dilakukan secara
sadar dan terencana dalam suatu proses pembelag@an mereka secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keknatspiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhtalia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraadegan harus berorientasi pada
terbentuknya masyarakat sipiivil society), dengan memberdayakan warga negara

melalui proses pendidikan, agar mampu berperam segtara aktif dalam sistem
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pemerintahan negara yang demokratis. Print et 899P5) mengemukakargivic
education is necessary for the building and cowmlstion of a democratic societinilah
visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahateh guru, siswa, serta
masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negagadyi@mpatkan pada posisi yang
lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yanghialus diubah pada posisi yang kuat
dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sispamerintahan yang demokratis
semestinya tidak bersifabp down melainkan lebih bersifabuttom up.Untuk itulah
diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan merdialsikan demokrasi di
kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan mdéahdidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan ke depan harus berupagmberdayakan
warganegara agar mampu berperan aktif dalam sipgmerintahan yang demokratis.
Pendidikan demokrasi menjadi strategis dan mutkadi Iperwujudan masyarakat dan
negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan adagiumy yaenyatakan bahwa demokrasi
dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apdifsiza oleh warganegara yang
demokratis. Warganegara yang demokratis hanya diisentuk melalui pendidikan
demokrasi.

Visi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ke depatujban mewujudkan
masyarakat demokratis merupakan reaksi atas kesalatasa lalu (paradigma lama)
yang ketika itu berlabel Pendidikan Moral Panca@llslP) ataupun Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn). Baik PMP maupun PPKe Baru lebih dimaksudkan
untuk menciptakan warga negara yang patuh. PMP EBKn pada masa itu
sesungguhnya merupakan Pendidikan Kewarganegaraaq lyerfungsi sebagai alat
penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Berdadar tExsebut tidak aneh bila
muncul penilaian bahwa PMP dan PPKn merupakan gvalajyang bersifat politis
daripada akademis. Akibat lebih lanjut mata petajani kurang diminati siswa.

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ke depsmerlukan
restrukturisasi kurikulum dan substansi materidfiga pada masa Orde Lama dan Orde
Baru PMP dan PPKn seakan tidak memiliki vitalitasrang berdaya, dan tidak dapat
berfungsi baik dalam meningkatkan kompetensi keamegaraan para peserta didik.
Para siswa tidak banyak menyukai pelajaran ini dahkerasakan bosan. Para guru

sendiri tidak jarang bingung dengan pembelajarangyailakukan karena tidak
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mantapnya arah, tujuan, dan isi mata pelajaran B¢t PPKn. Salah satu kelemahan
mendasar dari PMP dan PPKn adalah materi yangrkiajatidak memiliki batang
keilmuan yang jelas. Materi yang diajarkan bukanuiltetapi nilai, seperti keadilan,
kejujuran, gotong royong, dan sebagainya. Maka yangdi, PMP dan PPKn bukanlah
mata pelajaran yang bersifat ilmiah, atau lemalardahal keilmuannya. Hal demikian
justru menyusahkan para guru yang mengajarkan sigmwa yang menerimanya.
Layaknya sebuah mata pelajaran, maka seharusnydikné&andasan ilmu yang jelas.

Restrukturisasi materi merupakan bagian yang pgnti@hkan umumnya
dianggap terpenting dalam pembaharuan kurikulunmdidé&kan Kewarganegaraan ke
depan harus terus dikembangkan substansi materinyateri Pendidikan
Kewarganegaraan sebaiknya bersumber dari ilmukgalinu hukum dan moral. Dengan
demikian, mata pelajaran ini nantinya akan memidéiang ilmu yang jelas.

Dengan memperhatikan konsep dan perkembangan Hemdidewarganegaraan
di Indonesia, nampaknya para pengambil keputusdndding pendidikan khususnya di
bidang kurikulum, harus dapat menggunakan pengalanasa lalu itu untuk merancang
masa depan Pendidikan Kewarganegaraan secarabkskirPengalaman masa lalu telah
menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagakeMatsaan semata karena itu
bersifat mono vision serta rentan terhadap perubahan-perubahan palilla akan
dilakukan perbaikan terhadap Pendidikan Kewargamaegalebih mengedepankan dan
menempatkan warganegara sebagai subyek untuk dikggkn agar menjadi
warganegara yang lebih berpikir kritis dan kreapftoaktif, inovatif, demokratis,
menghargai sesama manusia, berbudaya serta merbatbligai hukum dan peraturan
yang berlaku bagi kemajuan dan kesejahteraan nastafAbdul Azis Wahab, 2007:
708).

Bangsa Indonesia tidak boleh lagi mengulangi lahdl&agkah politik yang
keliru, yang cenderung lebih menekankan kepadadsgan dengan menomorduakan
rakyat dan masyarakat dalam sistem kehidupan bgsbhadan bernegara. Pengakuan
terhadap hak-hak individu yang didasari rasa tanggawab harus terus ditumbuhkan,
penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hakmdasasia serta pada kemajuan dan
kesejahteraan rakyat harus sudah mulai menjadr-dasar kebijakan nasional dengan

senantiasa membuka diri terhadap perubahan gl@mbdngan respon yang dilakukan
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secara cerdas. Paradigma baru Pendidikan Kewargia@@eg menuntut dilakukannya
redefinisi dan revitalisasi implementasi konsep ditdikan Kewarganegaraan sehingga
benar-benar menjadi wadah yang dapat membangunna@amgembangkan berbagai
kemampuan warganegara agar dapat lebih sensd#kif, inovatif, kreatif, dan cerdas

sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dantiefdklam kehidupannya sebagai
warganegara dan warga masyarakat (Abdul Azis Wak@07: 709). Redefinisi dan

revitalisasi pengertian serta tujuan Pendidikan #&m@anegaraan akan mendorong
lahirnya paradigma baru Pendidikan KewarganegaBamadigma baru tersebut harus
disusun di atas pilar-pilar demokrasi, antara s&hagai berikut: (1) Konstitusionalisme;
(2) Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Weggaa yang cerdas; (4)

Penghargaan terhadap hak-hak individu; (5) Perg pabas; (6) Supremasi hukum; (7)
Hak asasi manusia; (8) Pembagian dan pembatasaradadn; (9) Peradilan yang
independen; (10) Desentralisasi dan otonomi; (l&¥dfahteraan sosial dan keadilan
sosial; (12) Patriotisme dan nasionalisme.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan tersefenuntut adanya
perubahan dalam seluruh aspek pembelajaran mulai tdguan sampai pada
pengembangan bahan ajar, metode mengajar danigeniyfa. Dari sisi tujuan misalnya
yang umumnya diketahui dari berbagai literatur bahwujuan Pendidikan
Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warganggarpbaik. Yaitu warganegara
yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kemajya. Warganegara juga
dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keteranmpgarta nilai-nilai sosial dan budaya
yang berubah. Warganegara yang tahu tentang hakeseajibannya, tetapi juga mampu
melakukan yang lebih luas dari pada itu sebagdiaaldari perubahan-perubahan yang
cepat dalam era informasi dan globalisasi tersefauy oleh Cogan dan Derricott disebut
warganegara yang “multidimensional.” (Abdul Azis Néd, 2007: 710).

Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita, balReaidikan
Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Bagatsaiskin konsep dan teori,
sehingga lebih dominan wunsur indoktrinasinya. Ol&arena itu Pendidikan
Kewarganegaraan di era Reformasi ini harus digej&bnsep dan teori keilmuannya
sehingga lebih bersifat ilmiah. Metode indoktrinbarus diakhiri, metode dialogis yang
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ilmiah harus dikembangkan dalam pembelajaran P#adid Kewarganegaraan di
sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama dde Baru saat itu
dikembangkan berdasarkan teori hegemoni, yaknaksasi politik dari negara kepada
warganegaranya untuk menguatkan rezim yang sedamkgdsa. Cara seperti itu harus
ditinggalkan pada era Reformasi ini. Pendidikan Keganegaraan harus dijadikan sarana
untuk memberdayakan warga negara dalam rangka nmémkb@asyarakat madani, suatu
masyarakat dimana negara dan warga negara daldsi g@isnbang. Hegemoni negara
yang terlalu kuat mengakibatkan otonomi guru damaini pendidikan pada pada era
Orde Lama dan Orde baru sangat minim dan bahkamdilPada era Reformasi ini
otonomi guru dan otonomi pendidikan dalam bataasbatertentu harus segera
dipulinkan, agar pendidikan tidak dijadikan alagibeezim yang sedang berkuasa untuk
kepentingannya.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan haruslikiestruktur keilmuan
yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukdam filsafat moral /filsafat Pancasila.
Memiliki visi yang kuat mengenai: nation and ch&aduilding, untuk pemberdayaan
warga negara, dalam rangka mengembangkan masyamakkzni. Perlu cara pandang
yang sama, dari berbagai komponen dalam mengemaangPendidikan
Kewarganegaraan di era Reformasi saat ini, antakamlaBmen, Pusat Kurikulum,
Lemhannas, LPTK, serta berbagai komunitas Pendidile@warganegaraan di Indonesia.
Semua komponen tersebut perlu duduk bersama untekunmiskan Pendidikan

Kewarganegaraan yang terbaik bagi Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitianngetdinamika Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) yang terjadi sejak Orde Laf@eje Baru, hingga era
Reformasi, peneliti merekomendasikan, pengembafdan di masa depan yang ideal
bagi Indonesia adalah sebagai berikut: (1) PKrgyaemiliki akar keilmuan yang jelas,
yakni politik, hukum, dan moral, sehingga bersifatiah. (2) PKn yang bebas dari
hegemoni, indoktrinasi, dan kepentingan pragmatis rézim yang sedang berkuasa. (3)
PKn yang mengadopsi nilai-nilai  universal, yangutiakan oleh negara-negara
demokrasi. (4) PKn yang tidak lepas dari bingk#osbfi Pancasila. (5) PKn yang
diwarnai identitas nasional, budaya Indonesia, 8kanTunggal lka, NKRI. (6) PKn
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yang berpedoman pada politik negara dan bangsa adaglalam konstitusi. (7) PKn
yang mengembangkarmivic knowledge, civic skill, dan civic dispotitiogecara
proporsional. (8) PKn yang menghasilkan warga reegalgius, yang menjadi pembeda
dengan yang dikembangkan oleh negara-negara majBadat. (9) PKn yang
memberdayakan warga negara, bukan PKn yang hanydemeuk kepatuhan tanpa daya
kritis. (10) PKn yang mengantarkan menuju masydnadeaani.

BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Dinamika Politik Pendidikan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

Politik pendidikan pada setiap era merupakan jawdeshadap permasalahan
yang dihadapi era tersebut. Politik pendidikan sam®igali tidak bisa dilepaskan dari
konteks lingkungan politik yang melatarinya.
a. OrdeLama

Politik pendidikan periode awal kemerdekaan 1945019 diwarnai oleh
semangat revolusi, pendidikan bertujuan untuk mamkan semangat dan jiwa
patriotisme. Politik pendidikan periode 1950-19%fwarnai oleh demokrasi liberal,
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pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia sysitey cakap dan warga negara
yang demokratis serta bertanggungjawab tentangakdéseaan masyarakat dan tanah air.
Politik pendidikan periode 1959-1966, diwarnai hol®emokrasi Terpimpin serta
Manipol USDEK, pendidikan bertujuan melahirkan waarggara sosialis Indonesia yang
susila.
b. OrdeBaru

Politik pendidikan Orde Baru diwarnai semangat kmelaksanakan Pancasila
secara murni dan konsekuen, serta semangat untdgksarakan pembangunan
ekonomi. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manpembangunan yang berjiwa

Pancasila, yang dapat mendukung keberhasilan pguban ekonomi.

c. EraReformasi

Politik pendidikan era Reformasi diwarnai semangattuk menciptakan
masyarakat madani berdasar Pancasila, masyarakknmgang religius yang menjadi
pembeda dengarivil societydi Barat. Pendidikan bertujuan membentuk manyasig
beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, ikreetandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawaly gapat mendukung terbentuknya
masyarakat madani.
2. Dinamika Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

OrdeLama, OrdeBaru, dan Era Refor masi

Kurikulum PKn pada setiap era merupakan jawabdratEp permasalahan yang
dihadapi era tersebut. Kurikulum PKn sama sekdiMlibisa dilepaskan dari konteks
lingkungan politik pendidikan yang melatarinya.
a.OrdeLama

Kurikulum PKn era Orde Lama: (1) Bertujuan menanamkemangat dan jiwa
patriotisme, dalam rangka membentuk warga negang ik, yakni warga negara
sosialis Indonesia yang susila. (2) Materi pelajadedominasi oleh Manipol USDEK
sehingga akar keilmuannya menjadi tidak jelas. meiamg untuk mendukung penguatan
negara, patuh kepada rezim, serta pendukung setituss quo. (3) Metode

pembelajarannya menggunakan indoktrinasi.
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b. OrdeBaru

Kurikulum PKn era Orde Baru: (1) Bertujuan membé&nnanusia pembangunan
yang berjiwa Pancasila serta manusia Indonesialseyda. (2) Materi pelajaran meliputi:
P4 (sangat dominan), UUD 1945, GBHN, dan SejarabaKgsaan. PKn Orde Baru
dirancang untuk mendukung penguatan negara, séabiiasional, patuh kepada rezim,
serta pendukung setia status quo, dalam rangkauksgskan pembangunan. (3) Metode
pembelajarannya menggunakan indoktrinasi dan hegief@d bukan saja mendominasi
PKn persekolahan, akan tetapi juga menjangkau giadi luar sekolah. Penataran P-4
tidak hanya dilakukan kepada seluruh siswa dan smsha, akan tetapi juga dilakukan
kepada PNS, Korpri, birokrat, guru, dan tokoh meeyait.
c. EraReformasi

Kurikulum PKn pada era Reformasi: (1) Bertujuan rhemdayaan warga negara,
yakni membentuk warganegara yang aktif berpartsigalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, menuju masyarakat madani. (2) Mate@jgrain meliputi politik (cukup
dominan), hukum (cukup dominan), dan moral Paregsi&ngat minim). PKn pada era
ini akar keilmuannya mulai jelas, intervensi rezgangat minim, berfungsi sebagai
pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pekdidi moral. (3) Metode
pembelajarannya menggunakan dialog kritis.
3. Dinamika M akna PK n pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Orde

Lama, Orde Baru, dan Era Reformas

Makna PKn pada setiap era, merupakan cerminanpaditik pendidikan pada
zamannya, dan tidak bisa dilepaskan dari kontekglingan politik yang melatarinya.
a.OrdeLama

Makna PKn pada era demokrasi liberal lebih sebangaa pelajaran Tata Negara,
agar siswa memahami ketatanegaraan Indonesia. Add@pi pada era demokrasi
terpimpin makna PKn lebih sebagai alat indoktrindsigi rezim yang berkuasa dalam
rangka mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia.

PKn sebagai mata pelajaran di sekolah, pertamadiadirikan di SMA tahun
1957, bernama Kewarganegaraan. Pada saat itu lsidssedang berada dibawah sistem

Demokrasi Liberal. Makna PKn pada masa ini lebibagai mata pelajaran Tata Negara.
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Tujuannya agar siswa dapat lebih memahami hak damjiban warga negara, serta tata
negara Indonesia. Materinya meliputi: (1) Cara menoleh kewarganegaraan, (2) Hak
dan kewajiban warga negara, (3) Tata negara damtéium Indonesia

Pada tahun 1962 mata pelajar@ivics lahir, menggantikan mata pelajaran
Kewarganegaraan dan diberikan dari SD hingga SMalaPsaat itu Indonesia sedang
berada dibawah sistem Demokrasi Terpimpin. Makna p&da saat itu lebih sebagai alat
indoktrinasi. Tujuannya untuk menanamkan jiwa pésme dan nasionalisme, semangat
melakukan revolusi, untuk menuju masyarakat sesi#thdonesia. Materi PKn
didominasi oleh Manipol USDEK, ditambah (1) Sejakatbangkitan nasional, (2) UUD
1945, serta (3) Pidato-pidato politik kenegaraasilen Soekarno. Buku "Manusia dan
Masyarakat Baru Indonesia” yang disusun Oleh Supai@k. menjadi rujukan utama
PKn saat itu.
b. OrdeBaru

Makna PKn pada masa Orde Baru sesuai dengan tgeadidikan nasional
waktu itu, yaitu membentuk manusia pembangunan pangva Pancasila.
(1) PKn Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 mengubah mata pelajaf@inics menjadi Pendidikan Kewargaan
Negara (PKN). Materi PKn dalam Kurikulum 1968 masdma dengan matedivics
1962, dengan menghilangkan materi yang berbaug®oekMakna PKn saat ini lebih
sebagai pendidikan Tata Negara, karena materi \@@rguansa Soekarnois telah
dihilangkan.
(2) PKn Kurikulum 1975

Lahirnya Kurikulum 1975 mengubah mata pelajaran PiiBhjadi Pendidikan
Moral Pancasila (PMP). Materi PMP berisi PancasilalD 1945, dan GBHN. Makna
PKn saat ini mulai bergeser dari pelajaran tatsareegmenuju indoktrinasi membentuk
manusia pembangunan yang Pancasilais, dengan nyasGBHN.
(3) PKn Versi P-4 (1978)

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1%&8tang P-4, maka
terjadilah perkembangan yang cukup substantif, iyakngat dominannya materi P-4
dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tenR¥& oleh Depdikbud 1982
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dinyatakan bahwa, hakikat PMP tidak lain adalahaks#naan P-4 melalui jalur
pendidikan formal.
(4) PKn Kurikulum 1984

Lahirnya Kurikulum 1984, PMP berubah nama menjdeierididikan Pancasila
dan Kewarganegaraan” (PPKn). Materi P-4 semakkokdihkan dalam PPKn 1984.
Selain UUD 1945 dan GBHN, mulai masuk materi hakssamanusia, lembaga-lembaga
negara, badan peradilan, serta kerjasama intenasio
(5) PKn Kurikulum 1994

PKn dalam Kurikulum 1994 masih bernama PPKn seba@ayaa Kurikulum 1984.
Struktur materi PPKn dalam Kurikulum 1994 memuatcian penjabaran nilai-nilai
Pancasila dari P-4. Dengan demikian P-4 tetap mdemah dan mata air PPKn
sebagaimana dijelaskan dalam fungsi, tujuan, ddmarbajar. Makna PPKn 1994 ini
identik dengan pendidikan nilai.
c. EraReformas

Makna PKn pada era Reformasi lebih dimaksudkan geebmata pelajaran
pengembangan kepribadian bagi siswa. Sesuai deogeam pendidikan nasional pada
saat ini, yaitu untuk pemberdayaan warga negarayujnedkan masyarakat Indonesia
yang demokratis dalam kemajemukan, menjunjunggtingk asasi manusia, taat pada
hukum, dan berwawasan global, menuju masyarakaamnad
(1) PKn Kurikulum Suplemen 1999

Reformasi 1998 berdampak pada pembaharuan PPKnil ldaagkajian
Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn, merekomendasierlunya penataan materi
PPKn jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dasil jpengkajian itu kemudian lahir
Kurikulum Suplemen 1999 sebagai pengganti Kurikull®®4. Sebenarnya tidak ada
perubahan yang signifikan antara PPKn Kurikulum 41%fngan PPKn Kurikulum
Suplemen 1999, jika dilihat substansi materinygaséopik-topik pokok bahasannya
masih mirip mata pelajaran budi pekerti. Materi Bedara resmi tidak lagi dipakai dalam
Kurikulum Suplemen 1999, karena Ketetapan MPR NdRR/1978 tentang P-4 telah
dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.
(2) PKn KBK 2004
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Puskur pada tahun 2004 menyusun kurikulum yangndikeebagai Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam KBK ini mata pal@n PPKn, diganti PKn.
Hilangnya nama “Pancasila” di depan PKn ini teraybérdampak terhadap minimnya
materi Pancasila dalam PKn, padahal dalam matgapmtaPMP dan PPKn sebelumnya
sangat dominan. Materi PKn dalam KBK berisi: Peraatbangsa dan negara; Nilai dan
norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukunk;a#asi manusia; Kebutuhan
hidup; Kekuasaan dan politik; Masyarakat demokr&mncasila dan konstitusi negara;
serta Globalisasi.

(3) PKn KTSP 2006

Secara substansial standar kompetensi dan kompetsar PKn dalam
Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP 2006)xakdberbeda dengan isi dari PKn
menurut KBK 2004. KTSP PKn disusun berdasar Stamsla(SK-KD) PKn, sebagai
standar minimal yang bisa dikembangkan lagi olep siatuan pendidikan.

Dalam naskah lampiran Permendiknas No. 22 tah@® 26ntang Standar Isi
disebutkan bahwa, mata pelajaran PKn merupakan pe#garan yang memfokuskan
pada pembentukan warganegara yang memahami danumaetpksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesiagyaerdas, terampil, dan
berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila daBb We45. Materi PKn meliputi:
Persatuan dan kesatuan bangsa; Norma, hukum, datona®; Kebutuhan warganegara,
Konstitusi negara; Kekuasaan dan politik; Pancadda Globalisasi.

B. Refleksi
1. Refleksi Tentang PKn

PKn sebagai bidang kajian ilmiah, ontologinya addt@abungan antara negara
dan warga negara, oleh karena itu PKn di negareapum tidak bebas nilai, akan tetapi
selalu terikat oleh ideologi masing-masing negBemdangan klasik hingga modern yang
dikemukakan para ahli menyatakan bahwa REBini¢s)adalah berkaitan erat dengan hak
dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu PKmatapeka terhadap perubahan
tentang 3 hal yaitu: idealisme, instrumentasi, piaksis kehidupan bernegara. Idealisme
ada dalam ideologi negara, instrumentasi ada thndakonstitusi dan peraturan
perundang-undangan, sedang praksis ditemukan dalamuh kehidupan warga negara.

Dengan demikian PKn akan selalu mengalami dinanskaing dengan dinamika
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ideologi, dinamika konstitusi, dan peraturan peengdundangan, serta dinamika
kehidupan masyarakatnya.

Sebagai ilmu ataupun sebagai bidang kajian, keduduRKn sesungguhnya
cukup kuat, karena diperlukan oleh setiap negalmgse salah satu sarana untuk
membentuk warga negara yang baik. Tidak ada tugag Yyebih penting dari suatu
negara selain membentuk warganegaranya menjadi aneggra yang baik dan
bertanggungjawab sesuai filosofi dari masing-masiegara. Akan tetapi sebagai mata
pelajaran, PKn di Indonesia sering berubah namavakganegaraan (1957%ivics
(1961), Kewargaan Negara (1968), PMP (1975), PMR 4 (1978), PPKn plus P4
(1984), PPKn minus P4 (1999), dan PKn (2004). soy& nama jurusan di LPTK yang
menghasilkan guru PKn juga ikut berubah sesuai nawaa pelajaran, mestinya nama
jurusan lebih tepat jika mengacu pada bidang ilienu khjian yakni PKn.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentantei®idPendidikan Nasional
menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memBandidikan Agama, PKn, dan
Bahasa. Pasal ini menempatkan PKn sebagai salaimsaa pelajaran yang penting dan
strategis. Pasal tersebut juga mewajibkan PKn haasuk kurikulum di setiap jenjang
dan jenis pendidikan dari sekolah dasar hinggaupeag tinggi. Ternyata PKn bukan
hanya diberikan di Indonesia. Negara-negara lasetliruh dunia juga memberikannya,
meskipun dikemas dalam berbagai bentuk dan n#&@nacs atau Civics Education
diberikan di Amerika SerikatCitizenship Educatiordiberikan di Inggris.Ta’limatul
Muwwatanahatau Tarbiyatul Watoniyah di negara-negara Timur Tengabducacion
Civicas di Mexico. Sachunterrichtdi Jerman.Civics atau Social Studiedi Australia.
Social Studiesli New ZealandLife Orientation di Afrika SelatanPeople and Societyi
Hongaria.Civics and Moral Educatiodi Singapura, da®@bscesvovedinigi Rusia.

Para ahli menyatakan PKn itu termadukbrid science maksudnya merupakan
hasil perkawinan dari berbagai bidang ilmu. PKnlauantegrated knowledgeyang
memanfaatkan substansi dari berbagai bidang iimuelgyan guna membentuk warga
negara yang baik. Maka pertanyaan PKn itu cabanmg illeu apa menjadi kurang
relevan. Ada kalanya PKn lebih dominan politik kewememang pada saat itu politik
sangat dominan, ada kalanya hukum menjadi domizda,pula saatnya moral menjadi

dominan
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2. Refleks Tentang K eter batasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakangdenseksama dan sungguh-
sungguh. Namun demikian penelitian ini tidak ddppas dari keterbatasan-keterbatasan,
antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal penelifakus dari
penelitian ini lebih menekankan pada masalah dikar®Kn pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah, sejak Orde Lama hingga eranisfio Sehingga PKn untuk
perguruan tinggi dan PKn di luar sekolah belum akup. Oleh karena itu terbuka
kesempatan yang luas bagi peneliti lain, untuk rkajmd’Kn di perguruan tinggi, serta
PKn di luar sekolah.

Kedua, kajian penelitian ini dilakukan lewat dua persjfekyakni politik
pendidikan, dan kurikulum. Dengan demikian, tidaktutup kemungkinan dinamika PKn
sejak Orde Lama hingga era Reformasi ini dijelasklani perspektif lain, seperti
kandungan nilai-nilai demokrasinya, perspektif ndetonengajarnya, maupun perspektif
sistem penilaiannya. Oleh karena itu, terbuka hamia peneliti berikutnya untuk
mengkaji dari perspektif lain, dalam rangka memagakkajian tentang dinamika PKn di

Indonesia.

Ketiga, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi gsebanetode
utamanya. Untuk itu diadakan kunjungan ke berbteyapat dan instansi terkait, seperti
perpustakaan, arsip nasional, museum, pusat kurnkutdan sebagainya. Peneliti
menyadari, selama penelitian apabila data primeg yarkait tidak dalam keadaan utuh,
tidak lengkap, atau rusak, maka kesulitan itu akatasi dengan mencari data sekunder.
C. Rekomendasi
1. Rekomendasi Umum

Dengan memperhatikan dinamika PKn di IndonesigksBjale Lama hingga era
Reformasi, para pengambil keputusan di bidang kiuik, harus dapat menggunakan
pengalaman masa lalu itu untuk merancang masa d&pan secara lebih baik.
Pengalaman masa lalu telah menempatkan PKn seblgjakekuasaan semata, serta
rentan terhadap perubahan-perubahan politik. Rembaiterhadap PKn harus
menempatkan warganegara sebagai subyek untuk diékegkdn menjadi warganegara
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yang kritis dan kreatif, proaktif, inovatif, demailtis, menghargai sesama manusia,
berbudaya, serta patuh pada hukum dan peraturan.

Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita, b@Kwgada era Orde Lama,
dan Orde Baru sangat miskin konsep dan teori, gghinlebih dominan unsur
indoktrinasinya. Oleh karena itu PKn di era Refaimai harus diperjelas konsep dan
teori keilmuannya sehingga lebih bersifat ilmiahetbtle indoktrinasi harus diakhiri,
metode dialogis harus dikembangkan dalam pembatafakKn di sekolah.

PKn pada era Orde Lama, dan Orde Baru saat itumtikagkan berdasarkan teori
hegemoni, yakni sosialisasi polittk dari negara ddgp warganegaranya untuk
menguatkan rezim yang sedang berkuasa. Cara sépehntrus ditinggalkan pada era
Reformasi ini. PKn harus dijadikan sarana untuk bentlayakan warga negara dalam
rangka membentuk masyarakat madani, suatu masyadakana negara dan warga
negara dalam posisi seimbang.

PKn ke depan harus terus dikembangkan substansrimat. Materi PKn
sebaiknya bersumber dari ilmu politik, ilmu hukum@ndmoral. Dengan demikian, mata
pelajaran ini nantinya akan memiliki batang ilmugaelas.

Perlu cara pandang yang sama dari berbagai komptelam mengembangkan
PKn di era Reformasi saat ini. Dikdasmen, Pusaikikilum, Lemhannas, LPTK, serta
berbagai Komunitas PKn di Indonesia.perlu duduks@éma untuk merumuskan PKn

yang terbaik bagi Indonesia.

PKn seharusnya menjadi perhatian semua pihak, peater LPTK yang
memiliki Prodi PKn, Komunitas PKn, maupun para géin di lapangan. Tidak ada
tugas yang lebih penting bagi sebuah bangsa selangembangkan warganegara yang
bertanggungjawab, dan terdidik. Oleh karena ituasugdari para pendidik, pembuat
kebijakan, dan angotaivil societylainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya PKn

kepada seluruh lapisan masyarakat, dan jajaranrpeaten.

Idealnya PKn untuk membentuk warga negara yang $etilarusnya bebas dari
kepentingan politik pragmatis dari rezim yang sedaerkuasa. PKn harus mendasarkan
diri pada politik negara sebagaimana dimuat dalans#tusi nasional.

2. Rekomendasi untuk Pengembangan PKn ke Depan
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Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitiemaihg dinamika PKn yang
terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga era iR&dsi, peneliti merekomendasikan,
pengembangan PKn di masa depan yang ideal bagiés@oadalah sebagai berikut: (1)
PKn yang memiliki akar keilmuan yang jelas, yakalitk, hukum, dan moral, sehingga
bersifat ilmiah. (2) PKn yang berpedoman pada igohkegara sesuai konstitusi, serta
bebas dari hegemoni, indoktrinasi, dan kepentingagmatis dari rezim yang sedang
berkuasa. (3) PKn yang mengadopsi nilai-nilai arsal yang digunakan oleh negara-
negara demokrasi, namun tetap berada dalam binfgkaofi Pancasila, diwarnai
identitas nasional yang Bhineka Tunggal lka. (4)nP¥ang mengembangkativic
knowledge, civic skill, dan civic dispotitiosecara proporsional. (5) PKn yang
menghasilkan warga negara religius, yang menjatibpea dengan yang dikembangkan
oleh negara-negara maju di Barat. (6) PKn yang needalyakan warga negara, bukan
PKn yang hanya membentuk kepatuhan tanpa days, ksgrta mampu mengantarkan
menuju masyarakat madani.

Indoktrinasi dalam PKn memang merupakan sesuaty yak terhindarkan,
khususnya yang menyangkut tataran idealisme. Skdangng terkait instrumentasi dan
praksis kehidupan berbangsa, dan bernegara meétdd&trinasi harus dihindarkan,
metode dialogis harus dikedepankan.

Setiap rezim yang sedang berkuasa secara langdaogua tidak langsung
memiliki kepentingan terhadap PKn. PKn ibarat pgdbermata dua, di satu sisi dapat
dijadikan sarana untuk memelihara dan mentranst&ikaa nilai-nilai politik dari suatu
sistem politik melalui proses pendidikan di sekolakan tetapi di sisi yang lain PKn
juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk memnalikepentingan kekuasaan rezim
dalam bentuk indoktrinasi serta hegemoni melaluidpikan. Sisi yang pertama tadi
harus diupayakan, sedang sisi yang kedua sebadkhyzdari. Oleh karena itu PKn di
Indonesia harus dikembangkan dengan mengacu pétlk pegara yang terdapat dalam
Pancasila dan UUD 1945, tidak boleh mengacu pagertmgan jangka pendek dari
penguasa.

PKn merupakan salah satu sarana untuk memberdngamegara yang baik,
dengan meminjam istilah klasik Lodr Henry P. Braiogh “mendidik warga masyarakat

yang gampang dipimpin tetapi sulit dipaksa, gampdipgrintah tetapi sulit diperbudak”
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(Zamroni, 2007: 157). Oleh karena itu PKn harus ekankan pada kemandirian,
kebebasan, dan tanggung jawab.
3. Rekomendasi bagi Pihak-Pihak yang Terkait dengan PKn
a. Bagi Dosen PKn

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikaferensi bagi para dosen PKn dan
peneliti PKn di perguruan tinggi agar dapat memgam@ serta mengembangkan PKn
yang tepat bagi mahasiswa. PKn di perguruan tihggius merupakan kelanjutan serta
harus ada benang merahnya dengan PKn pada jergadglikan dasar dan menengah.
b. Bagi Guru PKn

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kefldbagi para guru PKn pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah, agar agapghjarkan PKn yang mampu
mengantarkan siswa menjadi warganegara yang baik.
c. Bagi Komunitas PKn

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah sbahan pertimbangan bagi
komunitas PKn di Indonesia untuk menyamakan persdps langkah untuk ikut
mengembangkan PKn yang sesuai dengan kebutuhamrakstydemokratis.
d. Bagi LPTK Penghasil Guru PKn

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukagi penyelenggara
LPTK yang memiliki Prodi PKn agar dapat menyiapKamikulum yang tepat bagi
pembentukan guru PKn yang profesional.
e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rfer bagi pengambil kebijakan
pada Kementerian Pendidikan Nasional, agar mammgembangkan PKn yang tepat

bagi Indonesia.
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